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KATA PENGANTAR

uji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa
P atas Rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku berjudul

Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas ini
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun
sebagai upaya kolektif untuk mendorong tumbuhnya
kesadaran, keberanian, dan solidaritas komunitas dalam
mencegah serta membantu korban kekerasan seksual di
berbagai lingkup kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga,
pendidikan, hingga masyarakat luas. Berangkat dari
pemahaman bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan
individu, tetapi juga persoalan sosial dan struktural, maka
dibutuhkan pendekatan edukatif yang partisipatif, kontekstual,

dan berkelanjutan.

Melalui buku ini, diharapkan setiap individu dalam
komunitas, baik sebagai penyintas, pendamping, maupun saksi
dapat memiliki pemahaman yang utuh mengenai bentuk-
bentuk kekerasan seksual, mekanisme pencegahan, serta
langkah responsif yang berpihak pada korban. Buku ini
diharapkan dapat mendorong penguatan nilai-nilai kesetaraan,
keadilan gender, dan budaya saling menjaga sebagai fondasi
bagi terciptanya ruang aman dan inklusif.

Buku ini terbagi menjadi enam Bab. Bab pertama,
membahas Pengertian Dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual.
Bab kedua, Faktor Penyebab dan Dampak Kekerasan Seksual.
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Bab ketiga, Pencegahan Kekerasan Seksual. Bab keempat, Peran
Komunitas Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Bab kelima,
Penanganan Kekerasan Seksual. Bab keenam, Media untuk
Pencegahan Kekerasan Seksual.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki
keterbatasan, baik dari segi cakupan maupun kedalaman
materi. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak
sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa
mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan
kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat
menjadi sumber belajar sekaligus alat perubahan sosial menuju
komunitas yang bebas dari kekerasan seksual.

Surakarta, 28 Oktober 2025

Tim Penyusun
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PENDAHULUAN

asus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan
I( Tinggi (PT) di Indonesia terus meningkat dari 1.298

kasus pada tahun 2019 menjadi 2.244 kasus pada 2023.
Hingga November 2024, menurut Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan (2023) terdapat 1.919 laporan
kekerasan seksual di lingkungan PT. Data Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023)
menunjukkan bahwa dari 29.883 kasus kekerasan pada 2023,
sebanyak 2.681 kasus terjadi di lingkungan PT (KPPPA, 2023).
Survei Komnas Perempuan di 661 PT menemukan 1.133 kasus
kekerasan seksual, dengan 94% korban adalah perempuan.
Namun, banyak kasus tidak dilaporkan karena 80% korban
memilih diam (Komnas Perempuan, 2024). Dalam kurun waktu
2021-2024, kekerasan seksual menjadi bagian terbesar dari “tiga
dosa besar” di PT, yaitu 78% dari total kasus. Dari kasus-kasus
tersebut, 269 masih proses penyelesaian, dan 354 telah selesai
ditangani oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Selain di dalam PT,
lingkungan tempat tinggal mahasiswa seperti rumah, kos dan
kontrakan juga rawan terjadi kekerasan.
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Perempuan Dberperan penting dalam melakukan
pencegahan terhadap kekerasan seksual, baik melalui
perannya di dalam keluarga maupun melalui organisasi
berbasis komunitas, salah satunya organisasi Wanita. Haryani,
(2024) menyampaikan dalam lima tahun terakhir, kasus
kekerasan di Kota Surakarta mengalami peningkatan. Tercatat
pada 2019 terdapat 68 kasus, pada 2020 terdapat 80 kasus, pada
2021 terdapat 71 kasus, pada 2021 terdapat 74 kasus, dan pada
2023 terdapat 75 kasus. Pada tahun 2023, sebanyak 8.25% kasus
diantaranya terdiri dari 6 kasus merupakan kekerasan dalam
pacaran, 11 kasus kekerasan seksual, dan 6 kasus kekerasan
berbasis gender online. Sedangkan bentuk kekerasan yang
dialami korban pun beragam seperti korban mengalami
kekerasan psikis 42 kasus, fisik 47, seksual 14, dan penelantaran
27 kasus, bahkan satu korban bisa mengalami lebih dari satu
bentuk kasus kekerasan. Sementara itu data dari Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian =~ Penduduk = dan  Keluarga  Berencana
(DISSOSP3APPKB) Kabupaten Klaten mensinyalir pada tahun
2024 terdapat 40 kasus kekerasan, korban anak sebanyak 25
kasus, dan perempuan sebanyak 15 Kasus.

Tingginya kasus kekerasan seksual di satu sisi, serta
pentingnya peran perempuan dalam pencegahan kekerasan
seksual di lain sisi mengharuskan adanya pengetahuan yang
cukup tentang kekerasan seksual sehingga perempuan dapat
menjalankan perannya dalam melakukan edukasi sekaligus
mencegah terjadinya kekerasan seksual. Buku ini dibuat untuk
dapat meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan kesadaran
kritis, mendorong keberanian, meningkatkan kapasitas dan
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kemampuan perempuan untuk mengetahui ruang lingkup

kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual, budaya dan

komunikasi asertif dalam pencegahan kekerasan seksual.

Selain itu buku ini juga menjadi media mempromosikan norma

sosial yang melindungi dari kekerasan seksual sehingga

perempuan memiliki ketrampilan untuk berbicara, melapor,

dan mencari bantuan apabila mengalami atau menyaksikan

kekerasan seksual.

Buku ini dirancang untuk digunakan dalam kegiatan

pelatihan dan edukasi, terutama untuk:

1.

Komunitas lokal seperti pengurus RT/RW, kader PKK,
tokoh agama, tokoh pemuda, dan relawan yang memiliki
peran strategis dalam membangun kesadaran warga
terhadap pencegahan kekerasan seksual.

Fasilitator pelatihan dan pendamping masyarakat yang
memerlukan acuan praktis untuk menyampaikan materi
pencegahan  kekerasan seksual dengan pendekatan
partisipatif dan berpihak pada korban.

Pengurus dan anggota organisasi perempuan, yang ingin
memperkuat kapasitas internalnya dalam menjalankan
program advokasi dan perlindungan berbasis komunitas.
Tim pelatih dari instansi pemerintah atau NGO, seperti
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
lembaga layanan korban, atau mitra pembangunan lokal
yang memfasilitasi proses belajar di komunitas.

Kelompok masyarakat sipil atau koalisi lintas sektor, yang
sedang membangun gerakan kolektif untuk mencegah
kekerasan seksual dan memperkuat sistem dukungan
korban di tingkat akar rumput.
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Buku Pencegahan Kekerasan Seksual berbasis Komunitas
ini terdiri atas enam bagian. Bagian pertama menguraikan
tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual.
Pada bagian ini dijelaskan tentang apa itu kekerasan? Apa itu
kekerasan berbasis gender? Apa itu kekerasan terhadap
perempuan dan anak? Apa itu Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) dan Apa saja bentuk kekerasan seksual? Pada
bagian kedua menguraikan tentang Faktor Penyebab dan
Dampak Kekerasan Seksual. Pada bagian ini dijelaskan tentang
gender dan ketimpangan relasi kuasa, gender dan maskulinitas
dalam kekerasan seksual, serta dampak kekerasan seksual.
Pada bagian tiga menguraikan tentang Pencegahan Kekerasan
Seksual. Pada bagian ini dijelaskan tentang bagaimana
mempromosikan norma sosial yang melindungi dari kekerasan
seksual, melatih keterampilan untuk mencegah kekerasan
seksual, penguatan Kkapasitas perempuan, menciptakan
lingkungan yang proaktif, serta dukungan pada korban atau
penyintas. Pada bagian keempat menguraikan tentang Peran
Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Pada bagian
ini dijelaskan tentang pengertian kekerasan seksual berbasis
komunitas, prinsip pencegahan kekerasan seksual berbasis
komunitas, partisipasi masyarakat dalam pencegahan
kekerasan seksual, dan partisipasi keluarga dalam pencegahan
kekerasan seksual. Pada bagian kelima menguraikan tentang
Budaya dan Komunikasi Asertif dalam Pencegahan Kekerasan
Seksual. Pada bagian ini diuraikan tentang pengaruh budaya
terhadap persepsi seksualitas, norma dan nilai budaya, arti
penting komunikasi asertif, dan keterampilan komunikasi
asertif. Pada bagian keenam menguraikan tentang media untuk
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pencegahan kekerasan seksual. Pada bagian ini diuraikan
tentang media cetak, mencakup brosur, leaflet, poster, radio
dan televisi, serta media sosial.
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— BAB1 —

PENGERTIAN DAN RUANG
LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL

A. APA ITU KEKERASAN?

acquin (2025) menyebutkan Kekerasan adalah tindakan
J kekerasan fisik yang menyebabkan atau dimaksudkan

untuk menyebabkan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan
oleh kekerasan dapat bersifat fisik, psikologis, atau keduanya.
Kekerasan dapat dibedakan dari agresi, jenis perilaku
bermusuhan yang lebih umum yang dapat bersifat fisik, verbal,
atau pasif. Lebih lanjut, kekerasan adalah jenis perilaku
manusia yang relatif umum yang terjadi di seluruh dunia.
Orang-orang dari segala usia dapat melakukan kekerasan,
meskipun remaja yang lebih tua dan dewasa muda paling
mungkin terlibat dalam perilaku kekerasan. Kekerasan
memiliki sejumlah efek negatif pada mereka yang menyaksikan
atau mengalaminya, dan anak-anak sangat rentan terhadap
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bahayanya. Untungnya, berbagai program telah berhasil
mencegah dan mengurangi kekerasan.

Wahid (2001) menjelaskan kekerasan merujuk sebagai
serangan terhadap fisik seseorang maupun menyerang mental
atau psikologi sehingga menyebabkan luka, cacat atau
ketidaknormalan terhadap fisik tertentu atau penderitaan pada
orang lain sebagai korban, disertai adanya paksaan dan
ketidaksetujuan. Menurut Kadir & Handayaningsih, (2020)
kekerasan merupakan segala bentuk tindakan maupun
perilaku yang tidak pantas serta merugikan individu maupun
kelompok baik secara finansial, fisik, hingga psikologis.

Kekerasan adalah jenis perilaku manusia yang relatif
umum yang terjadi di seluruh dunia. Orang-orang dari segala
usia dapat melakukan kekerasan, meskipun remaja yang lebih
tua dan dewasa muda paling mungkin terlibat dalam perilaku
kekerasan. Kekerasan memiliki sejumlah efek negatif pada
mereka yang menyaksikan atau mengalaminya, dan anak-anak
sangat rentan terhadap bahayanya. Untungnya, berbagai
program telah berhasil mencegah dan mengurangi kekerasan.

B. APA BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Kekerasan dapat dikategorikan dalam beberapa cara.
Menurut Jacquin (2025) kejahatan kekerasan dapat dibagi
menjadi empat kategori utama berdasarkan sifat perilakunya
yaitu pembunuhan (pembunuhan satu orang oleh orang lain,
terkadang karena alasan yang dapat dibenarkan secara
hukum), penyerangan (menyerang orang lain secara fisik
dengan maksud untuk menyakiti), perampokan (mengambil
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sesuatu secara paksa dari orang lain), dan pemerkosaan
(hubungan seksual secara paksa dengan orang lain). Bentuk-
bentuk kekerasan lainnya tumpang tindih dengan kategori-
kategori ini, seperti pelecehan seksual anak (melakukan
tindakan seksual terhadap anak) dan kekerasan dalam rumah
tangga (perilaku kekerasan antara saudara, biasanya
pasangan).

Kekerasan juga dapat dikategorikan menurut
motivasinya. Kekerasan reaktif atau emosional, biasanya
melibatkan ekspresi kemarahan keinginan bermusuhan untuk
menyakiti seseorang yang muncul sebagai respons terhadap
provokasi yang dirasakan. Kekerasan proaktif atau
instrumental, lebih diperhitungkan dan sering dilakukan
dengan mengantisipasi imbalan tertentu. Psikolog Amerika
Kenneth Dodge menemukan bahwa kedua jenis kekerasan
tersebut melibatkan keadaan fisiologis yang berbeda yaitu
seseorang yang terlibat dalam kekerasan reaktif mengalami
peningkatan rangsangan sistem saraf otonom (misalnya,
peningkatan denyut jantung dan pernapasan, berkeringat),
sedangkan seseorang yang melakukan tindakan agresi proaktif

mengalami rangsangan otonom yang rendah.

Metode lain untuk mengkategorikan perilaku kekerasan
melibatkan perbedaan antara kekerasan predator dan afektif.
Kekerasan predator melibatkan tindakan kekerasan yang
direncanakan. Kekerasan afektif lebih impulsif dan tidak
direncanakan. Jenis kekerasan lain telah disarankan, termasuk
kekerasan yang mudah tersinggung (dimotivasi oleh frustasi)
dan kekerasan teritorial (dimotivasi oleh intrusi ke wilayah

atau ruang yang dirasakan seseorang).
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Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024
tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan Perguruan Tinggi, bentuk-bentuk kekerasan dapat

diklasifikasikan dalam enam bentuk:

1.

Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan
kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa
menggunakan alat bantu.

Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik
yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina,
menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan
fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara
berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan
merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau
menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang,
karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang
berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis
dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi
reproduksi  seseorang dan  hilang  kesempatan
melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan
aman dan optimal.

Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan
Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian,
pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis,
agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial
ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin,
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dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta
fisik.

6. Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan
kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya

Kekerasan.

C. APA ITU KEKERASAN BERBASIS GENDER?

Komnas Perempuan (2024) menjelaskan Kekerasan
berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan kepada
seseorang karena jenis kelamin orang tersebut atau kekerasan
yang mempengaruhi orang dengan jenis kelamin tertentu
secara tidak proporsional. Kekerasan terhadap perempuan
dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk
diskriminasi terhadap perempuan dan berarti semua tindakan
kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau
cenderung mengakibatkan kerugian fisik, kerugian seksual,
kerugian psikologis, atau ekonomi atau penderitaan bagi

perempuan.

Kekerasan ini dapat mencakup kekerasan terhadap
perempuan, kekerasan dalam rumah tangga terhadap
perempuan, laki-laki atau anak-anak yang tinggal dalam satu
rumah tangga. Meskipun perempuan dan anak perempuan
merupakan korban wutama KDRT, kekerasan ini juga
menyebabkan kerugian yang parah bagi keluarga dan
masyarakat.

Kekerasan berbasis gender dapat terjadi dalam berbagai
bentuk, pertama kekerasan fisik, kekerasan ini mengakibatkan
cedera, tekanan, dan masalah kesehatan, dan bahkan dapat
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mengakibatkan kematian dalam kasus-kasus tertentu. Bentuk-
bentuk kekerasan fisik yang umum adalah pemukulan,
pencekikan, dorongan, dan penggunaan senjata. Menurut
European Union Agency for Fundamental Rights & the
European Institute for Gender Equality (2021) Sekitar 50 juta
perempuan berusia 18-74 tahun di Uni Eropa, atau sekitar 31%,
mengalami kekerasan fisik (termasuk ancaman) atau seksual di
masa dewasa, berdasarkan survei kekerasan berbasis gender di
Uni Eropa. Kedua, kekerasan seksual, kekerasan ini mencakup
tindakan seksual tanpa persetujuan, wupaya untuk
mendapatkan ~ tindakan  seksual,  tindakan = untuk
memperdagangkan, atau tindakan lain yang ditujukan
terhadap seksualitas seseorang tanpa persetujuan orang
tersebut. Menurut European Union Agency for Fundamental
Rights & the European Institute for Gender Equality (2021),
17,2% perempuan pernah mengalami kekerasan seksual oleh
pelaku manapun dalam hidup mereka. Ketiga kekerasan
psikologis bentuk kekerasan ini mencakup perilaku yang
secara psikologis kasar, seperti pengendalian, pemaksaan,
kekerasan ekonomi, dan pemerasan. Menurut European Union
Agency for Fundamental Rights & the European Institute for
Gender Equality (2021), diperkirakan 29,9% perempuan di Uni
Eropa mengalami kekerasan psikologis yang dilakukan oleh
pasangan intimnya.

European Commission menyebutkan terdapat beberapa
contoh kekerasan berbasis gender seperti kekerasan dalam
rumah tangga mencakup semua tindakan kekerasan fisik,
seksual, psikologis, dan ekonomi yang terjadi dalam keluarga,
unit rumah tangga, atau antara pasangan intim. Ini dapat
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terjadi pada mantan atau pasangan saat ini juga jika mereka
tidak tinggal serumah. 17,7% wanita yang pernah memiliki
pasangan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual
oleh pasangan intimnya. Pelecehan berbasis seksual mencakup
tindakan verbal, fisik, atau non-verbal lain yang tidak
diinginkan yang bersifat seksual dengan tujuan atau akibat
melanggar martabat seseorang. Diperkirakan 30,8% wanita
yang pernah bekerja pernah mengalami pelecehan seksual di
tempat kerja pada masa dewasa mereka.

Mutilasi Genital Perempuan (FGM) adalah pemotongan
atau penghilangan sebagian atau seluruh alat kelamin luar
perempuan secara ritual. Tindakan ini melanggar tubuh
perempuan dan sering kali merusak seksualitas, kesehatan
mental, kesejahteraan, dan partisipasi mereka dalam
komunitas. Tindakan ini bahkan dapat menyebabkan
kematian. Saat ini, lebih dari 200 juta anak perempuan dan
perempuan yang hidup di seluruh dunia telah menjalani
mutilasi alat kelamin perempuan. Setidaknya 600.000
perempuan yang tinggal di Uni Eropa telah menjalani FGM.

Pernikahan paksa mengacu pada pernikahan yang
dilakukan di bawah paksaan atau paksaan — baik tekanan fisik
untuk menikah atau tekanan emosional dan psikologis. Hal ini
terkait erat dengan pernikahan anak atau pernikahan dini,
ketika anak-anak dinikahkan sebelum mencapai usia minimum
untuk menikah.

Kekerasan daring adalah istilah umum yang digunakan
untuk menggambarkan segala macam perilaku ilegal atau
berbahaya terhadap perempuan di ruang daring. Perilaku ini
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dapat dikaitkan dengan pengalaman kekerasan dalam
kehidupan nyata, atau terbatas pada lingkungan daring saja.
Pelecehan ini dapat berupa ancaman ilegal, penguntitan atau
hasutan untuk melakukan kekerasan, email atau pesan yang
tidak diinginkan, menyinggung atau eksplisit secara seksual,
berbagi gambar atau video pribadi tanpa izin, atau rayuan yang
tidak pantas di situs jejaring sosial. Satu dari 10 wanita di Uni
Eropa telah mengalami pelecehan dunia maya sejak usia 15
tahun.

D. APA ITU KEKERASAN SEKSUAL?

Terdapat berbagai macam definisi tentang kekerasan
seksual. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan
kekerasan seksual sebagai berbagai tindakan, mulai dari
pelecehan verbal hingga penetrasi paksa, dan berbagai jenis
paksaan, mulai dari tekanan dan intimidasi sosial hingga
kekerasan fisik. Kekerasan seksual mencakup, tetapi tidak
terbatas pada:

1. pemerkosaan dalam hubungan pernikahan atau pacaran;

2. pemerkosaan oleh orang asing atau kenalan;

3. ajakan seksual yang tidak diinginkan atau pelecehan
seksual (di sekolah, tempat kerja, dll);

4. pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual, dan bentuk-
bentuk kekerasan lainnya, yang khususnya umum terjadi
dalam konflik bersenjata (misalnya pembuahan paksa);

5. pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas mental
atau fisik;

6. pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak;
dan
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7. bentuk-bentuk kekerasan seksual ‘adat’, seperti pernikahan
paksa atau hidup bersama dan pewarisan istri.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan
kekerasan seksual sebagai: ‘Setiap tindakan seksual, percobaan
untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan
seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk
memperdagangkan atau dengan cara lain ditujukan terhadap
seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh
siapa pun terlepas dari hubungan mereka dengan korban,
dalam situasi apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada
rumah dan kantor. Paksaan dapat mencakup:

1. berbagai tingkat kekerasan;

2. intimidasi psikologis;

3. pemerasan; atau

4. ancaman (dengan kekerasan fisik atau tidak memperoleh
pekerjaan/pangkat, dll).

Selain itu, kekerasan seksual juga dapat terjadi ketika
seseorang tidak dapat memberikan persetujuan — misalnya,
saat mabuk, dibius, tertidur, atau tidak mampu secara mental.
Meskipun definisi WHO cukup luas, definisi yang lebih sempit
juga ada. Misalnya, untuk tujuan penelitian, beberapa definisi
kekerasan seksual dibatasi pada tindakan yang melibatkan
kekerasan atau ancaman kekerasan fisik. Studi multi-negara
WHO mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang
dilakukan terhadap perempuan:

1. secara fisik dipaksa melakukan hubungan seksual padahal

ia tidak menginginkannya;
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2. melakukan hubungan seksual padahal ia tidak
menginginkannya, karena ia takut terhadap apa yang akan
dilakukan pasangannya; atau

3. dipaksa melakukan sesuatu yang bersifat seksual yang
dianggapnya merendahkan atau memalukan.

16 | Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas



— BAB2 —

FAKTOR PENYEBAB DAN
DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL

A. GENDER DAN KETIMPANGAN RELASI
KUASA

1. Gender sebagai Konstruksi Sosial

ecara konseptual, gender merujuk pada peran, perilaku,
dan atribut yang dianggap pantas bagi laki-laki dan

perempuan oleh masyarakat yang terbentuk melalui
proses budaya dan sejarah. Sedangkan seks (jenis kelamin)
mengacu pada perbedaan fisik dan fisiologis antara tubuh laki-
laki dan perempuan, seperti kromosom, hormon, dan alat
reproduksi. Pemahaman bahwa gender adalah konstruksi
sosial pertama kali dikenalkan oleh Simone de Beauvoir, yang
dalam bukunya The Second Sex (1949) menulis:

“One is not born, but rather becomes, a woman.”
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Artinya, perempuan itu tidak dilahirkan, tetapi dibuat
atau dibentuk. Menurutnya, laki-laki dan perempuan itu
dibentuk tidak berdasar pada takdir atau kodrati akan tetapi
berdasar pada kondisi sosial di mana ditanamkan nilai dalam

masyarakat.

Judith Butler dalam Gender Trouble (1990), menyatakan
bahwa gender bukan hanya sesuatu yang kita "miliki", tetapi
sesuatu yang kita "lakukan" atau perform yang menghasilkan
identitas gender atau hasil dari tindakan yang terus-menerus
diulang dalam struktur masyarakat. Meski demikian, peran-
peran gender yang berkembang di masyarakat hari ini
bukanlah hasil dari kodrat biologis, tetapi dari pembelajaran
sosial yang ditanamkan sejak dini.

Misalnya, anak perempuan sering dibiasakan untuk
bermain boneka dan diberi warna pink dan ketika dewasa
perempuan dikonstruksikan sebagai pengasuh dan pelayan
rumah tangga. Sementara anak laki-laki diarahkan ke mainan
yang lebih agresif seperti mobil atau senjata-senjataan dan
warna biru dan Ketika dewasa dikonstruksikan sebagai kepala
keluarga dan pencari nafkah utama. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat secara aktif membentuk sistem patriarki
dan citra tentang apa yang “pantang” dan “pantas” bagi
masing-masing jenis kelamin, yang kemudian menjadi dasar
ketidaksetaraan dalam kehidupan dewasa.

Norma gender tradisional memposisikan perempuan
sebagai individu yang bersifat pasif, emosional, dan domestik,
sementara laki-laki diasosiasikan dengan rasionalitas,
keberanian, dan kepemimpinan. Pembakuan peran ini
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berkontribusi langsung terhadap ketimpangan, karena
menghambat perempuan mengakses ruang publik secara
bebas, serta menempatkan mereka pada posisi yang lebih
rentan terhadap dominasi laki-laki. Dalam konteks ini, gender
menjadi alat produksi dan reproduksi struktur kekuasaan
dalam masyarakat.

Norma-norma ini tidak hanya membatasi potensi
individu, tetapi juga menjadi akar dari ketidakadilan gender
dan kekerasan seksual.

2. Ketimpangan Relasi Kuasa

Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan
perempuan dapat ditemukan di berbagai sektor kehidupan:
rumah tangga, pendidikan, tempat kerja, hingga institusi
politik. Dalam keluarga, misalnya, laki-laki sering diposisikan
sebagai kepala rumah tangga dengan otoritas pengambilan
keputusan, sedangkan perempuan diposisikan sebagai
pelaksana tugas domestik yang tidak mendapatkan pengakuan
sosial maupun ekonomi yang setara.

Dalam dunia kerja, perempuan sering menghadapi
diskriminasi upah, beban ganda, serta peluang promosi yang
lebih kecil dibandingkan laki-laki. Di sektor pendidikan, suara
perempuan dalam kebijakan atau kepemimpinan institusi
seringkali lebih lemah, bahkan dalam ruang-ruang yang
tampak inklusif.

Ketimpangan ini tidak muncul begitu saja, melainkan
diperkuat oleh budaya patriarki yang menganggap dominasi
laki-laki atas perempuan sebagai hal yang wajar atau
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“alamiah”. Patriarki bekerja melalui institusi sosial, bahasa,
agama, hukum, hingga media, untuk menormalkan peran
subordinat perempuan. Dalam banyak budaya, bahkan,
kekuasaan laki-laki dianggap sebagai kehormatan, sementara
pembangkangan perempuan terhadap peran gendernya sering
dinilai sebagai bentuk ketidakwajaran.

Relasi kuasa yang timpang ini juga menciptakan ruang
abu-abu atau situasi di mana kekuasaan yang tidak seimbang
tidak selalu terlihat secara langsung, namun tetap
menghasilkan kerentanan. Misalnya, relasi antara suami-istri
yang di permukaan tampak normal karena pemahaman suami
sebagai kepala keluarga yang mengambil keputusan ini
menyimpan potensi penyalahgunaan kuasa karena
ketidakseimbangan posisi. Dalam ruang abu-abu inilah segala
bentuk kekerasan khususnya kekerasan seksual bisa
berlangsung tanpa disadari sebagai kekerasan, terutama jika
norma sosial justru membungkam korban.

3. Kekerasan Seksual sebagai Manifestasi Kekuasaan

Kekerasan seksual tidak dapat dipahami semata-mata
sebagai peristiwa yang dipicu oleh dorongan biologis atau
hasrat seksual semata. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual
merupakan alat kontrol dan dominasi, serta manifestasi dari
ketimpangan kuasa yang telah dibahas sebelumnya. Dalam
konteks ini, pelaku tidak sekadar mengejar kepuasan seksual,
melainkan ingin menunjukkan superioritas, kontrol, atau “hak
istimewa” atas tubuh dan ruang korban.

Relasi kuasa yang timpang memainkan peran besar
dalam memungkinkan kekerasan seksual terjadi dan
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dipertahankan. Dalam hubungan seperti suami-istri, atasan-
bawahan, atau senior-junior, pelaku seringkali memanfaatkan
posisi formal atau simbolik mereka untuk menciptakan tekanan
psikologis, emosional, atau bahkan ekonomi terhadap korban.
Relasi ini sering diwarnai oleh ketakutan akan retaliasi,
ancaman terhadap masa depan, atau hilangnya akses terhadap
sumber daya (seperti nilai akademik, pekerjaan, beasiswa, atau
jaringan sosial).

Dengan demikian, kekerasan seksual adalah cerminan
dari relasi kuasa yang tidak setara, di mana tubuh korban
dijadikan objek untuk menegaskan kekuasaan pelaku.
Penolakan terhadap kekerasan seksual berarti pula penolakan
terhadap struktur sosial yang memungkinkan kekuasaan
digunakan secara sepihak dan tanpa akuntabilitas.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran MacKinnon
(1987), yang menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak bisa
dilepaskan dari struktur sosial yang maskulin dan patriarkal,
di mana hukum dan institusi justru sering gagal memposisikan

perempuan sebagai subjek yang setara.

B. GENDER DAN MASKULINITAS DALAM
KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang tidak
dapat dilepaskan dari konstruksi sosial mengenai gender dan
maskulinitas. Dalam masyarakat patriarkal, maskulinitas
dibentuk sebagai norma dominan yang mendefinisikan laki-
laki ideal sebagai sosok yang kuat, agresif, dan superior.
Maskulinitas menanamkan ekspektasi sosial agar laki-laki
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selalu menunjukkan dominasi, termasuk atas perempuan. Sejak
usia dini, laki-laki disosialisasikan untuk menolak kelemahan,
menekan emosi, dan menegaskan kuasa, sementara perempuan
diarahkan pada peran subordinat. Pola ini menciptakan
ketimpangan relasi kuasa yang menjadi fondasi dari berbagai
bentuk kekerasan seksual.

Dalam bentuk ekstrem, maskulinitas berkembang
menjadi maskulinitas toksik (toxic masculinity) yakni bentuk
maskulinitas yang tidak hanya mengagungkan kontrol dan
kekerasan, tetapi juga melembagakan objektifikasi terhadap
tubuh perempuan. Dalam konstruksi ini, kekuatan laki-laki
diukur dari sejauh mana ia mampu menguasai perempuan.
Relasi yang seharusnya dilandasi kesetaraan, justru dipahami
sebagai arena dominasi. Dalam konteks ini, kekerasan seksual
kerap dimaknai sebagai sarana mempertahankan status
maskulin atau membuktikan kejantanan, bukan semata-mata

sebagai ekspresi hasrat seksual.

Lebih jauh kekerasan seksual juga dapat terjadi antar
sesama laki-laki, khususnya dalam lingkungan yang
menjunjung tinggi hierarki maskulinitas, seperti militer,
organisasi kampus, maupun kelompok sosial berbasis laki-laki.
Praktik perpeloncoan dan pelecehan seksual dalam konteks ini
kerap digunakan sebagai alat pembuktian kuasa dan
superioritas. Fenomena ini menegaskan bahwa kekerasan
seksual bukanlah penyimpangan perilaku individu, melainkan
bagian dari sistem nilai yang memproduksi dan
melanggengkan dominasi tubuh serta seksualitas.
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Sistem patriarki juga menciptakan tekanan bagi laki-laki
dengan ekspresi gender feminin, yang sering kali menjadi
sasaran stigma, ejekan, dan diskriminasi. Label negatif yang
dilekatkan pada laki-laki non-maskulin tidak hanya
memperkuat stereotip gender, tetapi juga membatasi ruang
ekspresi mereka. Dalam ruang digital, kekerasan berbasis
gender semakin diperparah melalui objektifikasi dan komentar
seksis terhadap laki-laki feminim, terutama di media sosial
(Ayuningrum, 2021; Santoso, 2021). Contoh konkretnya adalah
ketika seorang seniman laki-laki sedang menari tarian
tradisional dengan gerakan gemulai seringkali diidentikkan
dengan femininitas, laki-laki homoseksual, bahkan
dipertanyakan jenis kelaminnya. Toxic masculinity menghambat
para laki-laki untuk  memiliki kebebasan  dalam
mengekspresikan karya seni dan merasa asing dengan potensi
diri yang dimiliki.

Fenomena toxic masculinity juga menciptakan ilusi bahwa
laki-laki tidak dapat menjadi korban kekerasan, termasuk
kekerasan seksual. Hal ini mendorong banyak laki-laki untuk
bungkam ketika mengalami kekerasan, karena takut
maskulinitas mereka dipertanyakan atau diejek (Ashila &
Barus, 2021). Tekanan untuk selalu tampil kuat dan tidak
menunjukkan emosi melahirkan alienasi dan kekerasan
simbolik, yang berdampak serius pada kesehatan mental laki-
laki, bahkan dapat berujung pada depresi, tindakan kriminal,
atau bunuh diri (Grewal, 2020; Irvine et al., 2018).

Dengan demikian, sistem patriarki dan konstruksi sosial
maskulinitas tidak hanya melanggengkan kekerasan terhadap
perempuan, tetapi juga membungkam laki-laki korban
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kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam masyarakat tidak
dapat dipahami hanya sebagai perilaku menyimpang individu,
melainkan sebagai produk dari sistem sosial yang mendistorsi
relasi kuasa dan seksualitas. Oleh karena itu, upaya
pencegahan kekerasan seksual harus mencakup pembacaan
kritis terhadap norma-norma gender dan maskulinitas, serta
mendorong transformasi ke arah relasi yang lebih setara,
inklusif, dan empatik bagi semua identitas gender.

C. DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual bukan sekadar tindakan fisik yang
melanggar integritas tubuh seseorang, tetapi juga
menghancurkan aspek-aspek mendasar dari eksistensi
manusia seperti rasa aman, harga diri, hubungan sosial, dan
keberlanjutan hidup. Trauma yang ditimbulkan bersifat
multidimensi dan saling berkaitan, sering kali berlangsung
jangka panjang bahkan permanen jika tidak ditangani secara
tepat. Berikut merupakan dampak kekerasan seksual yang
dapat terjadi kepada korban:

1. Dampak Psikologis
a. Trauma dan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)
Kekerasan seksual menciptakan trauma mendalam
yang berkepanjangan. Korban sering kali mengalami
mimpi buruk, kilas balik terhadap kejadian, serangan
panik ketika berhadapan dengan pemicu tertentu
(trigger), hypervigilance, gangguan konsentrasi, dan rasa
takut yang intens serta tidak rasional terhadap dunia
sekitar menjadikan korban merasa tidak aman

24 | Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas



dimanapun mereka berada. American Psychiatric
Association (2022) menyebutkan bahwa hampir 94%
korban perkosaan mengalami gejala PTSD dalam dua
minggu pertama setelah peristiwa, dan sepertiganya
tetap mengalami gejala tersebut selama lebih dari
sembilan bulan.

Di Indonesia, lembaga pencegahan bunuh diri dan
kesehatan jiwa seperti Into the Light Indonesia
menggarisbawahi bahwa banyak korban kekerasan
seksual mengalami trauma yang tidak tertangani secara
profesional, terutama karena minimnya akses terhadap
layanan psikologis yang aman dan berpihak.

Depresi, Kecemasan, dan Ide Bunuh Diri

Kekerasan seksual menghancurkan kepercayaan
korban terhadap dirinya dan dunia luar. Rini (2020)
mencatat bahwa perempuan yang mengalami
kekerasan seksual memiliki kemungkinan dua kali lipat
mengalami depresi klinis dibanding yang tidak. Dalam
kasus berat, muncul ide atau pikiran untuk mengakhiri
hidup sebagai bentuk pelarian dari penderitaan
emosional yang berkepanjangan. Data Komnas
Perempuan (2022) menunjukkan bahwa korban
kekerasan seksual mengalami kecenderungan bunuh
diri secara signifikan, terutama pada korban
perempuan usia remaja.

Disosiasi dan Gangguan Identitas Diri

Korban merasa kehilangan kendali atas tubuhnya, yang
menciptakan jarak antara diri fisik dan identitas
personal mereka. Mereka sering menggambarkan diri
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sebagai “rusak” atau “tidak layak”, yang berdampak
pada relasi interpersonal dan kepercayaan diri jangka

panjang.

2. Dampak Fisik

a.

b.

Cedera Organ dan Luka Fisik

Tindakan kekerasan seperti pemaksaan seksual,
penetrasi tanpa konsensual, atau serangan fisik dapat
menyebabkan luka memar, robekan, pendarahan,
cedera serius terutama di area genital, bahkan patah
tulang. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak,
cedera ini bahkan bisa berakibat fatal. Komnas
Perempuan (2021) mencatat bahwa 1 dari 3 kasus
kekerasan seksual yang dilaporkan disertai dengan
kekerasan fisik berat.

Selain itu, korban berisiko tinggi tertular infeksi
menular seksual (IMS), HIV/AIDS, atau mengalami
kehamilan yang tidak diinginkan. Data Komnas
Perempuan (2022) mencatat bahwa dalam banyak kasus
perkosaan, korban mengalami kehamilan paksa dan
terpaksa menjalani aborsi tanpa layanan medis yang
aman.

Gangguan Kesehatan Jangka Panjang

Kekerasan seksual juga berdampak pada gangguan
tidur, sakit kepala kronis, nyeri otot hingga gangguan
makan seperti anoreksia atau bulimia. Ini adalah bagian
dari gejala psikosomatis atau reaksi tubuh terhadap
trauma psikologis yang tidak tertangani.
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3. Dampak Sosial

a.

Stigma dan Victim-Blaming

Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia sering
kali menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka
alami. Stigma ini muncul dalam bentuk pertanyaan
menyudutkan seperti: "Kenapa kamu keluar malam?",
"Kenapa kamu tidak menolak?", atau "Kamu pakai baju
apa waktu itu?" Akibatnya, korban enggan melapor
karena takut tidak dipercaya atau bahkan
dipermalukan. Menurut survei IJRS pada 2021, 56,7%
korban kekerasan seksual mengalami pengucilan sosial
atau dianggap sebagai aib keluarga (Ashila & Barus,
2021). Hal ini memperkuat siklus kekerasan dan
membuat korban semakin tidak berdaya dan
memperdalam luka batin korban.

Isolasi Sosial dan Kehilangan Dukungan

Korban cenderung menarik diri dari pergaulan karena
merasa malu atau takut menjadi objek gosip. Akibatnya,
banyak yang menarik diri dari kehidupan sosial,
menciptakan lingkaran depresi keterasingan, dan
kehilangan jejaring sosial dan dukungan emosional
yang seharusnya bisa membantu proses pemulihan.
Putus Sekolah atau Kehilangan Pekerjaan

Kekerasan seksual berdampak pada menurunnya
performa akademik atau profesional korban. Banyak
kasus menunjukkan bahwa korban akhirnya
dikeluarkan dari sekolah, mengundurkan diri dari
pekerjaan, atau kehilangan kepercayaan diri untuk
berinteraksi dengan lingkungan karena tekanan yang
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dialami. Institusi pendidikan atau lingkungan kerja
sering kali tidak siap melindungi korban atau
memberikan ruang pemulihan yang aman.

4. Dampak Ekonomi

a.

Beban Biaya Pemulihan

Korban kekerasan seksual yang tidak dapat mengakses
layanan pemulihan secara gratis harus menanggung
biaya pemulihan fisik dan psikis, yang mencakup
pemeriksaan medis, terapi psikologis, bahkan biaya
hukum. Hal ini menjadi beban ganda, terutama jika
korban berasal dari kelompok ekonomi rentan.
Kehilangan Pendapatan atau Produktivitas

Trauma yang tidak tertangani membuat korban sulit
kembali bekerja atau belajar. Dalam jangka panjang, ini
berdampak pada pendapatan, produktivitas, dan
kesejahteraan ekonomi korban dan keluarganya. Dalam
laporan UN Women (2020), kekerasan berbasis gender
secara global mengurangi kontribusi ekonomi
perempuan dan meningkatkan ketimpangan struktural.
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PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL

encegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan
P yang komprehensif dan lintas sektor yang tidak hanya

berfokus pada pelaku, tetapi juga pada perubahan
sistemik yang melibatkan individu, keluarga, komunitas, dan
institusi. Buku ini disusun untuk memberikan kerangka kerja
terpadu dalam mencegah kekerasan seksual melalui lima
strategi utama: mempromosikan norma sosial yang melindungi
dari kekerasan seksual; melatih keterampilan untuk mencegah
kekerasan seksual; memperkuat kapasitas perempuan sebagai
agen perubahan; menciptakan lingkungan yang proaktif; serta
memastikan dukungan berkelanjutan bagi korban atau
penyintas. Setiap bagian dalam Buku ini saling terhubung dan
menggarisbawahi pentingnya membangun ekosistem sosial
yang aman, adil, dan berpihak pada penyintas, sekaligus
mendorong transformasi budaya yang menolak segala bentuk
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kekerasan berbasis gender. Dengan berfokus pada pencegahan
primer, sekunder, dan tersier, tidak hanya menjadi alat
advokasi, tetapi juga rujukan praktis bagi pengambil kebijakan,
pendidik, komunitas, dan para pendamping korban di akar
rumput.

A. MEMPROMOSIKAN NORMA SOSIAL YANG
MELINDUNGI DARI KEKERASAN SEKSUAL

Norma sosial dalam konteks perlindungan dari
kekerasan seksual merujuk pada seperangkat harapan kolektif
dalam suatu komunitas yang mendorong perilaku prososial,
menolak kekerasan, dan mempromosikan keselamatan serta
keadilan gender. Norma ini berfungsi sebagai pagar moral
yang membatasi tindakan kekerasan seksual, baik dalam
bentuk eksplisit maupun implisit, dan sering kali terbentuk
melalui proses interaksi sosial yang panjang dalam suatu
komunitas budaya atau geografis tertentu (UNICEF, 2019).
Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, norma sosial ini
mengacu pada nilai-nilai bersama yang mengutamakan
keselamatan, penghormatan terhadap tubuh dan otonomi
individu, serta menolak praktik yang merendahkan martabat
perempuan dan anak. Norma ini memposisikan kekerasan
seksual bukan sebagai masalah privat, tetapi sebagai masalah
sosial yang menuntut tanggung jawab kolektif.

Menurut Kerangka Pencegahan Kekerasan Seksual yang
dikembangkan oleh (WHO, 2017), norma-norma sosial ini tidak
hanya mencakup larangan eksplisit terhadap tindakan
kekerasan, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial yang
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mendorong pelaporan, perlindungan korban, dan pengucilan
sosial terhadap pelaku. Misalnya, dalam komunitas yang
memiliki norma kuat terhadap non-kekerasan dan kesetaraan
gender, perilaku yang merendahkan perempuan akan secara
otomatis ditanggapi dengan penolakan sosial, bukan justru
dibiarkan atau dijustifikasi. Norma ini dibentuk melalui
interaksi antara pendidikan formal, pengaruh tokoh
masyarakat, agama, media, serta pengalaman lintas generasi
(Ossandon, 2002).

Beberapa studi menekankan bahwa norma sosial ini
dapat diidentifikasi melalui indikator seperti adanya solidaritas
sosial terhadap penyintas kekerasan seksual, dukungan
terhadap kebijakan perlindungan anak dan perempuan, serta
keterlibatan aktif komunitas dalam mendorong perilaku etis
(NSVRC, 2019). Dalam pengertian ini, norma sosial pelindung
dari kekerasan seksual tidak bersifat individualistik, melainkan
bekerja secara kolektif untuk membentuk “iklim komunitas”
yang menolak kekerasan dalam bentuk apa pun. Misalnya, di
beberapa komunitas adat yang berhasil menurunkan angka
kekerasan seksual, ditemukan adanya sistem nilai kolektif yang
menempatkan penghormatan terhadap perempuan sebagai
bagian dari kehormatan sosial seluruh komunitas.

Namun demikian, norma sosial bukanlah entitas yang
statis. Ia dinamis dan dapat berubah seiring waktu melalui
intervensi, pendidikan kritis, dan kampanye publik. Norma-
norma yang sebelumnya permisif terhadap kekerasan, seperti
keyakinan bahwa laki-laki memiliki hak mendisiplinkan istri,
atau bahwa anak-anak harus selalu tunduk pada otoritas
dewasa, dapat digantikan oleh norma baru yang lebih
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melindungi martabat manusia (WHO, 2017 & 2022). Dalam hal
ini, penting untuk membedakan antara norma deskriptif (apa
yang biasanya dilakukan orang) dan norma injunktif (apa yang
seharusnya dilakukan orang). Strategi pencegahan yang efektif
adalah yang mampu menggeser norma deskriptif yang
berbahaya menjadi norma injungtif yang melindungi (Lippy &
DeGue, 2016).

Definisi norma sosial juga harus mempertimbangkan
dimensi budaya dan kontekstual. Norma yang dianggap
pelindung di satu wilayah belum tentu efektif atau relevan di
wilayah lain. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas
sangat penting agar norma pelindung tidak hanya hadir
sebagai wacana, tetapi menjadi bagian hidup keseharian warga.
Guidelines dari Sexual Violence Prevention Resource oleh
(Basile et al., 2016) menekankan pentingnya membangun
norma pelindung melalui proses partisipatif, di mana
masyarakat sendiri yang mengidentifikasi bentuk-bentuk
kekerasan yang ingin mereka hentikan, serta merumuskan
norma yang sesuai dengan nilai-nilai lokal namun tetap
menjunjung prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan.

Dalam konteks anak-anak dan remaja, norma sosial anti
kekerasan ini harus dirancang agar mampu menyeimbangkan
antara perlindungan dan pemberdayaan. Terlalu menekankan
aspek proteksi tanpa mengembangkan daya kritis anak justru
bisa berisiko memperkuat ketergantungan dan membatasi
partisipasi mereka. Oleh karena itu, pendekatan pelatihan
keterampilan hidup (life skills) yang ditanamkan sejak dini
dalam institusi pendidikan menjadi bagian integral dari
pembentukan norma sosial pelindung (NSVRC, 2008; WHO,
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2023). Misalnya, mengajarkan anak untuk mengenali batas
tubuhnya, memahami relasi yang sehat, dan mampu berkata
"tidak" terhadap tindakan yang tidak diinginkan adalah
langkah awal membangun norma yang sehat di tingkat
individu dan keluarga.

Selain itu, norma sosial anti kekerasan ini juga
berkembang melalui struktur sosial yang kuat, seperti
keberadaan forum warga, pengawasan komunitas, dan akses
terhadap mekanisme pelaporan. UNICEF (2019) menyebutkan
bahwa norma sosial ini sangat berkorelasi dengan apa yang
disebut “collective efficacy” atau keyakinan bersama dalam
komunitas bahwa mereka memiliki kapasitas untuk bertindak
melindungi anggota yang rentan. Di komunitas dengan
collective efficacy tinggi, pelaku kekerasan seksual tidak
mendapat ruang, karena masyarakat akan bertindak cepat
secara preventif maupun represif melalui mekanisme sosial

maupun hukum.

Kritik terhadap definisi norma sosial yang melindungi
dari kekerasan seksual ini biasanya berkisar pada risiko
generalisasi dan pendekatan fop-down yang mengabaikan
kompleksitas sosial budaya lokal. Oleh karena itu, (WHO, 2017
& 2022) menekankan bahwa norma sosial ini tidak boleh
disimplifikasi menjadi slogan moral, tetapi harus
dikembangkan melalui dialog antar-generasi, partisipasi lintas
gender, dan penguatan institusi sosial lokal. Norma yang
benar-benar pelindung bukan hanya yang melarang kekerasan,
tetapi yang mendorong relasi kuasa yang setara, respon yang
empati, dan pembagian tanggung jawab yang adil dalam
menjaga keselamatan komunitas.
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Norma sosial yang melindungi dari kekerasan seksual
adalah pondasi kultural dan psikososial yang mencegah
terjadinya kekerasan dengan cara membentuk perilaku kolektif
yang menjunjung penghormatan, kesetaraan, dan tanggung
jawab bersama. Ia bukan sekadar “aturan tidak tertulis”,
melainkan perangkat nilai yang harus terus diperkuat melalui
pendidikan, komunikasi komunitas, dan kebijakan berbasis
keadilan sosial. Dalam kerangka pencegahan berbasis
komunitas, norma sosial pelindung adalah intervensi paling
fundamental yang memungkinkan semua lapisan masyarakat,
dari keluarga, sekolah, tokoh agama, hingga pembuat
kebijakan memiliki peran aktif dalam mencegah kekerasan

seksual sejak dini.

Upaya pencegahan yang bersifat transformatif untuk
mempromosikan norma sosial penciptaan ruang aman ini ialah
mengubah norma permisif terhadap kekerasan seksual. Norma
permisif merujuk pada keyakinan atau praktik sosial yang
secara eksplisit atau implisit membiarkan, membenarkan, atau
menoleransi kekerasan seksual. Norma ini dapat muncul dalam
berbagai bentuk: dari anggapan bahwa kekerasan adalah
urusan pribadi, hingga pandangan bahwa korban layak
disalahkan karena pakaian, perilaku, atau identitasnya. Strategi
mengubah norma ini menuntut intervensi sistematis yang
berakar pada pemahaman lokal, namun berbasis pada prinsip
universal tentang kesetaraan dan hak asasi (Basile et al., 2016;
WHO, 2013).

Pendekatan pertama adalah intervensi berbasis
komunitas partisipatif. Dalam model seperti Communities Care
yang dikembangkan oleh Glass et al. (2018), perubahan norma
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tidak diberlakukan secara top-down, tetapi dibentuk melalui
dialog kolektif, lokakarya antar warga, dan refleksi sosial kritis.
Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi norma yang
memperbolehkan  kekerasan, kemudian  memfasilitasi
perumusan norma baru yang menolak kekerasan, serta
memobilisasi aktor-aktor lokal untuk menjadi agen perubahan.
Hasil dari pendekatan ini adalah munculnya konsensus
komunitas bahwa kekerasan seksual bukanlah urusan pribadi,
melainkan masalah sosial yang harus dihentikan secara
bersama-sama.

Kedua, strategi berbasis komunikasi perubahan perilaku
Behavior Change Communication (BCC) menjadi penting dalam
menggeser norma-norma permisif secara bertahap. BCC
menargetkan sikap dan perilaku masyarakat dengan
menggunakan narasi yang resonan secara budaya, media
berbasis nilai, serta cerita inspiratif yang menentang status quo
(WHO, 2017; UNICEF, 2019).

Ketiga, pendekatan transformasi gender menjadi elemen
inti dalam strategi ini. Sebagaimana dijelaskan oleh berbagai
report dari organisasi internasional norma-norma permisif
terhadap kekerasan seksual seringkali berakar pada konstruksi
sosial tentang maskulinitas hegemonik dan subordinasi
perempuan (America, 2001; Darkness to Light, n.d.; Stop Rape
Now Organization, 2022; UNGEI, 2024; University of Toronto-
Anthropology, 2023). Oleh karena itu, mengubah norma berarti
juga merombak asumsi-asumsi gender yang timpang.
Pendekatan ini dilakukan melalui pelatihan gender-sensitif di
sekolah, pelibatan laki-laki dan anak laki-laki dalam diskusi
tentang kekuasaan dan empati, serta refleksi kritis dalam forum
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agama atau budaya mengenai relasi kuasa dan penghormatan
terhadap tubuh.

Keempat, perubahan norma permisif juga memerlukan
dukungan kebijakan dan hukum yang tegas serta responsif.
Strategi ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai perubahan
budaya, tetapi harus diperkuat oleh sistem hukum yang
berpihak kepada korban, serta mekanisme perlindungan yang
mudah diakses. Ketika norma sosial bertentangan dengan
norma hukum, maka yang terjadi adalah disonansi dan
resistensi. Oleh karena itu, penting untuk mensinergikan
kebijakan perlindungan dengan program advokasi komunitas,
pelatihan aparat, dan pemantauan berbasis masyarakat (Basile
et al., 2016; UNICEF, 2019).

Kelima, strategi penguatan tokoh panutan dan pemimpin
opini juga sangat efektif dalam mempercepat transformasi
norma. Dalam banyak komunitas, pendapat pemuka agama,
tokoh adat, kepala sekolah, atau bahkan figur populer media
sosial dapat membentuk norma baru. Ketika figur publik secara
terbuka menolak kekerasan dan mendukung penyintas,
mereka mengirimkan sinyal moral kepada komunitas bahwa
kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan. Ossanddn (2002)
menyarankan pelibatan aktif tokoh-tokoh ini dalam pelatihan,
forum, dan kampanye kolektif.

Keenam, strategi dialog antar-generasi juga terbukti
ampuh. Norma permisif sering kali diturunkan lintas generasi
melalui narasi keluarga atau adat yang tidak dikritisi.
Membuka ruang dialog antara anak muda dan orang tua, atau
antara guru dan siswa, memungkinkan pembongkaran mitos
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kekerasan yang sebelumnya dianggap normal. Dalam
pelaksanaan pelatihan komunitas, metode ini diterapkan
melalui pendekatan “story circle”, di mana peserta dari berbagai
usia berdiskusi tentang pengalaman, nilai, dan harapan
terhadap masa depan bebas kekerasan (NSVRC, 2008 & 2019).

Akhirnya, perubahan norma permisif terhadap
kekerasan hanya akan berhasil jika dilandasi oleh evaluasi
berkelanjutan dan mekanisme akuntabilitas sosial. Ini berarti
komunitas tidak hanya didorong untuk mengubah cara
berpikir dan berperilaku, tetapi juga untuk memantau dirinya
sendiri dan menegakkan tanggung jawab kolektif. Singkatnya,
mengubah norma permisif terhadap kekerasan seksual adalah
upaya interdisipliner dan lintas tingkat, dari individu hingga
kelembagaan. Ia memerlukan keterlibatan emosional dan
struktural, keberanian untuk menggugat norma lama, dan
dukungan untuk membangun tatanan sosial baru yang aman,
adil, dan empatik.

Pengejawantahan dari perubahan norma permisif ini juga
dapat dimulai dari edukasi masyarakat berbasis kesetaraan
gender. Langkah ini merupakan pendekatan strategis dalam
mengubah pola pikir kolektif yang selama ini menopang
norma-norma patriarkal dan permisif terhadap kekerasan
seksual. Pendekatan ini tidak sekadar memberikan informasi
tentang kekerasan berbasis gender, melainkan mendorong
perubahan nilai dan perilaku melalui pembelajaran kritis,
refleksi sosial, serta dialog partisipatif di tingkat komunitas.
Edukasi ini dirancang untuk membongkar stereotip gender
yang membatasi peran perempuan dan laki-laki, serta
mendorong pemahaman bahwa hak, martabat, dan
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keselamatan adalah nilai universal yang harus dijunjung oleh
semua anggota masyarakat, tanpa terkecuali (Kato-Wallace et
al., 2019).

Program edukasi berbasis gender equity yang efektif
biasanya melibatkan pelibatan aktif laki-laki dan anak laki-laki
dalam pembelajaran kritis mengenai konstruksi maskulinitas,
kekuasaan, dan empati terhadap korban. Program seperti
Program H dan Manhood 2.0 menekankan pentingnya
membentuk maskulinitas yang sehat dan tidak berorientasi
pada dominasi (Kato-Wallace et al., 2019). Hal ini penting
mengingat salah satu akar kekerasan seksual adalah
normalisasi perilaku agresif pada laki-laki sebagai wujud dari
‘kejantanan’. Oleh karena itu, mendekonstruksi narasi ini
menjadi bagian utama dari edukasi komunitas yang

transformatif.

Lebih jauh, program edukasi ini efektif ketika dijalankan
secara berkelanjutan, berbasis komunitas, dan dikombinasikan
dengan advokasi kebijakan serta pelatihan institusional.
Misalnya, pendekatan kolaboratif antara organisasi layanan
korban dengan institusi pendidikan atau organisasi pemuda
memungkinkan terjadinya transfer nilai yang konsisten melalui
kurikulum non-formal, pelatihan peer educator, hingga xf publik
yang dirancang bersama oleh komunitas itu sendiri (Kerr &
Dawson, 2022). Dengan cara ini, nilai kesetaraan tidak hanya
ditanamkan, tetapi juga dipraktekkan secara kolektif dan
kontekstual.

Salah satu praktik baik dalam pendidikan berbasis
kesetaraan gender adalah integrasi isu-isu kekerasan berbasis
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gender ke dalam pendidikan seksual komprehensif.
Pendidikan ini meliputi aspek emosi, sosial, dan budaya dari
seksualitas, serta membekali peserta dengan keterampilan
berpikir kritis terhadap norma gender yang tidak setara.
Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya berfungsi
sebagai pencegahan primer terhadap kekerasan seksual, tetapi
juga memperkuat norma sosial pelindung melalui pengakuan
atas hak tubuh, persetujuan, dan relasi yang setara
(Buenestado-Fernandez et al., 2024).

Aspek penting lain dari edukasi berbasis kesetaraan
gender adalah kapasitas untuk merespons secara adaptif
terhadap dinamika lokal. Program yang berhasil umumnya
sensitif terhadap konteks budaya, nilai agama, dan struktur
sosial setempat, namun tetap menjunjung prinsip universal hak
asasi manusia. Oleh karena itu, proses edukasi tidak dapat
bersifat instruktif semata, melainkan dialogis dan reflektif, di
mana masyarakat secara = kolektif ~membongkar dan
membangun ulang nilai-nilai sosialnya (NSVRC, 2008). Dalam
jangka panjang, edukasi ini dapat mendorong terbentuknya
generasi muda yang lebih adil gender, empatik, dan vokal
dalam menolak kekerasan. Untuk mencapainya, dibutuhkan
sinergi antara komunitas, lembaga pendidikan, organisasi
masyarakat  sipil, ~dan  pemerintah  lokal  untuk
menginstitusionalkan pendidikan kesetaraan gender dalam
berbagai lini kehidupan sosial.

Berikutnya, mendorong perubahan norma permisif
melalui kampanye sosial. Kampanye sosial telah menjadi
instrumen penting dalam membangun kesadaran publik dan
mendorong perubahan norma sosial terkait kekerasan seksual
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(Horsfall et al., 2010). Pendekatan yang efektif dalam kampanye
pencegahan tidak hanya menyasar peningkatan pengetahuan,
tetapi juga secara strategis menantang norma-norma yang
permisif terhadap kekerasan dan mempromosikan nilai-nilai
kesetaraan, saling menghargai, serta penghormatan terhadap
hak individu.

Salah satu contoh best practice dari ini adalah kampanye
“I Ask” dalam rangka Sexual Assault Awareness Month (SAAM)
di Amerika Serikat. Kampanye ini menekankan pentingnya
membudayakan praktik consent atau persetujuan dalam setiap
interaksi. Strategi utamanya adalah menggeser wacana seputar
kekerasan seksual dari isu kriminalitas semata menjadi
tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menciptakan
budaya saling menghormati. Toolkit kampanye menyediakan
tata cara lengkap, mulai dari pesan utama, desain visual,
hingga penggunaan tagar (#IAsk, #SAAM) untuk memperkuat
diseminasi pesan di media sosial (NSVRC, 2019).

Beberapa elemen penting dari keberhasilan kampanye ini

adalah:

1. Penekanan pada tindakan positif dan konkret (e.g.,
bagaimana meminta izin untuk menyentuh seseorang).

2. Konsistensi visual dan narasi pada seluruh kanal
komunikasi.

3. Aktivasi masyarakat melalui Day of Action, lomba konten,
dan edukasi daring yang interaktif.

4. Keterlibatan lintas kelompok usia dan latar belakang.

Ada pula Paicabi Foundation di Chile mengembangkan
kampanye berbasis komunitas yang bertujuan untuk
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memperkuat keterlibatan keluarga dan komunitas dalam
mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatannya
berfokus pada penyampaian narasi lokal yang mengangkat
nilai perlindungan anak sebagai tanggung jawab kolektif.
Media yang digunakan antara lain lokakarya, pameran sekolah,
dan penyebaran materi visual yang menampilkan tokoh lokal
yang dipercaya masyarakat. Hasilnya menunjukkan
peningkatan pelaporan kasus dan keterlibatan komunitas
dalam mencegah kekerasan sejak dini (Ossandén, 2002).

Di Indonesia, efektivitas kampanye edukatif berbasis
media sosial dalam isu kekerasan seksual dapat dilihat dari
kampanye oleh influencer. Pentingnya peran influencer lokal
atau tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan secara
emosional dengan komunitas target (Cohen et al., 2010).
Kampanye yang mengedepankan kesaksian korban dan
pendekatan empatik terbukti lebih efektif dibandingkan
penyuluhan satu arah. Strategi ini mengkombinasikan konten
edukatif (infografik, video pendek) dengan narasi kultural
yang relevan dengan konteks lokal masyarakat.

UNICEF merekomendasikan pendekatan multikanal
yang terkoordinasi dalam menjalankan kampanye sosial. Ini
termasuk keterpaduan antara media massa, sekolah, lembaga
keagamaan, dan platform digital, untuk menjangkau sebanyak
mungkin kelompok masyarakat. Kampanye yang berhasil
biasanya melibatkan: (1) partisipasi aktif anak dan remaja, (2)
penyusunan pesan bersama komunitas, dan (3) penguatan
kapasitas lokal untuk melanjutkan inisiatif setelah kampanye
selesai (UNICEF, 2019).
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Kampanye sosial pencegahan kekerasan seksual yang
efektif memiliki beberapa prinsip. Prinsip utama dalam
penyusunan strategi pencegahan kekerasan seksual haruslah
berbasis bukti, yaitu dengan menggunakan data dan praktik
yang telah terbukti efektivitasnya di berbagai konteks. Selain
itu, pendekatan ini perlu berorientasi pada perubahan norma,
bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi secara aktif
menantang keyakinan dan praktik lama yang permisif
terhadap kekerasan. Dalam implementasinya, pendekatan
partisipatif sangat penting, di mana target audiens tidak hanya
menjadi objek, tetapijuga terlibat langsung dalam perancangan
dan pelaksanaan kampanye. Keberhasilan kampanye juga
sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk Dbersifat
kontekstual dan inklusif, yaitu dengan menyesuaikan pesan
terhadap norma lokal, bahasa, serta menghormati keragaman
budaya dan gender yang ada. Terakhir, strategi yang
digunakan harus berorientasi jangka panjang, menjadikan
kampanye sebagai bagian dari komunikasi yang berkelanjutan,
bukan intervensi yang bersifat sementara atau reaktif.

42 | Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas



B. MELATIH KETERAMPILAN UNTUK
MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL

Pendidikan Seksualitas Komprehensif (Comprehensive
Sexuality Education/CSE) merupakan pendekatan pendidikan
yang sangat penting dalam upaya pencegahan kekerasan
seksual, terutama pada kelompok usia remaja dan dewasa
muda. Berbeda dengan model pendidikan seksualitas
tradisional yang semata fokus pada aspek biologis dan risiko
kehamilan atau infeksi menular seksual, CSE menawarkan
pendekatan holistik yang mencakup dimensi emosional, sosial,
relasional, dan etika. Melalui CSE, peserta didik dibekali
dengan keterampilan praktis untuk mengenali, mencegah, dan
merespons situasi berisiko, termasuk kemampuan memahami
batasan diri, memberi dan menerima persetujuan (consent),
serta membangun hubungan yang sehat dan setara
(Buenestado-Fernandez et al., 2024; Orchowski et al., 2023).

Salah satu elemen kunci dalam CSE adalah penguatan
keterampilan hidup (life skills) yang berorientasi pada
pencegahan kekerasan seksual. Program ini secara eksplisit
melatih kemampuan komunikasi asertif, strategi intervensi
sebagai bystander, serta pemahaman kritis atas norma sosial
dan gender yang dapat melanggengkan kekerasan (Katz &
Moore, 2013; Thiessen et al.,, 2021). Selain itu, CSE juga
menyediakan ruang aman bagi peserta didik untuk
mendiskusikan pengalaman dan nilai pribadi mereka terkait
seksualitas dalam cara yang inklusif, menghargai keragaman
gender dan orientasi seksual (Bloom et al., 2022). Dalam
konteks ini, CSE bukan hanya pendidikan, tetapi juga
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intervensi sosial yang membentuk kesadaran kritis dan empati
sejak dini.

Keberhasilan CSE sangat bergantung pada pendekatan
berbasis komunitas. Pelibatan orang tua, tokoh masyarakat,
dan lembaga lokal menjadi faktor penentu agar materi
pendidikan dapat diterima dan ditanamkan secara
berkelanjutan (V. Banyard et al., 2022). Studi-studi di berbagai
negara menunjukkan bahwa pelibatan orang dewasa signifikan
dalam program CSE meningkatkan dampak jangka panjang,
karena pesan-pesan kunci diperkuat di luar lingkungan
sekolah atau pelatihan formal (Pattathil & Roy, 2023; Shah &
Pokhrel, 2023). Oleh karena itu, CSE harus dirancang secara
kontekstual dengan memperhatikan nilai budaya, norma
agama, serta dinamika sosial lokal yang ada di masyarakat

saSaran.

Metode pelaksanaan yang interaktif dan partisipatif
menjadi ciri khas CSE yang membedakannya dari model
konvensional. Simulasi, permainan peran (role play), diskusi
kelompok kecil, serta pendekatan berbasis proyek merupakan
teknik yang terbukti meningkatkan keterlibatan peserta serta
internalisasi nilai-nilai anti kekerasan (Vrankovich et al., 2024;
Wagman et al, 2024). Di sisi lain, efektivitas CSE sangat
dipengaruhi oleh Kkapasitas fasilitator. Oleh karena itu,
pelatihan khusus bagi pendidik sangat penting, tidak hanya
terkait substansi, tetapi juga keterampilan menyampaikan
topik sensitif secara empatik dan inklusif. Program seperti
PREVENT vyang dikembangkan oleh (Runyan et al,
2005)menunjukkan bagaimana pelatihan profesional dapat
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meningkatkan kualitas penyampaian pendidikan pencegahan
kekerasan secara sistematis.

Integrasi CSE ke dalam layanan komunitas juga menjadi
strategi penting agar pendekatan ini tidak berdiri sendiri.
Kolaborasi antara sekolah, layanan kesehatan, dan organisasi
komunitas memastikan peserta didik memiliki akses terhadap
informasi, dukungan, dan rujukan yang diperlukan dalam
situasi darurat (Choi et al., 2020). Selain itu, CSE yang adaptif
dan berbasis evaluasi partisipatif melalui umpan balik peserta
menjadi jaminan bahwa materi dan metode yang digunakan
tetap relevan dan efektif dari waktu ke waktu.

Program komunitas seperti Manhood 2.0 di Amerika
Serikat membuktikan bahwa pelatihan keterampilan
pencegahan berbasis norma maskulinitas positif dan strategi
intervensi bystander dapat mengubah perilaku remaja laki-laki
terhadap kekerasan seksual dan gender (Tang et al., 2024).
Demikian pula, pendekatan mobilisasi komunitas seperti
Project Envision menunjukkan pentingnya membangun koalisi
lintas sektor yang secara kolektif mendorong perubahan norma
dan kebijakan kelembagaan (Glenn et al., 2018). CSE bukan
hanya sebagai sarana peningkatan pengetahuan, tetapi sebagai
strategi sistemik yang menyentuh akar budaya dan struktural
dari kekerasan seksual. Ketika dijalankan dengan pendekatan
yang partisipatif, inklusif, dan lintas sektor, CSE dapat menjadi
pilar utama dalam membangun komunitas yang aman dan
setara bagi semua

Langkah konkret secara luas dari CSE ini juga termasuk
pendidikan keterampilan hidup (life skills education) berbasis

Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas | 45



komunita. Dimana ini menjadi pendekatan strategis dalam
mencegah kekerasan seksual secara preventif. Pendekatan ini
berfokus pada penguatan kapasitas individu dalam
menghadapi situasi berisiko melalui pelatihan keterampilan
praktis seperti kemampuan menolak secara tegas, keberanian
untuk berbicara, serta kecakapan mengenali tanda-tanda
kekerasan yang mungkin terjadi. Upaya ini sangat penting,
terutama bagi kelompok rentan seperti anak, remaja
perempuan, atau kelompok minoritas, yang sering kali
menghadapi tekanan sosial, norma patriarkal, dan hambatan
dalam menyuarakan pengalaman mereka.

Salah satu keterampilan utama yang diajarkan adalah
kemampuan menolak secara asertif. Studi oleh (Pires et al.,
2023) yang mengembangkan alat pembelajaran Self Life pada
mahasiswa kedokteran menunjukkan bahwa pendekatan
terstruktur dalam melatih keterampilan hidup dapat
meningkatkan pemahaman peserta tentang kekerasan seksual
dan kemampuan untuk bertindak dalam situasi yang tidak
aman. Sementara itu, intervensi di Nairobi yang dikembangkan
oleh (Sarnquist et al., 2014) menunjukkan bahwa pelatihan
keterampilan menolak yang dikombinasikan dengan teknik
pertahanan diri (self-defense) secara signifikan menurunkan
angka kekerasan seksual pada remaja perempuan. Hasil ini
menegaskan bahwa kemampuan menolak bukan sekadar
aspek verbal, melainkan keterampilan terintegrasi yang dapat
diasah secara sistematis melalui pelatihan.

Selain menolak, keterampilan berani bicara menjadi
pondasi penting dalam mencegah kekerasan seksual berulang.
Intervensi empowerment yang sama di Nairobi tidak hanya
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berhasil menurunkan angka kekerasan, tetapi juga
meningkatkan angka pengungkapan kasus (disclosure) dari 56%
menjadi 75%. Hal ini menandakan bahwa ketika individu
merasa aman dan diberdayakan, mereka lebih mungkin untuk
mengungkap pengalaman kekerasan dan mencari dukungan.
Dalam konteks komunitas, program seperti Manhood 2.0 di
Amerika Serikat menunjukkan bagaimana pelibatan pemuda
laki-laki dalam pelatihan keterampilan sebagai bystander positif
termasuk keberanian mengintervensi dan berbicara terhadap
norma maskulinitas beracun dapat membentuk lingkungan
sosial yang tidak mentoleransi kekerasan (Tang et al., 2024).

Lebih jauh lagi, pendidikan keterampilan hidup juga
melibatkan kemampuan mengenali situasi berisiko secara dini.
Banyak remaja dan anak muda tidak menyadari bahwa mereka
berada dalam dinamika kekerasan karena minimnya
pendidikan yang membekali mereka dengan pengetahuan
praktis tentang relasi kuasa, batasan pribadi, dan persetujuan
yang valid (Committee, 2012). Studi dari Australia dan Afrika
Selatan = menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan
seksualitas yang konvensional sering kali gagal memasukkan
topik seperti dinamika kekerasan, tekanan sosial, dan etika
hubungan, sehingga peserta didik tidak siap mengenali atau
menghindari risiko (Venketsamy & Kinear, 2020; Vrankovich et
al., 2024). Dalam hal ini, pendidikan keterampilan hidup dapat
menjadi pelengkap krusial terhadap pendidikan formal melalui
pendekatan yang responsif secara kontekstual dan berbasis
kebutuhan lokal.

Di tingkat komunitas, pelatihan keterampilan hidup
dapat dikembangkan melalui program bystander yang
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mendorong tindakan kolektif untuk menghentikan kekerasan.
Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai konteks
kampus dan komunitas untuk membangun kepemimpinan
berbasis keberanian moral dan solidaritas terhadap korban
(Banyard et al.,, 2009). Pendekatan multifaset seperti dalam
program DREAMS di Kenya yang menggabungkan pendidikan
kesehatan, keterampilan hidup, perlindungan sosial, dan
perubahan perilaku membuktikan bahwa pelatihan ini efektif
dalam menurunkan prevalensi kekerasan seksual di kalangan
perempuan muda (Mathur et al., 2022).

Namun demikian, efektivitas program keterampilan
hidup bergantung pada keberlanjutan, biaya, dan kualitas
pelaksanaannya. Misalnya, implementasi Manhood 2.0
membutuhkan investasi sumber daya dan kolaborasi lintas
sektor untuk memastikan skalabilitas dan dampak jangka
panjang (Tang et al.,, 2024). Evaluasi berkala menjadi aspek
penting, mengingat banyak program pencegahan kekerasan
seksual yang hasilnya bervariasi tergantung pada kualitas
fasilitator, metode, serta dukungan komunitas (Stark et al.,
2018).

Secara keseluruhan, pendekatan pendidikan
keterampilan hidup yang mencakup kemampuan menolak,
berbicara, dan mengenali risiko, jika dijalankan secara
partisipatif dan responsif terhadap budaya lokal, dapat menjadi
landasan kokoh dalam strategi pencegahan kekerasan seksual.
Kekuatan pendekatan ini terletak pada pergeseran paradigma
dari perlindungan pasif ke pemberdayaan aktif, dari diam
menjadi berbicara, dan dari ketidaktahuan menjadi
kewaspadaan kolektif.
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Pada lingkup yang lebih targeted, pelatihan pencegahan
kekerasan seksual berbasis sekolah dan komunitas merupakan
pendekatan strategis yang menekankan pada edukasi
partisipatif, keterlibatan multipihak, serta integrasi modul
pembelajaran yang kontekstual. Salah satu metode utama
dalam pendekatan ini adalah penggunaan role play dan simulasi
sosial sebagai sarana pembentukan empati, peningkatan
keterampilan respon, serta internalisasi nilai-nilai kesetaraan
gender dan batasan pribadi. Program-program berbasis
sekolah secara umum menargetkan perubahan pada seluruh
ekosistem Pendidikan tidak hanya peserta didik, tetapi juga
tenaga pendidik, staf sekolah, dan orang tua.

Program pelatihan yang efektif secara sekolah umumnya
mencakup pendekatan yang komprehensif dan intensif. Hal ini
terlihat dalam model intervensi yang dijelaskan oleh (Astor et
al., 2010) yang menekankan perlunya keterlibatan seluruh
sistem sosial di lingkungan sekolah dari kepala sekolah, guru,
siswa, hingga orang tua. Program yang efektif tidak hanya
membangun kesadaran mengenai berbagai bentuk kekerasan
seksual, tetapi juga menciptakan pedoman perilaku yang jelas,
sistem pelaporan yang aman, serta mekanisme pemantauan
area rawan kekerasan seperti toilet, lorong sekolah, dan
halaman belakang. Modul pelatihan biasanya disesuaikan
dengan jenjang usia dan kemampuan peserta, serta dilengkapi
oleh latihan role play yang dirancang untuk melatih
pengambilan keputusan dalam situasi berisiko.

Secara komunitas, pelatihan menggunakan pendekatan
kolaboratif yang berangkat dari pemetaan masalah lokal,
identifikasi aktor kunci, dan penguatan kapasitas warga
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melalui lokakarya, forum warga, dan kampanye berbasis
komunitas. Tite (2006) menunjukkan pentingnya peran
komunitas perempuan dalam memimpin inisiatif ini, dengan
menekankan bahwa pelatihan berbasis nilai kesetaraan,
keadilan sosial, dan anti-kekerasan harus ditopang oleh
partisipasi lintas kelompok seperti tokoh agama, pemuda,
perangkat desa, hingga sistem keadilan restoratif berbasis
warga. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah
pelatihan intervensi bystander, di mana warga dilatih untuk
mengenali dan merespons situasi kekerasan sebelum eskalasi
terjadi, sekaligus mendampingi korban pasca kejadian.

Dalam praktiknya, pelatihan ini telah diimplementasikan
dalam bentuk workshop kesadaran seksual di tingkat sekolah
menengah yang terbukti efektif dalam meningkatkan
pengetahuan, sensitivitas, dan kemampuan respon terhadap
kekerasan seksual (Daigneault et al., 2015). Modul seperti Your
Voice Your View bahkan mengintegrasikan pelatihan kelas,
pelatihan guru, dan kampanye norma sosial untuk membentuk
budaya sekolah yang proaktif dalam mencegah kekerasan dan
mendorong intervensi positif dari siswa (Orchowski et al.,
2023). Di sisi lain, program bystander intervention yang
dikembangkan di kampus dan diterapkan secara komunitas,
seperti oleh Katz & Moore (2013) menunjukkan efektivitas
dalam mengubah norma maskulinitas toksik dan mendorong
empati serta solidaritas kolektif terhadap korban.

Agar pelatihan ini dapat berjalan optimal, beberapa
faktor kunci perlu diperhatikan, seperti ketersediaan materi
yang aplikatif, kepercayaan antara fasilitator dan peserta
(terutama dalam konteks sekolah dasar), serta integrasi
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program ke dalam kurikulum formal. Studi oleh (Alfes et al,,
2017) dalam implementasi program IGEL di sekolah dasar
menunjukkan bahwa keberhasilan bergantung pada kejelasan
desain pelatihan, pendekatan bermain yang sesuai usia, dan
keterlibatan aktif guru sebagai fasilitator. Selain itu, pelatihan
bagi staf sekolah dan guru terbukti mampu meningkatkan
pengetahuan, sikap, dan efikasi diri dalam menghadapi situasi
kekerasan seksual (Bergeron et al., 2017) menjadikan mereka
aktor penting dalam menciptakan budaya perlindungan di
lingkungan pendidikan.

Sebagai kesimpulan, pelatihan berbasis sekolah dan
komunitas yang menggabungkan modul edukatif dan
pendekatan role play mampu menciptakan perubahan
perilaku, membentuk ekosistem anti-kekerasan, serta
meningkatkan respons kolektif dalam pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual. Keberhasilan program ini tidak
hanya ditentukan oleh materi pelatihan, tetapi juga oleh
keterlibatan lintas aktor, dukungan kebijakan, serta proses
evaluasi dan adaptasi berkelanjutan yang berbasis data dan
partisipasi warga.

C. PENGUATAN KAPASITAS PEREMPUAN

Buku pencegahan kekerasan seksual ini juga
menitikberatkan pada penguatan kapasitas perempuan,
dimulai dari pendidikan legal perihal kekerasan seksual.
Literasi hukum yang berperspektif gender merupakan pondasi
penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi
perempuan, terutama di komunitas yang masih menghadapi
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tantangan sistemik berupa ketimpangan akses, kekerasan
berbasis gender, dan eksklusi sosial. Pemberdayaan ekonomi
tidak hanya bergantung pada pelatihan keterampilan atau
akses modal, tetapi juga pada pemahaman perempuan atas
hak-hak hukumnya, kemampuan navigasi sistem hukum, serta
keberanian untuk menuntut keadilan. Oleh karena itu,
program literasi hukum yang menyasar perempuan harus
dirancang secara komprehensif dan intersektoral.

Langkah awal yang tidak dapat diabaikan adalah
pendidikan literasi dasar. Tingkat melek huruf yang rendah
masih menjadi penghambat utama perempuan untuk terlibat
aktif dalam ruang sosial dan ekonomi. Studi di Nigeria
menegaskan bahwa pendidikan literasi berkontribusi
signifikan dalam meningkatkan kapasitas perempuan untuk
memperoleh pekerjaan layak dan memahami hak-hak
hukumnya secara lebih mendalam (Oyitso & Olomukoro,
2012). Pendidikan hukum yang diberikan pun perlu memuat
perspektif gender dan interseksionalitas agar perempuan
memahami dinamika ketimpangan yang mereka hadapi secara
struktural.

Namun demikian, literasi hukum tidak cukup jika tidak
dibarengi dengan perlindungan dan dukungan terhadap
perempuan yang menghadapi kekerasan berbasis gender.
Dalam konteks ini, pemberdayaan sosio-legal menjadi sangat
penting. (Ahmed et al., 2023) menyoroti pentingnya integrasi
antara  bantuan hukum, edukasi komunitas, dan
pendampingan psikososial bagi perempuan pekerja di
Bangladesh yang mengalami pelecehan dan diskriminasi.
Pendekatan ini membantu perempuan untuk tidak hanya
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mengenali hak-haknya, tetapi juga memiliki keberdayaan
untuk menuntut hak tersebut secara efektif meskipun
dihadapkan pada tekanan patriarkis.

Sebagai penguat, pelatihan keterampilan ekonomi dan
kewirausahaan menjadi komponen kunci dalam mendorong
kemandirian. = Pelatihan =~ yang  menekankan  pada
pengembangan usaha mikro, akses pembiayaan, serta
pendampingan usaha berbasis komunitas telah terbukti efektif
dalam membantu perempuan keluar dari ketergantungan
ekonomi. Penelitian oleh Wojcik-Czerniawska & Grzymala
(2025) menunjukkan bahwa integrasi kewirausahaan dalam
program literasi hukum mampu membangun kepercayaan diri
perempuan dan memperluas akses mereka terhadap pasar. Di
sisi lain, dukungan struktural terhadap wirausaha perempuan,
seperti penyediaan akses kredit, jejaring pasar, dan kebijakan
afirmatif, juga harus diperkuat sebagaimana diuraikan dalam
studi She-EO (Perusahaan sosial Kanada) yang berhasil
mengarusutamakan pemberdayaan perempuan melalui
jejaring bisnis sosial (Cukier et al., 2021).

Agar program ini berkelanjutan, intervensi perlu
didorong oleh kerangka kebijakan yang responsif gender.
(Tadesse et al., 2025) menggarisbawahi pentingnya reformasi
hukum melalui bantuan pembangunan yang
mengarusutamakan gender dalam kebijakan ketenagakerjaan
dan akses keuangan. Namun, perubahan hukum tidak akan
berdampak signifikan apabila tidak disertai dengan penegakan
hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Jejeebhoy & Santhya
(2014) menambahkan bahwa efektivitas kebijakan hanya bisa
dicapai apabila ada sistem pemantauan yang memastikan
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perempuan benar-benar mendapatkan perlindungan dari
diskriminasi dan kekerasan.

Program literasi hukum perempuan juga perlu
menyentuh akar budaya dan norma sosial yang menjadi
penghambat. Kesadaran hukum tidak akan berkembang
apabila perempuan masih berada dalam lingkungan yang
menginternalisasi subordinasi gender. Oleh karena itu,
keterlibatan laki-laki dan tokoh masyarakat dalam mendukung
hak-hak perempuan sangat diperlukan. Seperti dijelaskan
dalam pendekatan push and pull strategy oleh Faveri et al.,
(2015) perubahan dapat terjadi ketika dorongan untuk
mengatasi hambatan struktural disertai dengan insentif
ekonomi yang menarik bagi perempuan dan komunitas. Semua
intervensi tersebut harus dilaksanakan melalui pendekatan
multi-sektor dan sinergis. Literasi hukum tidak dapat berdiri
sendiri; ia harus terintegrasi dengan pendidikan, perlindungan
sosial, pembangunan ekonomi, dan reformasi hukum. Hanya
dengan sinergi inilah pemberdayaan ekonomi berbasis
kesadaran hukum dapat menjadi transformasional bagi
kehidupan perempuan dan komunitasnya.

Berikutnya, pemberdayaan ekonomi dan sosial
perempuan merupakan strategi preventif yang terbukti efektif
dalam menurunkan kerentanan terhadap kekerasan,
kemiskinan, dan eksklusi sosial. Ketika perempuan memiliki
kontrol atas sumber daya ekonomi dan posisi sosial yang lebih
setara, mereka cenderung memiliki kekuatan negosiasi yang
lebih baik dalam keluarga dan komunitas, serta mampu
membangun sistem dukungan untuk melindungi diri dan
sesamanya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perempuan

54 | Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas



di tingkat komunitas bukan hanya strategi pembangunan,
tetapi juga bentuk nyata dari upaya pencegahan kekerasan
berbasis gender.

Salah satu pendekatan utama yang telah terbukti sukses
di berbagai konteks adalah pembentukan kelompok swadaya
perempuan atau Self-Help Groups (SHGs). Kelompok ini
memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan
literasi keuangan, keterampilan wirausaha, dan akses terhadap
modal mikro. Penelitian oleh Pandhare et al., (2024) di India
menunjukkan bahwa keterlibatan dalam SHG secara signifikan
meningkatkan kemandirian finansial, kepercayaan diri, dan
partisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga.
Selain itu, SHG juga berperan dalam penguatan keterampilan
sosial dan kepemimpinan melalui kegiatan kolektif,
sebagaimana dibuktikan oleh Bhattacharjee (2016) dan
Kanagaraj & Priya (2020).

Keterlibatan dalam program mikrofinansial dan
wirausaha sosial juga menjadi jalur strategis pemberdayaan.
Aktivitas ini memungkinkan perempuan untuk memperluas
jaringan sosial, memperoleh pendapatan sendiri, dan
mengurangi ketergantungan pada pasangan atau keluarga
yang bisa menjadi akar dari relasi yang tidak setara. Studi oleh
Wjcik-Czerniawska & Grzymata (2025) memperkuat argumen
ini dengan menunjukkan bahwa akses ke sumber pendanaan
dan pelatihan bisnis meningkatkan kemampuan perempuan
untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Di sisi lain,
Devries & Rizo (2015) menekankan bahwa program simpan-
pinjam berbasis komunitas juga memiliki efek ganda:
meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat peran
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sosial perempuan dalam pengelolaan layanan publik seperti air
bersih dan sanitasi.

Namun, pendekatan yang terpisah antara aspek ekonomi
dan sosial belum cukup memadai. Pendekatan terpadu yang
menggabungkan pemberdayaan ekonomi dengan intervensi
kesehatan, edukasi gender, dan literasi hukum terbukti lebih
berdampak luas. Program seperti Women for Women
International yang diimplementasikan di Afghanistan
menunjukkan bahwa pelatihan ekonomi yang disertai promosi
kesehatan dan kesetaraan gender mampu menurunkan
kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan kondisi
kesehatan mental perempuan (Gibbs et al, 2018, 2020).
Pendekatan serupa juga berhasil diterapkan dalam konteks
perempuan penyintas HIV di New York (Filippone et al., 2023),
di mana pemberdayaan ekonomi tidak hanya memperbaiki
kondisi finansial, tetapi juga memperkuat posisi tawar

perempuan dalam relasi personal dan publik.

Kendati demikian, keberhasilan program pemberdayaan
tidak lepas dari tantangan struktural dan kultural. Norma
sosial yang patriarkal, akses terbatas terhadap pendidikan dan
layanan hukum, serta stereotip peran gender masih menjadi
hambatan utama. Faveri et al., (2015) mengusulkan strategi
push and pull sebagai respons atas hambatan ini dengan
menyeimbangkan intervensi struktural yang mendorong
perubahan sosial (push) dengan insentif ekonomi dan pasar
yang menarik partisipasi perempuan (pull). Pendekatan ini
dapat meningkatkan keberlanjutan intervensi sekaligus
menghindari resistensi sosial yang sering muncul dalam

perubahan peran gender.
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Selain itu, keberlanjutan program menjadi elemen kunci.
Intervensi jangka pendek yang tidak berakar pada struktur
lokal dan tidak mempertimbangkan dinamika komunitas
justru dapat menimbulkan ketergantungan atau fragmentasi.
Pilela Majokweni & Molnar (2021) mengingatkan pentingnya
memperkuat kapasitas kolektif perempuan melalui kelompok
komunitas yang dikelola sendiri, agar perempuan tidak hanya
menjadi objek pelatihan, tetapi juga agen perubahan dalam
pembangunan pedesaan dan revitalisasi sosial. Pemberdayaan
ekonomi dan sosial perempuan merupakan fondasi strategis
bagi pencegahan kekerasan berbasis gender, dengan dampak
meluas pada kesejahteraan keluarga dan pembangunan
komunitas. Intervensi ini akan lebih efektif jika dilakukan
secara terpadu, berbasis komunitas, dan disertai upaya
transformasi norma sosial secara partisipatif.

Bersamaan dengan itu, aksi lain yang dapat dilakukan
ialah pelatihan perlindungan diri. Aksi ini merupakan salah
satu pendekatan transformatif dalam penguatan kapasitas
perempuan, terutama di wilayah atau komunitas yang rentan
terhadap kekerasan berbasis gender. Lebih dari sekadar
meningkatkan kemampuan fisik dalam menghadapi ancaman,
pelatihan ini secara substansial berdampak pada aspek
psikologis dan sosial perempuan. Studi menunjukkan bahwa
program Empowerment Self-Defense (ESD) secara signifikan
dapat meningkatkan harga diri, kemampuan asertif, dan rasa
percaya diri perempuan dalam mengelola situasi berisiko
tinggi (Brecklin, 2008; Hollander & Cunningham, 2020).

Pelatihan semacam ini juga menantang norma gender
yang membatasi perempuan dan menempatkannya sebagai
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pihak pasif dalam relasi kuasa. Di banyak komunitas,
partisipasi perempuan dalam pelatihan perlindungan diri
menjadi pintu masuk menuju penguatan komunitas yang lebih
luas. Misalnya, di Nepal, ESD tidak hanya membantu
perempuan dalam menanggulangi kekerasan, tetapi juga
membuka ruang dialog yang melampaui tabu sosial mengenai
hak tubuh dan keselamatan pribadi (Standing et al., 2017).
Dalam konteks kebencanaan atau krisis, seperti yang
ditunjukkan dalam studi di Asia Selatan, kemampuan untuk
membela diri menjadi sumber resiliensi penting bagi
perempuan, karena mereka seringkali menjadi pihak paling
terdampak dalam situasi darurat.

Program yang menggabungkan pelatihan fisik dengan
pembentukan  komunitas perempuan telah terbukti
meningkatkan kohesi sosial dan keberdayaan kolektif.
Komunitas perempuan pasca-pelatihan seringkali membentuk
jaringan solidaritas, mendirikan pusat advokasi, atau terlibat
dalam kampanye publik untuk perlindungan perempuan dan
anak. Hal ini menandakan bahwa pelatihan perlindungan diri
bukanlah strategi yang terisolasi, melainkan bagian dari proses
pemberdayaan struktural yang lebih luas.

Penguatan kapasitas perempuan ini juga perlu
memperhatikan satu poin krusial dalam pelaksanaanya yakni
concern pada disabilitas dan marginalisasi. Perempuan
penyandang disabilitas berada pada persimpangan kerentanan
yang kompleks, sebagai perempuan, dan sebagai individu
dengan disabilitas. Interseksi ini memperbesar kemungkinan
mereka mengalami diskriminasi berlapis dalam berbagai aspek
kehidupan, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, hingga
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perlindungan hukum. Studi komparatif dari tujuh negara
menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas
menghadapi  tantangan signifikan dalam mengakses
kesempatan kerja yang inklusif, sering kali karena hambatan
struktural dan sosial yang tidak dihadapi oleh laki-laki atau
perempuan tanpa disabilitas (Abusalha, 2024). Ketiadaan akses
terhadap informasi hukum dan perlindungan sosial menambah
lapisan marginalisasi yang sulit ditembus. Arstein-Kerslake
(2019) menekankan bahwa sistem hukum sering kali gagal
mengakui kapasitas hukum perempuan dengan disabilitas,
sehingga membatasi hak-hak dasar mereka dalam
pengambilan keputusan, termasuk yang berkaitan dengan
kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual. Dalam konteks
kebencanaan, perempuan penyandang disabilitas sering kali
diabaikan dalam proses evakuasi, pemulihan, dan penyusunan
kebijakan, padahal mereka merupakan kelompok yang paling
terdampak (Gartrell, 2025).

Untuk itu, strategi pemberdayaan perlu didesain dengan
mempertimbangkan  prinsip  disability-inclusive = secara
menyeluruh. Program pelatihan atau pendampingan
komunitas harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik
perempuan dengan disabilitas baik melalui penyediaan
pendamping, alat bantu, materi accessible, maupun pendekatan
berbasis komunitas yang menghargai otonomi dan aspirasi
mereka. Keterlibatan aktif perempuan dengan disabilitas
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program
menjadi prasyarat mutlak agar intervensi tidak Dbersifat
tokenistik, tetapi benar-benar bersumber dari pengalaman dan
perspektif mereka sendiri. Di banyak tempat, penguatan
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kapasitas perempuan marginal juga melibatkan organisasi akar
rumput yang telah lama bekerja di bidang inklusi sosial.
Kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas (OPD)
atau lembaga layanan berbasis komunitas terbukti mampu
menjangkau kelompok yang paling tersembunyi dan paling tak
terlayani. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan
program, tetapi juga memperdalam efektivitasnya melalui
adaptasi yang sesuai dengan konteks lokal.

D. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG
PROAKTIF

Penciptaan lingkungan yang aman memerlukan strategi
komprehensif yang mencakup desain ruang di sekolah, rumah,
dan ruang publik; penguatan kebijakan; serta intervensi sosial
berbasis komunitas. Di sekolah, keamanan tidak hanya terbatas
pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup kurikulum,
intervensi perilaku, dan kebijakan institusional yang
mendorong pencegahan kekerasan seksual sejak usia dini
(Lloyd et al., 2020; Russell et al., 2025; Walsh et al., 2019). Di
tingkat komunitas, penguatan kohesi sosial, program
pencegahan partisipatif, dan promosi maskulinitas pro-feminis
telah terbukti efektif dalam menurunkan kekerasan berbasis
gender (Dekeseredy et al., 2009; Tite, 2006; Yang et al., 2023).
Model restoratif seperti Circles of Support and Accountability
(CoSA) juga menjadi contoh mekanisme rehabilitasi yang
berbasis komunitas (Braithwaite et al., 2019). Lebih lanjut,
program berbasis komunitas yang memanfaatkan edukasi
teman sebaya dan ruang aman telah berhasil menjangkau
kelompok rentan seperti pekerja seks, remaja, dan kelompok
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marjinal. Contoh program percontohan pendidikan kesehatan
sebaya di Kanada (Benoit et al., 2017), di Kisumu-Kenya
(Owuor et al., 2025) dan inisiatif Smart and Deadly di Australia
(Chambers et al, 2018) menunjukkan pentingnya
pemberdayaan lokal, pendekatan berbasis budaya, dan
keterlibatan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang

aman.

Kemudian, mekanisme pelaporan yang efektif harus
memperhatikan trauma korban, inklusif secara budaya, dan
dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat. Pendekatan
yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, hukum, dan sosial
menunjukkan peningkatan tingkat pelaporan dan hasil yang
lebih baik bagi penyintas (Day & Poarch, 2020). Sistem ini
mencakup tim multidisipliner yang menyediakan layanan
pendampingan, perlindungan hukum, dan rehabilitasi.
Sementara beberapa yurisdiksi menetapkan undang-undang
notifikasi komunitas, efektivitasnya dalam mencegah
kekerasan ulang masih diperdebatkan (Freeman, 2012; Sandler
et al., 2008). Namun, model layanan berbasis penyintas dan
intervensi perilaku kelompok seperti yang dijelaskan oleh
(Lippy & DeGue, 2016) dan (Chin et al., 2012) telah terbukti
memberikan dampak signifikan dalam menurunkan risiko
kekerasan seksual dan memperkuat respons sistemik. Di ranah
digital, aplikasi pelaporan dan kampanye sosial seperti
#TRANSformativeKnowledge (Friedman Burley et al., 2023)
menunjukkan potensi media sosial dalam menyebarluaskan
kesadaran dan membangun solidaritas, terutama bagi
kelompok  rentan  seperti  komunitas  transgender.
Kepemimpinan lokal memiliki peran vital dalam membentuk
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norma sosial dan menggerakkan tindakan kolektif untuk
pencegahan kekerasan. Model facilitative leadership yang
ditandai dengan kolaborasi, keaslian, dan adaptabilitas telah
menunjukkan efektivitas dalam menciptakan gerakan anti-
kekerasan berbasis komunitas (Ari, 2024; Atkinson et al., 2024).
Pemimpin yang menanamkan nilai-nilai non-kekerasan,
membangun  kepercayaan, dan melegitimasi strategi
pencegahan mampu memperluas jangkauan dan efektivitas
program (Amaro et al., 2010; Moore, 2015; Pereira, 2025).
Program komunitas seperti Youth Advisory Boards (BAdi et al.,
2025) menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis warga dan
partisipasi pemuda dapat menjadi motor penggerak perubahan
normatif di tingkat akar rumput.

Desain lingkungan yang aman dan inklusif berbasis
gender menjadi elemen penting dalam pencegahan kekerasan
seksual. Perencanaan ruang kota yang sensitif gender seperti
jalur pejalan kaki yang terang, transportasi aman, fasilitas
umum yang inklusif, dan infrastruktur pengawasan telah
terbukti menurunkan risiko kekerasan (Berry et al., 2025; Lord,
2023; Yadav & Kumari, 2023). Keterlibatan perempuan dan
kelompok rentan dalam proses perencanaan terbukti
meningkatkan efektivitas dan relevansi desain, seperti yang
tercermin dalam proyek Smart City di Delhi, Berlin, dan
Melbourne (Gupta et al., 2025; Osipova & Hornecker, 2023).
Inovasi teknologi mendukung desain ruang yang responsif,
seperti aplikasi pelaporan, sistem CCTV berbasis Al, dan
pemetaan zona rawan secara real time (Khan, 2015; Svanemyr
et al, 2015). Namun, penting bahwa teknologi ini
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dikembangkan berdasarkan prinsip etika dan kebutuhan
komunitas lokal.

E. DUKUNGAN PADA KORBAN/ PENYINTAS

Setelah berbagai strategi pencegahan dirancang dan
diimplementasikan, perhatian terhadap pemulihan korban
kekerasan seksual menjadi langkah krusial dalam menciptakan
ekosistem yang benar-benar aman dan berkeadilan.
Pencegahan yang efektif tidak hanya menghentikan kekerasan
sebelum terjadi, tetapi juga memastikan bahwa mereka yang
telah mengalaminya mendapatkan perlindungan, pemulihan,
dan ruang untuk membangun kembali martabat serta
kepercayaan diri mereka. Sub Bab ini menguraikan prinsip dan
bentuk dukungan yang harus diberikan kepada korban atau
penyintas, mulai dari pendekatan yang berpusat pada
penyintas, layanan psikososial berbasis komunitas, hingga
upaya menghapus stigma serta memperkuat sistem pelaporan
yang berpihak dan terpercaya. Dukungan ini bukan hanya
bentuk empati, tetapi juga pondasi penting dalam mencegah
siklus kekerasan berulang di tingkat individu maupun
komunitas. Pendekatan survivor-centered merupakan pondasi
utama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi
penyintas kekerasan seksual. Pendekatan ini menempatkan
pengalaman, kebutuhan, dan hak penyintas sebagai pusat dari
seluruh kebijakan dan layanan, sehingga mereka tidak hanya
diperlakukan sebagai korban, tetapi sebagai individu yang
memiliki agensi dan kontrol atas proses pemulihannya. Dalam
praktik internasional, pendekatan ini diadopsi secara luas,
termasuk dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2467 (2019)
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yang menekankan bahwa hak dan kehendak penyintas harus
menjadi pertimbangan utama dalam respons terhadap
kekerasan seksual berbasis konflik (Clark, 2021). Namun,
sejumlah kritik terhadap pendekatan ini juga muncul, terutama
apabila ia diterapkan secara individualistik tanpa
memperhatikan kondisi sosial-ekologis yang membentuk
pengalaman penyintas. Misalnya, pendekatan ini bisa menjadi
terlalu sempit apabila mengabaikan ketimpangan sosial, relasi
kuasa dalam komunitas, serta norma-norma budaya yang
membungkam suara perempuan atau kelompok rentan lainnya
(Clark, 2021).

Oleh karena itu, implementasi pendekatan survivor-
centered memerlukan keseimbangan antara perhatian pada
kebutuhan individu dan konektivitas dengan komunitas.
(Campbell, 2024) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis
sistem seringkali lebih menekankan pada prosedur dan
efisiensi, namun mengabaikan elemen empati dan fleksibilitas
yang justru sangat dibutuhkan penyintas dalam proses
pemulihannya. Maka, integrasi pendekatan survivor-centered
dengan sistem pelayanan yang sensitif trauma, berbasis
kepercayaan, dan terdesentralisasi adalah syarat utama agar
intervensi yang diberikan benar-benar menyentuh pengalaman
hidup penyintas dan mampu memberikan rasa aman serta
pemulihan yang bermakna.

Layanan psikososial berbasis komunitas merupakan
elemen penting dalam ekosistem dukungan bagi korban
kekerasan seksual. Layanan ini mencakup berbagai bentuk
bantuan, mulai dari pendampingan krisis, konseling, terapi
kelompok, hingga edukasi masyarakat tentang trauma dan
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kekerasan. Rape Crisis Centers di berbagai negara, misalnya,
menyediakan hotline 24 jam, layanan terapi, serta advokasi
hukum dan medis yang secara langsung dapat diakses oleh
penyintas (Karakurt et al., 2025). Terapi kelompok yang
diselenggarakan oleh pusat-pusat ini juga memberikan
manfaat besar dalam menciptakan dinamika solidaritas dan
validasi pengalaman antar penyintas, yang berkontribusi pada
pemulihan psikologis secara kolektif.

Meskipun demikian, tantangan besar masih dihadapi
oleh sistem layanan ini. Studi menunjukkan bahwa banyak
penyintas tidak dapat mengakses layanan karena kendala
geografis, biaya, diskriminasi, atau kurangnya pengetahuan
tentang keberadaan layanan (Wood et al., 2020). Selain itu,
tidak semua tenaga layanan memiliki pelatihan khusus dalam
pendekatan berbasis trauma, sehingga risiko terjadinya re-
traumatisasi masih tinggi. Di sinilah peran Community Health
Workers (CHWSs) menjadi strategis. Dalam banyak konteks,
CHWs yang berasal dari komunitas itu sendiri mampu
menjembatani kesenjangan antara sistem kesehatan formal dan
kebutuhan lokal penyintas, khususnya dalam komunitas
miskin  atau  terpinggirkan, memberikan  informasi,
mendampingi dalam akses layanan, serta menciptakan ruang
aman berbasis lokal (Gatuguta et al., 2017).

Pendekatan komunitas tidak hanya memperluas akses,
tetapi juga menciptakan rasa memiliki dan keberlanjutan dalam
pemulihan. Pendekatan ini menekankan pentingnya jaringan
dukungan sosial yang kuat serta penyediaan ruang aman
dalam komunitas sebagai bagian dari respons kolektif terhadap
kekerasan seksual.
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Selanjutnya, pemulihan martabat adalah proses yang
kompleks dan mendalam, yang tidak hanya mencakup
penyembuhan psikologis, tetapi juga pemulihan otonomi,
harga diri, dan peran sosial penyintas dalam komunitas. Dalam
konteks kekerasan seksual, martabat seringkali direnggut
melalui pelanggaran tubuh dan penghapusan kontrol atas diri
sendiri. Maka, salah satu cara untuk memulihkan martabat
adalah dengan mengembalikan kendali tersebut baik secara
simbolik maupun praktis. Oyola (2025) menunjukkan bahwa
strategi pemulihan martabat yang efektif mencakup pengakuan
terhadap penderitaan korban, pemulihan hak tubuh, serta
dukungan terhadap penyintas untuk kembali mengambil
keputusan dalam hidup mereka.

Pemulihan martabat tidak bisa dipisahkan dari
pemulihan komunitas. Komunitas yang responsif dapat
menjadi ruang penyembuhan sekaligus pemberdayaan bagi
korban. Studi kasus yang dilakukan Rahmi & Siregar (2020)
pada organisasi Hapsari di Indonesia menunjukkan bahwa
pendekatan berbasis komunitas yang menggabungkan
pelatihan  keterampilan, pendampingan hukum, serta
pembentukan kelompok solidaritas berhasil mengurangi
keterasingan penyintas dan memperkuat posisi sosial mereka.
Strategi ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak selalu harus
berlangsung di ruang medis atau terapi individual, tetapi bisa
dibangun melalui interaksi sosial yang menyeluruh dan
berkelanjutan.

Selain itu, restorasi martabat juga membutuhkan peran
negara dan kebijakan yang adil. Intervensi hukum, bantuan
ekonomi, dan perlindungan sosial harus dirancang dengan
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sensitivitas terhadap pengalaman traumatis korban, dan tidak
boleh memperkuat rasa malu atau ketidakberdayaan yang
mereka rasakan. Pemulihan yang terfragmentasi hanya akan
memperpanjang luka, sementara pemulihan yang bersifat
transformatif dapat menjadi pondasi bagi ketahanan sosial
jangka panjang.

Proses ini juga dilakukan secara holistic dengan upaya
untuk menghapus stigma dan memperkuat sistem pelaporan
berbasis kepercayaan. Stigma adalah musuh terbesar dalam
upaya memberikan perlindungan dan keadilan kepada
penyintas. Rasa malu, takut disalahkan, dan ketidakpercayaan
terhadap institusi membuat banyak penyintas memilih diam
dan tidak melapor. Edward (2025) menekankan bahwa stigma
terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya bersumber dari
individu, tetapi juga dilembagakan dalam norma sosial,
institusi hukum, dan sistem pelayanan publik. Oleh karena itu,
strategi penghapusan stigma harus mencakup reformasi
kelembagaan, kampanye edukasi massal, serta penciptaan
ruang aman di mana penyintas merasa dilindungi, bukan
dihakimi.

Salah satu intervensi yang menjanjikan adalah terapi
kelompok berbasis Cognitive Processing Therapy yang terbukti
mampu mengurangi internalisasi stigma di kalangan
penyintas, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian di Kongo
(Murray et al., 2018). Selain itu, pendekatan digital juga dapat
dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pelaporan yang
ramah dan aman. Ventura et al., (2024) mengembangkan
aplikasi H.E.L.P yang memungkinkan penyintas melapor
secara diam-diam, terintegrasi dengan jaringan layanan, dan
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menjaga kerahasiaan data. Teknologi seperti ini memberikan
alternatif yang menjanjikan, khususnya di wilayah di mana
pelaporan langsung berisiko tinggi.

Namun, pelaporan tidak akan meningkat jika tidak
dibarengi dengan kepercayaan terhadap sistem. Oleh karena
itu, sistem pelaporan harus dirancang berbasis prinsip
kerahasiaan, respon cepat, pendampingan psikososial, serta
keterlibatan masyarakat sebagai penjaga nilai anti-kekerasan.
Dengan menciptakan ekosistem pelaporan yang berbasis
kepercayaan, masyarakat tidak hanya memberikan ruang bagi
korban untuk bersuara, tetapi juga membangun norma baru
yang menolak kekerasan dan mendukung keadilan

transformatif.
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— BAB4 —

PERAN KOMUNITAS DALAM
PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL

A. PENGERTIAN PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS KOMUNITAS

S trategi pencegahan kekerasan seksual Dberbasis

komunitas merupakan pendekatan yang

mengedepankan keterlibatan komunitas (community
engagement) dalam upaya pencegahan. Komunitas adalah
sekelompok orang yang memiliki keragaman karakteristik
yang terhubung melalui ikatan sosial, memiliki perspektif yang
sama, dan terlibat dalam aksi bersama di wilayah geografis
tertentu. Umumnya, komunitas memiliki norma-norma yang
sama, seperti bahasa, budaya, agama, sejarah, atau nilai-nilai.
Sementara itu, keterlibatan (engagement) menggambarkan
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suatu proses interaksi dengan komunitas yang didasarkan
pada prinsip-prinsip tertentu. Keterlibatan komunitas bukan
sekadar hadir dalam forum komunitas, tetapi juga mencakup
keberagaman peserta serta kemampuan mereka untuk
menyuarakan pendapatnya. Fokus utama dari keterlibatan
komunitas adalah menciptakan inklusivitas sehingga
keberagaman di dalam komunitas dapat diakomodasi secara
adil. Proses ini bertujuan membangun kerja sama dengan
kelompok-kelompok dalam masyarakat, baik yang terhubung
melalui etnisitas, agama, lokasi asal atau tempat tinggal, minat
khusus, atau afiliasi dengan tujuan menyelesaikan
permasalahan bersama. Upaya melibatkan komunitas dapat
dilakukan secara langsung pada individu-individu dalam
komunitas atau secara tidak langsung melalui perwakilan,
grup atau asosiasi komunitas ataupun melalui kombinasi
keduanya (IOM UN Migration, 2017).

Pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas dapat
diwujudkan = melalui = intervensi = komunitas (community
intervention), yaitu pendekatan yang bertujuan menciptakan
perubahan pada tingkat individu maupun komunitas secara
menyeluruh dengan cara mengatasi norma dan sikap yang
berkaitan dengan gender. Intervensi komunitas dapat meliputi
upaya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program
mikrofinansial serta transformasi stereotip dan norma gender
dengan melibatkan laki-laki sebagai mitra dalam wupaya
menghapus kekerasan seksual berbasis gender. Pemberdayaan
perempuan melalui skema mikrofinansial bertujuan untuk
menangani penyebab sosial ekonomi mendasar dari kekerasan,
dengan cara memberikan bantuan finansial bagi usaha
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produktif perempuan. Adapun pendekatan laki-laki sebagai
mitra menekankan pentingnya peran laki-laki dan anak laki-
laki dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan,
terutama melalui perubahan cara pandang tentang
maskulinitas yang diwarnai oleh dominasi dan kontrol.
Keterlibatan laki-laki sebagai mitra dapat difasilitasi melalui
pelatihan  atau pendidikan untuk membantu laki-laki
merefleksikan pandangan mereka tentang seksualitas dan
peran gender, serta menumbuhkan hubungan yang
berlandaskan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari
(Freccero, 2011).

B. PRINSIP PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS KOMUNITAS

Prinsip pencegahan kekerasan seksual berbasis
komunitas merujuk pada seperangkat nilai-nilai yang menjadi
landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian
program, kegiatan atau intervensi yang bertujuan mencegah
kekerasan seksual melalui keterlibatan aktif komunitas.

Secara umum, prinsip-prinsip tersebut mencakup
Nielsen, 2006):

1. Komunitas sebagai Fokus Perubahan

Prinsip “Komunitas sebagai Fokus Perubahan”
berasumsi bahwa komunitas merupakan pusat identitas dan
agen utama perubahan. Komunitas merupakan kelompok
sosial yang saling terhubung dan memiliki rasa kebersamaan
yang kuat, di mana norma bersama, nilai-nilai, serta cara hidup
bersama dapat dimobilisasi untuk mendorong perubahan
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positif. Dalam komunitas terdapat struktur sosial informal
seperti tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan kelompok
warga yang berpotensi menjadi agen perubahan. Selain itu,
komunitas memiliki kekuatan dari dalam berupa modal sosial
dan potensi lokal yang dapat diberdayakan untuk mengelola
dan menjaga keberlanjutan perubahan sosial.

Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, prinsip ini
meyakini bahwa komunitas memiliki kemampuan untuk
mendorong perubahan perilaku dan norma secara kolektif.
Kekerasan seksual bukan sekadar masalah individu, tetapi
cerminan dari norma sosial, relasi kuasa, dan budaya yang
berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan
yang efektif dan berkelanjutan perlu diupayakan pada tingkat
komunitas, mencakup transformasi pada nilai-nilai bersama,
perilaku sosial, serta struktur yang menopang ketimpangan
kekuasaan. Dengan demikian, perubahan tidak hanya
ditujukan kepada individu, melainkan kepada komunitas
sebagai kesatuan sosial yang dapat berubah secara bersama-

sama.

Prinsip komunitas sebagai fokus perubahan berakar pada
pendekatan teori pembangunan berbasis masyarakat
(community development), yang menekankan pentingnya
memfasilitasi perubahan dari dalam komunitas sendiri, bukan
semata-mata dari intervensi pihak luar. Pendekatan community
development memandang anggota komunitas dan pemangku
kepentingan sebagai sumber daya dan mitra dalam upaya
pencegahan kekerasan seksual. Fokus utamanya adalah
mengidentifikasi akar penyebab kekerasan seksual melalui
proses dialog keterlibatan aktif bersama komunitas (warga,
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tokoh adat, tokoh agama, orang tua, guru, pemuda), alih-alih
hanya mengandalkan pemikiran atau analisis pihak luar seperti
fasilitator, pakar, atau akademisi.

2. Keterlibatan Anggota Komunitas

Prinsip “Keterlibatan Komunitas” dalam pencegahan
kekerasan seksual menekankan pentingnya partisipasi atau
keterlibatan aktif anggota komunitas atau dikenal sebagai
pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) atau pendekatan
akar rumput dalam perencanaan dan pengambilan keputusan
program. Dalam pendekatan ini, komunitas tidak hanya
diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi dilibatkan
secara bermakna untuk merumuskan solusi dan memastikan
keberlanjutan perubahan. Prinsip ini didasari oleh kesadaran
bahwa kekerasan seksual bukan semata persoalan individu,
melainkan berkaitan dengan struktur sosial yang permisif,
norma yang bias gender, dan budaya bungkam yang mengakar
di masyarakat.

Penerapan prinsip “Keterlibatan Komunitas” berarti
melibatkan secara aktif anggota komunitas dalam semua
tahapan program, mulai dari identifikasi masalah, perancangan
solusi, hingga pelaksanaan dan evaluasi. Keterlibatan dalam
identifikasi masalah berarti komunitas dilibatkan dalam
menggali pemahaman lokal tentang akar kekerasan seksual,
termasuk bentuk-bentuk yang dianggap “normal” atau tidak
diakui sebagai kekerasan. Tahap perancangan solusi dilakukan
dengan melibatkan komunitas dalam merancang intervensi
yang sesuai dengan kontekstualisasi nilai, norma atau
permasalahan setempat. Pada tahap pelaksanaan dapat
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dikembangkan agen perubahan dari komunitas. Pemuda, guru,
tokoh agama, tokoh adat, orang tua, kader kesehatan, ibu
rumah tangga dilatih sebagai fasilitator, atau pendidik sebaya
(peer educator) untuk menyampaikan edukasi dan mendorong
pelaporan kasus kekerasan seksual.

Agar keterlibatan komunitas dalam pencegahan
kekerasan seksual tidak hanya bersifat simbolik atau sekadar
formalitas, strategi pemberdayaan komunitas menjadi hal yang
penting. Hakikat dari pemberdayaan adalah memberi ruang
bagi komunitas untuk bertindak atas dasar kepentingannya
sendiri. Dalam wupaya mencegah kekerasan seksual,
pemberdayaan berarti membekali komunitas, khususnya
kelompok rentan seperti perempuan, anak dan disabilitas,
dengan pengetahuan, ketrampilan, dan keberanian agar
mereka dapat mengenali bentuk kekerasan, melindungi diri
dan orang lain, menyuarakan hak mereka, serta terlibat aktif
dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Pemberdayaan bukan sekadar memberikan pelatihan atau
penyuluhan, melainkan suatu proses perubahan peran sosial
komunitas dari semula penerima pasif menjadi pelaku aktif
dalam upaya perlindungan dari kekerasan seksual yang
berkelanjutan.

3. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

Prinsip “Kolaborasi Lintas Sektor” dalam pencegahan
kekerasan seksual berbasis komunitas menekankan pentingnya
jaringan dan kemitraan antar pemangku kepentingan atau
koalisi komunitas sebagai kekuatan kolektif yang saling
menguatkan.  Koalisi komunitas  diperlukan karena
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keberhasilan program tidak dapat dicapai apabila komunitas
bekerja sendiri, dibutuhkan sinergi antara aktor lokal dengan
lembaga pemerintah, layanan kesehatan, institusi pendidikan,
tokoh agama dan adat, organisasi masyarakat, dan media.
Prinsip ini dilandasi pemahaman bahwa kekerasan seksual
adalah persoalan kompleks yang tidak dapat diatasi oleh satu
pihak saja, melainkan memerlukan jaringan kemitraan yang
luas untuk menyediakan sumber daya, pengetahuan,
legitimasi, dan bentuk dukungan lain yang diperlukan. Dalam
praktiknya, penerapan prinsip ini berarti mendorong
komunitas untuk membangun kerja sama lintas sektor guna
menciptakan sistem pencegahan dan perlindungan yang
berkelanjutan dan mampu merespon kebutuhan korban secara
komprehensif, mulai dari edukasi dan penyebaran informasi,
penyediaan layanan pelaporan dan rujukan, perlindungan dan
pemberdayaan korban, sehingga terbentuk mekanisme terpadu
antara upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Sistem
ini dapat terwujud apabila setiap aktor memiliki peran yang
jelas dan saling mendukung untuk memastikan mekanisme
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berjalan
efektif. Tanpa jaringan yang solid, komunitas akan kesulitan
bertindak ketika terjadi kekerasan. Sebaliknya, komunitas yang
tergabung dalam koalisi lintas sektor akan lebih siap dan
tanggap dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan
seksual.

4. Dukungan Sumber Daya

Inti pemikiran prinsip “Dukungan Sumber Daya “ adalah
bahwa program berbasis komunitas memerlukan investasi
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sumber daya, baik dari dalam maupun luar komunitas.
Keberhasilan program pencegahan kekerasan seksual berbasis
komunitas sangat bergantung pada kemampuan untuk
mengidentifikasi, memanfaatkan, dan menggabungkan
sumber daya lokal dengan dukungan eksternal seperti keahlian
teknis, dana, dan jaringan kelembagaan. Tanpa dukungan
sumber daya yang memadai, program berbasis komunitas sulit
berjalan secara berkelanjutan.

Penerapan prinsip “Dukungan Sumber Daya” dalam
pencegahan  kekerasan seksual ~—menekankan bahwa
keberhasilan intervensi bukan hanya membutuhkan komitmen
dan partisipasi aktif komunitas, tetapi juga perlu dukungan
tenaga, waktu, dana, keahlian, dan jaringan kemitraan yang
kuat dan terorganisir. Komunitas dapat mengoptimalkan
potensi lokal seperti tokoh masyarakat, ruang publik, pemuda
dan kader PKK untuk diberdayakan sebagai agen perubahan.
Selain itu, kemitraan dengan LSM, perguruan tinggi, lembaga
donor, dan pemerintah sangat penting untuk mendukung
pelatihan, pendanaan, serta memperkuat legitimasi dan
jejaring program.

5. Pendekatan Jangka Panjang

Pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas
memandang solusi permasalahan kekerasan seksual sangat
bergantung pada pendekatan jangka panjang yang
berkelanjutan, karena penurunan kasus serta perubahan sikap
dan perilaku membutuhkan waktu, kepercayaan, dan
keterlibatan aktif lintas sektor. Program yang tidak konsisten

atau hanya bersifat sementara dapat merusak kepercayaan dan
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komitmen komunitas. Oleh karena itu, program pencegahan
kekerasan seksual berbasis komunitas harus bersifat jangka
panjang, konsisten, dan berkelanjutan. Hanya dengan cara ini,
transformasi sosial yang mendalam dan menyeluruh dapat
benar-benar terwujud.

Penerapan prinsip “Pendekatan Jangka Panjang”
menekankan pentingnya komitmen jangka panjang dan
kesinambungan di keseluruhan tahapan program. Karena isu
kekerasan seksual bersifat sensitif dan sarat stigma, maka
hubungan antara pelaksana program (LSM, pemerintah,
fasilitator) dan komunitas harus dibangun secara bertahap dan
berkelanjutan untuk menciptakan ruang aman dan terbuka
bagi diskusi, advokasi, dan pengakuan korban. Perubahan
sosial seperti pergeseran norma gender dan budaya diam atau
tidak berani melapor tidak bisa dicapai secara instan,
melainkan memerlukan proses panjang melalui edukasi terus
menerus, kampanye yang konsisten, dialog lintas generasi, dan
penguatan kapasitas komunitas. Mengingat dampak dari
pencegahan kekerasan seksual tidak langsung terlihat,
program harus dirancang dengan strategi keberlanjutan, baik
dari sisi pendanaan, pelatihan kader lokal, maupun integrasi ke
dalam kebijakan atau struktur kelembagaan lokal seperti
sekolah, lembaga keagamaan, atau organisasi pemuda.

6. Pendekatan Holistik dan Komprehensif

Prinsip “Pendekatan Holistik dan Komprehensif” atau
intervensi multi-aspek (multifaceted interventions) menegaskan
bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual tidak dapat
dilepaskan dari pengaruh faktor sosial, ekonomi, budaya,
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lingkungan, dan kebijakan. Strategi yang bersifat multi-aspek
bertujuan untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan
menyeluruh di tingkat komunitas, dengan mengintegrasikan
berbagai komponen program secara sinergis agar saling
mendukung dan memperkuat. Oleh karena itu, solusi yang
diambil harus mencakup berbagai aspek secara terintegrasi,
tidak hanya fokus pada perilaku individu semata. Pendekatan
holistik dalam arti mempertimbangkan seluruh aspek yang
memengaruhi kekerasan seksual, dan komprehensif karena
intervensi pencegahannya melibatkan berbagai dimensi dan
aktor. Ciri-ciri pendekatan ini antara lain: intervensi dilakukan
di beberapa tingkat, mulai dari individu, lingkungan sosial
(keluarga dan teman sebaya), hingga tataran struktural seperti
kebijakan dan layanan publik; melibatkan kolaborasi lintas
sektor seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, media dan
masyarakat sipil; menggabungkan berbagai strategi seperti
edukasi, advokasi, perubahan lingkungan, dan kebijakan
publik; serta menyesuaikan intervensi dengan kondisi dan
budaya lokal, bukan menggunakan cara yang sama untuk
semua tempat.

Penerapan  prinsip  “Pendekatan  Holistik  dan
Komprehensif” dalam pencegahan kekerasan seksual berbasis
komunitas menekankan pentingnya tindakan yang tidak
bersifat parsial atau terbatas pada satu sektor atau kelompok
saja, melainkan mencakup seluruh lapisan masyarakat,
melibatkan beragam aktor, dan mengatasi berbagai faktor
penyebab kekerasan seksual secara menyeluruh dan
terintegrasi. Pendekatan holistik melihat kekerasan seksual
sebagai akibat dari sistem sosial yang kompleks, seperti
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ketidakadilan gender, relasi kuasa yang timpang, kemiskinan,
tabu budaya, hingga lemahnya penegakan hukum. Karena itu,
upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui edukasi atau
kampanye, tetapi juga harus mencakup perubahan norma
sosial, penguatan layanan pendukung, perlindungan bagi
korban, serta kolaborasi lintas aktor. Sementara itu, pendekatan
komprehensif menekankan perlunya program menjangkau
semua kelompok usia dan gender, melibatkan berbagai pihak
seperti sekolah, tokoh agama, pemuda, tokoh adat, orang tua,
guru, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah, serta
mencakup seluruh tahapan pencegahan, mulai dari
pencegahan tahap awal (primer), penanganan awal (sekunder),
hingga tidak lanjut dan pemulihan (tersier).

Intervensi multi-aspek dalam pencegahan kekerasan
seksual berbasis komunitas menegaskan bahwa perubahan
yang efektif harus menyasar individu, lingkungan dan sistem
secara bersamaan. Sinergi antar komponen intervensi harus
saling mendukung, edukasi untuk mengubah perilaku
individu, advokasi untuk mendorong perubahan struktural,
serta penguatan norma dan sistem sosial di tingkat komunitas.
Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu
menjawab akar permasalahan kekerasan seksual dari berbagai
aspek secara simultan.

7. Hasil Pada Tingkat Populasi

Prinsip “Hasil Pada Tingkat Populasi” (Population
Outcome) fokus pada pencapaian dampak program terhadap
masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu
tertentu. Pendekatan ini mentargetkan intervensi ke seluruh
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anggota komunitas, termasuk mereka yang tidak secara
langsung dianggap kelompok berisiko tinggi atau rentan.
Pendekatan ini dikenal sebagai paradoks pencegahan dimana
meskipun manfaat pada individu tampak kecil, namun dapat
menghasilkan pengaruh besar ketika diterapkan secara luas di
tingkat populasi atau komunitas. Intinya, perubahan kecil yang
terjadi secara menyeluruh lebih berdampak daripada
perubahan besar yang hanya terjadi pada segelintir orang.

Penerapan prinsip “Hasil Pada Tingkat Populasi” dalam
pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas berarti
intervensi program menjadikan seluruh masyarakat sebagai
target sasaran, bukan hanya individu atau kelompok yang
dianggap berisiko mengalami kekerasan seksual. Tujuannya
adalah menciptakan perubahan kolektif terhadap norma,
budaya, dan perilaku agar tercipta lingkungan yang lebih adil
dan aman bagi semua. Edukasi dan advokasi ditujukan ke
seluruh warga — anak-anak, ramaja, orang tua, guru, tokoh
masyarakat, hingga pejabat setempat — agar tumbuh kesadaran
kolektif bahwa kekerasan seksual adalah tanggung jawab
bersama. Intervensi dilakukan dengan membuka ruang dialog
publik untuk menantang norma budaya yang membenarkan
kekerasan dengan mengenalkan nilai-nilai baru seperti
kesetaraan gender. Pencegahan dirancang berbasis lingkungan,
misalnya menjadikan sekolah atau perguruan tinggi sebagai
zona bebas kekerasan. Meskipun dampaknya tidak segera
terlihat, pendekatan ini justru efektif dalam jangka panjang
karena dipandang mampu menurunkan risiko secara
menyeluruh. Namun, prinsip ini tetap perlu dipadukan dengan
layanan spesifik seperti pendampingan, konseling, dan

80 | Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas



bantuan hukum bagi korban, sehingga menjamin perlindungan
komprehensif bagi individu dan sekaligus menciptakan
dampak luas di tingkat komunitas.

C. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

1. Mengapa intervensi komunitas penting ?

Komunitas memegang peran penting dalam mencegah
terjadinya kekerasan seksual berbasis gender. Kekerasan
seksual menjadi isu gender karena sebagian besar korban
adalah perempuan dan pelakunya kebanyakan laki-laki, orang
dekat atau dikenal oleh korban. Berikut beberapa alasan
mengapa intervensi komunitas menjadi strategi utama untuk
mencegah laki-laki menjadi pelaku kekerasan seksual menurut
Krug et al., (2002); WHO, (2009); Freccero, (2011):

a. Kemiskinan dan Krisis Maskulinitas
Kemiskinan menjadi pemicu baik sebagai pelaku maupun
korban kekerasan seksual. Sejumlah ahli mengatakan
kemiskinan dan tindakan kekerasan seksual dengan
tekanan sosial komunitas. Komunitas yang diterpa
kemiskinan dan pengangguran dapat menimbulkan krisis
identitas maskulin bagi laki-laki. Ketika laki-laki tidak
mampu memenuhi standar sosial maskulinitas ideal yang
menuntut keberhasilan material dan kontrol atas
perempuan, mereka akan mencari kompensasi dengan
mengembangkan maskulinitas toksik seperti misogini dan
kekerasan seksual. Kekerasan seksual dinormalisasi dan
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perempuan menjadi sasaran pelampiasan frustasi dan
ekspresi dominasi laki-laki.
b. Lingkungan Sosial Komunitas

Komunitas menjadi ruang bagi tumbuhnya nilai dan
keyakinan  sosial. Internalisasi  keyakinan yang
mengunggulkan superioritas laki-laki dan anggapan bahwa
laki-laki ~berhak atas hubungan seksual sangat
mempengaruhi potensi terjadinya kekerasan seksual.
Apabila keyakinan ini tertanam kuat, kekerasan seksual
bisa dianggap “normal” atau menjadi perilaku yang
diterima atau dibiarkan. Komunitas akan cenderung
menyalahkan atau viktimisasi perempuan sebagai
pendorong terjadinya kekerasan seksual, baik dalam kasus
kekerasan dalam rumah tangga ataupun perkosaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunitas
dapat menjadi faktor risiko utama dalam terjadinya kekerasan
seksual oleh laki-laki melalui norma sosial yang patriarkis yang
menciptakan tekanan sosial dan mendorong terbentuknya
maskulinitas toksik serta toleransi terhadap kekerasan. Oleh
karena itu, intervensi pencegahan harus diarahkan pada
perubahan norma sosial dan struktur komunitas secara
keseluruhan, bukan hanya fokus pada penanganan korban dan
individu pelaku.

2. Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis
Komunitas

Mendorong kesetaraan gender menjadi strategi penting
dalam pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas.
Strategi ini mencakup intervensi yang menantang norma dan
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keyakinan budaya yang menjadi akar ketimpangan gender,
serta upaya melibatkan seluruh unsur komunitas untuk
mengatasi ketimpangan tersebut. Beberapa metode yang dapat
dilakukan antara lain melalui intervensi sekolah, intervensi
komunitas, dan intervensi melalui media (Krug et al, 2002;
WHO, 2009; Freccero, 2011).

a. Intervensi Berbasis Sekolah

Intervensi ini fokus pada penanaman nilai kesetaraan
gender sejak dini, sebelum stereotip gender tertanam kuat pada
anak-anak dan remaja. Pendekatan ini ditujukan untuk
meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan berbasis
gender, menentang norma gender dan pencegahan kekerasan
seksual berbasis gender. Kegiatan bisa dilakukan melalui
mengajarkan siswa untuk mengenali kekerasan, stereotip
gender, praktik pencegahan dengan menjadi agen perubahan
atau pendidik sebaya (peer educator), melalui role play,
pertunjukan teater, lomba poster, pelatihan layanan dan
dukungan korban. Intervensi berbasis sekolah ini akan lebih
efektif apabila dilakukan berkelanjutan dan fokus pada
perubahan norma, bukan sekadar memberi informasi. Selain
itu, penting juga didukung dengan reformasi kurikulum
pendidikan agar relasi gender di institusi pendidikan menjadi
lebih setara dan bebas dari kekerasan.

b. Intervensi Komunitas

Intervensi komunitas bertujuan untuk mengurangi
ketimpangan gender dengan cara memperkuat posisi ekonomi
perempuan dan mengubah norma gender. Kemiskinan menjadi
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salah satu faktor yang menjadikan perempuan sebagai korban
kekerasan berbasis gender. Pemberdayaan perempuan dengan
memperkuat posisi ekonomi mereka menjadi strategi untuk
mengurangi ketimpangan gender. Intervensi ini bisa dilakukan
melalui program mikrofinansial yang bertujuan meningkatkan
kekuatan ekonomi dan sosial perempuan dengan pinjaman
kecil untuk usaha produktif. Penguatan kapasitas ekonomi
perempuan ditujukan untuk meningkatkan status mereka
dalam rumah tangga sehingga bisa mengurangi kekerasan
seksual, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu penyebab kekerasan seksual terhadap
perempuan adalah norma gender dan konstruksi sosial tentang
maskulinitas yang menekankan dominasi, kontrol dan agresi
terhadap perempuan. Strategi melibatkan komunitas laki-laki
menjadi agen perubahan menjadi cara mencegah kekerasan
dari sumbernya. Intervensi komunitas ini bisa dilakukan
dengan menjadikan laki-laki sebagai pendidik sebaya (peer
educator) ke sesama teman laki-laki untuk membangun empati
terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Jika hanya
perempuan yang terlibat dalam kampanye anti kekerasan
seksual, seringkali akan muncul resistensi dari kelompok laki-
laki. Dengan melibatkan laki-laki sebagai peer educator akan
mengurangi persepsi bahwa gerakan ini “anti laki-laki”, justru
sebaliknya mendorong laki-laki menjadi pembela hak-hak
perempuan, menolak budaya kekerasan seksual dan mencegah
terjadinya kekerasan seksual di sekitarnya.
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c. Intervensi Melalui Media

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan
seksual dapat dilakukan melalui intervensi media untuk
meningkatkan pengetahuan dan  mempengaruhi sikap
masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender. Media
memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini publik.
Berbagai media —cetak maupun digital- dapat digunakan untuk
membangun kesadaran publik tentang dampak sosial ekonomi
kekerasan seksual, menentang norma gender, dan mendorong
penegakan hukum anti-kekerasan. Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
pasal 85 secara tegas menyebutkan tentang partisipasi
masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual dapat
dilakukan melalui membudayakan literasi tentang TPKS ke
semua lapisan masyarakat dan mensosialisasikan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang TPKS.
Kampanye melalui media cetak, media elektronik dan digital
menjadi strategi yang efektif dalam membangun kesadaran
publik dan mendukung perubahan dalam jangka panjang.

Inti strategi pencegahan kekerasan berbasis komunitas
adalah memberdayakan perempuan dan melibatkan laki-laki
secara aktif sebagai mitra dalam menolak kekerasan dan
mempromosikan maskulinitas sehat, membangun kesadaran
masyarakat luas melalui media dan kampanye publik, serta
menata ulang ekosistem sekolah untuk menanamkan nilai
kesetaraan sejak dini. Keberhasilan intervensi komunitas
terletak pada peran serta berbagai pihak dan pendekatan yang
menggabungkan perubahan individu dan transformasi
struktural secara berkelanjutan.
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D. PARTISIPASI KELUARGA DALAM
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Dalam membahas peran keluarga dalam pencegahan
kekerasan seksual, penting untuk memperjelas pengertian
keluarga dan orang tua. Whatley (1988) mendefinisikan
keluarga sebagai setiap susunan orang dewasa dan anak-anak
yang tinggal bersama dalam hubungan pengasuhan. Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban merumuskan keluarga adalah orang yang mempunyai
hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan
garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang
mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi
tanggungan Saksi dan/atau Korban. Adapun istilah orang tua
menurut Whatley (1988) mencakup setiap orang dewasa yang
memiliki tanggung jawab pengasuhan terhadap anak,
termasuk pasangan orang tua kandung yang tinggal bersama.

Orang tua mempunyai peran strategis dalam pencegahan
kekerasan seksual, terutama kekerasan terhadap anak. Hal ini
disebabkan karena orang tua adalah pihak yang paling dekat
dan paling mungkin menjadi tempat anak mencari
perlindungan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran orang
tua tentang isu kekerasan menjadi bagian penting dari upaya
pencegahan. Finkelhor (dalam Whatley, 1988) mengidentifikasi
tiga manfaat dari pendidikan pencegahan yang ditujukan pada
orang tua. Pertama, jika orang tua belajar untuk mendidik anak
mereka sendiri, pengulangan informasi dari sumber yang
dipercaya bisa lebih efektif daripada pengalaman belajar di
ruang kelas. Kedua, dengan mengenali tanda-tanda kekerasan,
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orang tua dapat lebih cepat mendeteksi ketika kekerasan
terjadi. Ketiga, orang tua dapat merespon yang lebih suportif
ketika anak mengungkapkan pengalaman kekerasan. Finkelhor
juga menyatakan program pendidikan bagi orang tua juga bisa
mengurangi kemungkinan orang dewasa menjadi pelaku
kekerasan.

Adam dan Fay (dalam Whatley,1988) menyatakan
komunikasi langsung antara orang tua dan anak dapat
mencegah kekerasan seksual dengan syarat orang tua perlu
memiliki informasi yang tepat agar mereka dapat mengenali
tanda-tanda kekerasan, mampu menjawab pertanyaan anak
secara tepat, meluruskan mispersepsi anak, dan tidak
menyampaikan informasi yang tidak benar. UU tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual Pasal 85 menyebutkan peran serta
keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual dapat
dilakukan dengan menguatkan edukasi dalam keluarga, baik
aspek moral, etika, agama, maupun budaya; membangun
komunikasi yang berkualitas antar anggota keluarga;
membangun ikatan emosional antar anggota keluarga;
menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga
sehingga terbangun karakter pelindung; menjaga dan
mencegah anggota keluarga dari pengaruh pornografi dan
akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi;
dan menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif
lingkungan dan pergaulan bebas.

Pada intinya, pencegahan kekerasan seksual berbasis
komunitas menegaskan urgensi pencegahan primer sebagai
langkah kunci dalam memutus rantai kekerasan. Oleh karena

itu, seluruh pemangku kepentingan termasuk pembuat
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kebijakan, peneliti, fasilitator, penyandang dana dan organisasi
non pemerintah perlu memprioritaskan pelaksanaan
pencegahan primer melalui berbagai jalur, seperti intervensi di
tingkat komunitas, integrasi program di sekolah, dan melalui
pemanfaatan media. Pendekatan partisipatif dalam upaya
mengubah perilaku masyarakat melalui promosi kesetaraan
gender juga menjadi elemen penting pencegahan kekerasan
seksual berbasis gender. Selain itu, penting untuk
mengembangkan intervensi yang menyasar akar penyebab
kekerasan seperti kemiskinan, keterbatasan akses informasi
dan pendidikan, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi
perempuan. Upaya pencegahan juga perlu diperkuat dengan
pola pengasuhan keluarga yang sehat serta pengarusutamaan
maskulitas yang adil dan setara gender.
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BUDAYA DAN KOMUNIKASI
ASERTIF DALAM PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL

A. PENGARUH BUDAYA TERHADAP PERSEPSI
SEKSUALITAS

udaya memainkan peran besar dalam membentuk cara
B pandang masyarakat terhadap seksualitas. Apa yang

dianggap “biasa”, “tabu”, atau “boleh” sangat
ditentukan oleh nilai, norma, dan keyakinan yang hidup dalam
budaya itu sendiri. Sebelum membahas lebih jauh soal
bagaimana budaya mempengaruhi persepsi tentang
seksualitas, penting untuk memahami dulu: apa itu budaya?
Secara sederhana, budaya bisa dimaknai sebagai hasil dari akal
dan budi manusia. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku
yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari (Tasmuji,

Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas | 89



2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) menyebutkan,
budaya adalah gabungan dari pikiran, akal, budi, dan hasilnya.
Sementara "membudayakan" berarti membiasakan atau
mendidik agar suatu hal menjadi bagian dari kehidupan yang
bernilai.

Dalam bahasa Sanskerta, kata budaya berasal dari akar
kata “budh” yang berarti akal atau kesadaran. Dari sinilah
muncul istilah “budhi” yang secara garis besar dapat diartikan
sebagai hasil dari pemikiran manusia (Widyosiswoyo, 2009).
Pendapat lain menyebut bahwa budaya adalah bagian dari
lingkungan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri (Elly,
2012). Dengan kata lain, budaya tidak turun dari langit, ia
dibentuk, diwariskan, dan berkembang bersama manusia yang
menjalaninya. Dalam kehidupan saat ini, budaya masih tetap
menjadi salah satu faktor dalam membentuk persepsi
masyarakat terhadap seksualitas. Baik secara sadar maupun
tidak, setiap individu dipengaruhi oleh norma, nilai,

kepercayaan, serta tradisi yang diwariskan turun-temurun.

Seksualitas merupakan bagian dari proses sosial dan
budaya yang membentuk arah dan ekspresi hasrat manusia. Ia
tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai
aspek kehidupan, seperti kondisi biologis, psikologis,
lingkungan sosial, ekonomi-politik, serta nilai-nilai agama dan
spiritual. Seksualitas juga memiliki sisi positif, karena berkaitan
erat dengan identitas pribadi seseorang dan bagaimana ia
bersikap jujur terhadap dirinya sendiri (Rasyidillah, 2017).
Pengetahuan tentang seks ternyata punya pengaruh besar
terhadap bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam
hal seksualitas. Sebuah studi yang dilakukan oleh Supriyanto
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(2023) mengungkapkan bahwa dari 99 responden dengan
tingkat pengetahuan rendah, ada 6 remaja yang menunjukkan
perilaku seksual berisiko. Ini menunjukkan bahwa minimnya
pemahaman remaja soal seks berdampak pada sikap dan
tindakan mereka, khususnya dalam hal pencegahan yang pada
akhirnya bisa berujung pada perilaku seksual yang berisiko.
Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Misrina dan
Safira (2020) yang dilakukan di SMA Negeri 2 Meureudu, Pidie
Jaya. Mereka menemukan bahwa ada hubungan yang
signifikan antara tingkat pengetahuan siswi tentang seks
dengan kecenderungan melakukan perilaku seksual pranikah.
Artinya, semakin rendah pengetahuan, semakin tinggi pula
risiko yang dihadapi.

Membahas persepsi seksualitas, perempuan selalu
menjadi pembahasan kontroversial dan menarik. Ambil contoh
dunia periklanan, sejak dulu hingga sekarang, isu seksualitas
kerap digunakan, meskipun di masyarakat sendiri pembahasan
soal seksualitas masih dianggap tabu dan enggan dibicarakan
secara terbuka. Padahal, seksualitas adalah bagian penting
dalam hidup manusia. Ia mencakup berbagai hal seperti jenis
kelamin, orientasi seksual, identitas dan peran gender, hingga
persoalan reproduksi, keintiman, dan kenikmatan erotis (Lee,
2011). Dalam konteks industri iklan dan komoditas, nilai tubuh
perempuan dibentuk melalui aspek-aspek seperti penampilan
tisik, cara bersikap, hingga bagaimana tubuh itu bergerak dan
beraktivitas. Dalam masyarakat patriarkal, tubuh perempuan
sering kali digambarkan sebagai sosok yang lemah, penurut,
dan terikat pada aturan-aturan sosial yang membatasi,
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menciptakan simbol-simbol tertentu yang melekat padanya
(Lestari, 2019).

Dalam dunia fashion, sosok perempuan yang dianggap
ideal sejak lama digambarkan sebagai wanita bertubuh
langsing, tinggi semampai, berkulit cerah, berambut pirang
atau panjang, serta memiliki wajah mulus, simetris, dan nyaris
tanpa cela (Sebayang, 2017). Namun, ketika membahas konsep
perempuan ideal dalam konteks seksualitas, yang dibicarakan
bukan hanya bentuk fisik. Seksualitas juga mencakup cara
seseorang berjalan, duduk, berbicara, berpakaian, dan
berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Seksualitas
menyentuh ranah sosial yang turut membentuk sifat, perilaku,
dan karakter masing-masing jenis kelamin. Artinya, apa yang
dianggap “ideal” bukan hanya hasil dari pilihan pribadi, tapi
juga konstruksi sosial yang terus dibentuk oleh norma dan
ekspektasi masyarakat (Rochimah, 2018).

Menurut Melliana (2006), seksualitas perempuan dapat
dibagi ke dalam tiga dimensi utama: seksualitas reproduktif,
gender, dan erotis. Pertama, seksualitas reproduktif berkaitan
erat dengan aspek biologis dan fungsi tubuh dalam hal
reproduksi. Ini mencakup pemahaman tentang organ tubuh,
siklus menstruasi, kehamilan, serta sikap terhadap berbagai
perilaku yang berkaitan dengan kesuburan. Dalam ranah ini,
isu seperti penggunaan kontrasepsi, program keluarga
berencana, hingga aborsi juga termasuk di dalamnya. Kedua,
seksualitas gender lebih menyoroti bagaimana peran sosial
perempuan dan laki-laki dibentuk oleh konstruksi masyarakat.
Di sini, seksualitas bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal pola
perilaku,  kebutuhan  sosial, dan cara seseorang
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mengekspresikan diri sebagai laki-laki atau perempuan.
Hubungan antara pria dan wanita pun tidak selalu dilihat dari
sisi biologis atau erotis, tapi dari interaksi sosial yang kompleks
dan inilah yang menjadi fokus banyak kajian ilmiah dalam
konteks seksualitas gender. Ketiga, seksualitas erotis
berhubungan dengan kenikmatan fisik dan sensasi tubuh yang
bisa muncul dari sikap, tindakan, atau hubungan dengan orang
lain. Seksualitas ini menyentuh sisi sensualitas, yakni
pengalaman tubuh yang mampu membangkitkan kesenangan,
baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang menyaksikannya
(Lichtenberg, 2008). Sensualitas bisa muncul dari imajinasi,
fantasi, atau dari respons fisiologis tubuh terhadap rangsangan
yang bersifat erotis.

Banyak perusahaan, baik skala nasional maupun
internasional, memanfaatkan unsur seksualitas dalam iklan
untuk menarik perhatian publik. Beberapa merek terkenal
bahkan menjadikannya sebagai strategi utama. Misalnya, Carl’s
Jr pernah menampilkan model yang menyantap burger dengan
gaya sensual dan menggoda. GoDaddy dikenal dengan iklannya
yang menampilkan perempuan berpenampilan seksi. Axe,
sebuah merek produk pria, kerap menghadirkan citra laki-laki
penuh daya tarik seksual yang digambarkan mampu menarik
perhatian perempuan. American Apparel menayangkan model
perempuan dalam pose yang provokatif, dan Dolce & Gabbana
bahkan menampilkan wunsur sensualitas ekstrem yang
mendekati pornografi dalam kampanye iklannya.

Fenomena ini menunjukkan kecenderungan media
dalam menjadikan tubuh sebagai objek. Dalam banyak iklan,
tubuh perempuan diposisikan sebagai alat jual bukan hanya
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untuk menjual produk, tapi juga menjual citra tertentu (Astuti,
2016). Media kerap menilai perempuan berdasarkan seberapa
layak ia “dijual” secara visual (Lestari, 2017). Iklan secara tidak
langsung membentuk persepsi tentang perempuan:
“bagaimana mereka seharusnya terlihat, bersikap, dan dinilai”.
Dalam konteks ini, hubungan antara media dan perempuan
menjadi tak terpisahkan, karena media mereproduksi stereotip
dan citra perempuan yang dieksploitasi sebagai komoditas
(Lestari, 2017).

Contoh lain yang cukup mencolok dapat dilihat dari
bagaimana model perempuan ditampilkan dalam produk yang
menyasar anak-anak. Fokusnya sering kali hanya pada aspek
keindahan fisik, penampilan tubuh yang anggun, cantik, dan
menarik secara visual. Gambaran seperti ini secara tidak
langsung membentuk identitas seksualitas yang menjadi
bagian dari budaya populer.

Budaya populer sendiri banyak dibahas dalam berbagai
bentuk tulisan mulai dari buku, artikel, hingga media massa
seperti majalah dan surat kabar. Di dalamnya, kita bisa
menemukan pembahasan tentang budaya sekolah, organisasi,
daerah, hingga isu-isu seperti orientasi seksual, politik, dan
etnisitas (Aprilia, 2005). Dalam konteks ini, perubahan sosial
dan budaya turut memengaruhi bagaimana perusahaan
merancang iklannya. Perubahan ini tidak terjadi secara instan.
Ini berlangsung secara bertahap dan penuh dinamika,
dipengaruhi oleh banyak factor, mulai dari kemajuan
teknologi, pergeseran nilai dan norma sosial, hingga peran
besar media massa dalam membentuk cara pandang
masyarakat terhadap seksualitas itu sendiri.
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Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
seksualitas berkaitan erat dengan identitas diri, orientasi, dan
cara seseorang mengekspresikan dirinya secara seksual. Salah
satu contoh yang menarik yang membahas bagaimana
perubahan budaya ikut mempengaruhi cara iklan pakaian
dalam merepresentasikan seksualitas.

Pada era 1950-an hingga 1960-an, iklan pakaian dalam
masih cenderung halus dan sopan, lebih fokus pada citra
kecantikan dan juga keanggunan perempuan tanpa
menonjolkan bagian tubuh secara eksplisit. Namun memasuki
tahun 1980-an, mulai terlihat pergeseran. Tubuh perempuan
ditampilkan lebih berani, dengan kesan erotis yang semakin
kuat. Pada 1990-an, tren ini makin menjadi: iklan-iklan mulai
menampilkan model yang nyaris telanjang, dengan pose yang
sangat seksual dan kontroversial. Meski begitu, sejak tahun
2000-an, ada upaya untuk kembali menghadirkan seksualitas
dalam balutan yang lebih estetis dan elegan. Sesuai dengan
nilai-nilai baru yang berkembang di tengah masyarakat.
Perubahan gaya ini menunjukkan bahwa iklan pun ikut
menyesuaikan diri demi tetap relevan dan menarik minat

konsumen.

Salah satu merek yang menonjol dalam perjalanan ini
adalah Calvin Klein Underwear. Merek ini dikenal luas lewat
desainnya yang simpel, elegan, dan nyaman. Namun lebih dari
itu, Calvin Klein juga terkenal karena iklan-iklannya yang
sensual dan menggugah. Banyak selebritas dunia pernah
tampil dalam kampanye mereka. Menurut laporan Evans
(2016), seksualitas dan Calvin Klein adalah dua hal yang sejak
lama berjalan berdampingan. Bahkan sejak awal

Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas | 95



kemunculannya hampir empat dekade lalu, iklannya menuai
kontroversi. Perjalanan representasi seksualitas dalam iklan
Calvin Klein Underwear bisa dibagi ke dalam tiga periode: era
1990-an, 2000-an, dan 2010-an (lihat gambar 1).

re

CalvinKlen
Periode 1990-an Periode 2000-an
-
g—
#

CALVIN KLEIN CALVIN KLEIN CALVIN KLEIN
Periode 2010-an
Gambar 1. Periode Iklan Calvin Klein
Sumber: Hartono, Kelvin Nicholas (2024)

Jika dilihat dari sisi seksualitas, iklan-iklan Calvin Klein
Underwear telah mengalami perubahan signifikan dari era ke
era. Pada awalnya, merek ini dikenal dengan tampilan model-
model bertubuh kurus dan atletis, sebuah gambaran tubuh
ideal versi industri fashion saat itu. Namun seiring waktu,
Calvin Klein mulai berinovasi. Kini mereka lebih inklusif
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dengan menampilkan model dari berbagai latar belakang,
bentuk tubuh, dan identitas, mencerminkan keberagaman yang
lebih luas dalam memahami seksualitas.

B. NORMA DAN NILAI BUDAYA

Nilai dan norma adalah dua hal yang saling berkaitan
dan punya peran penting dalam menciptakan keteraturan
dalam kehidupan bermasyarakat (Ruman, 2009). Nilai bisa
dipahami sebagai ukuran, keyakinan, atau anggapan yang
dipercaya dan dianut oleh banyak orang dalam suatu
kelompok sosial. Nilai menjadi semacam standar yang kita
pakai untuk menilai apakah sesuatu itu dianggap baik, benar,

pantas, atau tidak.

Nilai diartikan sebagai sesuatu yang penting dan berguna
bagi kemanusiaan, sesuatu yang membuat manusia menjadi
lebih sempurna sesuai dengan hakikatnya. Misalnya, nilai etik
seperti kejujuran dianggap penting karena menyangkut moral
dan membedakan antara yang benar dan salah di mata
Masyarakat (Rokhim, 2024).

Kata "nilai" berasal dari bahasa Latin vale’re, yang berarti
berguna, memiliki daya, atau mampu berlaku. Dari makna
dasar tersebut, nilai kemudian dipahami sebagai sesuatu yang
dianggap baik, bermanfaat, dan benar menurut pandangan
individu maupun kelompok. (Marzuki, 2022). Menurut Sidi
Gazalba, nilai dipandang sebagai sesuatu yang bersifat abstrak
dan ideal. Nilai bukanlah benda nyata atau fakta yang bisa
dibuktikan secara empiris, melainkan merupakan hasil dari
penghayatan sebuah bentuk kesadaran tentang apa yang
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diinginkan atau tidak diinginkan oleh seseorang atau
masyarakat (Chabib Thoha, 1999).

Filsuf Max Scheler berpendapat bahwa nilai adalah
kualitas yang tidak bergantung pada benda fisik. Artinya,
benda atau tindakan menjadi bernilai bukan karena bentuk
fisiknya, tapi karena makna yang kita berikan padanya. Nilai
tidak berasal dari dunia nyata secara langsung, tapi hadir
sebagai kualitas yang bersifat apriori yang ada sebelum
pengalaman dan tidak selalu bergantung pada reaksi kita. Nilai
bisa melekat pada segala hal, mulai dari lukisan, patung,
tindakan manusia, hingga cara kita meresponsnya (Frondizi,
2001).

Dalam Encyclopedia of Philosophy, pembahasan tentang
aksiologi cabang filsafat yang mempelajari nilai mengarah pada
konsep value and valuation, atau nilai dan penilaian. Secara
umum, ada tiga bentuk pemaknaan nilai.

Pertama, nilai sebagai kata benda abstrak, yaitu konsep-
konsep seperti "baik", "indah", "benar", atau "suci". Nilai dalam
bentuk ini mencakup berbagai hal yang dianggap mulia atau
bermakna secara moral dan estetis. Kedua, nilai sebagai kata
benda konkret. Dalam konteks ini, nilai merujuk pada sesuatu
yang memang dianggap bernilai, seperti ketika kita
mengatakan "nilai dia tinggi" atau "sistem nilai keluarga".
Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai jika dinilai positif atau
berharga dalam pandangan sosial maupun pribadi—
berlawanan dengan sesuatu yang dianggap tidak layak atau
tidak bernilai. Ketiga, nilai sebagai kata kerja, seperti dalam
kalimat "menilai", "memberi nilai", atau "dinilai". Dalam
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pengertian ini, nilai berkaitan dengan proses evaluasi,
menimbang apakah sesuatu itu pantas, layak, atau sesuai
standar tertentu. John Dewey, seorang filsuf Amerika,
membedakan antara "menilai" dalam arti menghargai dan
"mengevaluasi" dalam konteks pengambilan keputusan
berdasarkan penilaian itu.

Menurut Amril Mansur (2006), meski sangat sulit untuk
mendefinisikan nilai secara mutlak, kita dapat memahaminya
sebagai sesuatu yang menarik, dicari, diinginkan,
menyenangkan, dan disukai selalu dalam makna yang positif.
Dengan kata lain, nilai adalah ide atau konsep yang dianggap
penting dalam hidup seseorang, dan sering kali menjadi bagian
dalam bersikap atau berperilaku. Bagi seseorang, nilai adalah
alasan mengapa ia memilih melakukan sesuatu dan
menganggapnya penting.

Sementara itu, berbicara tentang norma budaya, teori
Cultural Norms yang dikemukakan oleh Melvin De Fleur (2022)
menyatakan jika media tidak hanya memengaruhi individu
secara langsung, tetapi juga membentuk budaya, pengetahuan,
nilai-nilai, dan norma yang berlaku di tengah masyarakat.
Semua unsur ini kemudian membentuk gambaran, ide, dan
penilaian yang memengaruhi cara seseorang bersikap dan
bertingkah laku. Menurut teori ini, ada tiga peran media massa
dalam kaitannya dengan norma budaya. Pertama, media
berperan dalam memperkuat pola budaya yang sudah ada di
masyarakat. Kedua, media juga bisa menciptakan pola budaya
baru selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang
telah berlaku. Dan ketiga, media bahkan bisa mengubah
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norma-norma budaya yang ada, sehingga perilaku individu
dalam masyarakat ikut berubah secara menyeluruh.

Dalam teori ini, dijelaskan bahwa media massa memiliki
pengaruh besar dalam membentuk pandangan seseorang
terhadap perilaku seksual. Melalui tayangan, pemberitaan,
atau konten yang disajikan, media sering kali secara sadar
maupun tidak menyampaikan gambaran tentang perilaku
mana yang dianggap wajar, diterima, atau bahkan ditolak oleh
masyarakat. Tanpa disadari, individu-individu kemudian
menyerap pandangan tersebut dan menjadikannya bagian dari
persepsi pribadi mereka. Dengan kata lain, apa yang
ditampilkan media turut membentuk cara seseorang memaknai
dan menilai perilaku seksual yang mereka lihat atau temui
dalam kehidupan sehari-hari.

Norma memiliki peran penting dalam kehidupan
masyarakat karena berfungsi menjaga keseimbangan,
ketertiban, dan kedamaian bersama. Dengan adanya norma,
kehidupan sosial menjadi lebih aman, tertib, dan tenteram
karena setiap individu tahu batasan dalam bertindak. Norma
mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan nilai-
nilai yang dianut bersama, sekaligus mencegah terjadinya
benturan kepentingan antarindividu maupun kelompok
(Soekanto, 2006).

Selain itu, norma berperan sebagai pedoman yang
membantu masyarakat mencapai tujuan dan kesepakatan
bersama. la menjadi acuan dalam menjalani kehidupan
bermasyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai bagian
dari kelompok sosial. Dalam konteks yang lebih luas, norma
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mengatur tindakan dan tingkah laku manusia, sekaligus
memberikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.
Melalui norma pula, individu terdorong untuk menyesuaikan
diri dengan lingkungan sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakatnya, tercipta harmoni dan keteraturan sosial
(Cialdini, 1990).

Dalam kehidupan bermasyarakat, norma menjadi
pedoman perilaku yang mengikat. Berdasarkan sifatnya,
norma dibedakan menjadi dua jenis yakni: Norma formal adalah
aturan yang disusun secara resmi oleh pihak yang berwenang,
seperti pemerintah atau lembaga/institusi resmi. Norma ini
dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat secara
terstruktur dan juga memastikan tercapainya kesepakatan
bersama yang bersifat mengikat dan legal (Umar, 2024). Contoh
dari norma formal misalnya ketentuan tentang pelestarian
lingkungan hidup yang tercantum dalam Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2008, aturan penataan permukiman dalam
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, serta peraturan
mengenai kependudukan dalam Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2008. Semua peraturan tersebut dicantumkan secara
resmi dalam Lembaran Daerah dan menjadi acuan hukum
dalam mengatur masyarakat. Sementara itu, Norma non-formal
adalah aturan yang hidup dan dijjalankan dalam masyarakat
tanpa diketahui secara pasti siapa yang merumuskannya.
Norma jenis ini umumnya tidak tertulis, namun tetap ditaati
karena sudah menjadi bagian dari kesadaran kolektif dan
kebiasaan sehari-hari. Meskipun tidak bersifat resmi atau
memaksa, norma non-formal dijalankan karena dianggap
penting untuk menjaga keharmonisan sosial. Contohnya bisa
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dilihat dalam aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan
keluarga, seperti cara bersikap di depan umum, sopan santun
saat makan atau minum, aturan berpakaian, hingga cara
menerima tamu. Semua itu terbentuk melalui kebiasaan dan
diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari nilai
budaya masyarakat.

Secara umum, norma dapat dikelompokkan ke dalam
empat jenis yang masing-masing memiliki fungsi dan
karakteristik berbeda (Mardian, 2024) yakni: Norma agama
merupakan aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang
Maha Esa dan dijalankan oleh pemeluk agama sesuai kitab suci
masing-masing. Norma ini bersifat dogmatis, artinya tidak
boleh diubah atau dikurangi. Sanksi atas pelanggaran norma
agama tidak selalu terlihat dalam kehidupan dunia, tetapi
diyakini akan mendapat balasan di akhirat. Di Indonesia yang
memiliki enam agama resmi, masing-masing agama membawa
ajaran, perintah, dan larangan tersendiri, seperti larangan
memakan daging babi dalam Islam, atau pantangan lain yang
berlaku dalam ajaran agama lain.

Selanjutnya, Norma kesusilaan berakar dari hati nurani
individu. Norma ini mendorong seseorang untuk berbuat baik
dan menjauhi tindakan buruk. Ia hidup dalam keseharian,
mengatur perilaku berdasarkan kepantasan dan moralitas.
Ketika seseorang melanggar norma kesusilaan, sanksi yang
dirasakan biasanya berupa rasa bersalah, penyesalan, atau
bahkan pengucilan sosial, seperti dalam kasus menyontek di
sekolah yang tak hanya mendapat hukuman dari institusi
pendidikan, tetapi juga dari lingkungan sosial.
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Norma kesopanan muncul dari kebiasaan, adat istiadat,
dan budaya masyarakat. Norma ini mengatur bagaimana
seseorang bersikap sopan dan menghargai orang lain, terutama
dalam konteks interaksi sosial. Di tengah masyarakat Indonesia
yang kaya akan budaya dan suku, norma kesopanan menjadi
kunci untuk menjaga harmoni. Misalnya, menghormati orang
yang lebih tua, menjaga tutur kata, tidak membuang sampah
sembarangan, atau bersikap santun di ruang publik. Tujuan
dari norma ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang
rukun dan saling menghormati. Terakhir, Norma hukum adalah
aturan yang dibuat oleh lembaga resmi seperti pemerintah dan
dituangkan dalam bentuk undang-undang. Norma ini bersifat
tertulis, tegas, dan memaksa, dengan sanksi yang jelas bagi
pelanggarnya, seperti denda, hukuman penjara, atau bentuk

hukuman lainnya

C. ARTI PENTING KOMUNIKASI ASERTIF

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar yang sangat
penting dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi,
seseorang dapat menyampaikan informasi, mengungkapkan
perasaan, dan membangun hubungan sosial (Sari et al., 2022).
Dalam konteks organisasi, komunikasi yang efektif menjadi
kunci kelancaran operasional dan keberhasilan kerja tim.
Sebaliknya, minimnya komunikasi justru bisa menghambat
kinerja, bahkan menyebabkan kekacauan dalam organisasi

(Irfaniniswan et al., 2024).

Secara umum, komunikasi dipahami sebagai proses
penyampaian pesan atau pernyataan dari satu orang kepada
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orang lain. Pemahaman ini menunjukkan bahwa komunikasi
melibatkan interaksi antarindividu, sehingga sering disebut
sebagai human communication atau komunikasi antar manusia
(Kasim et al., 2021). Meskipun banyak definisi komunikasi
dikemukakan para ahli, pada intinya komunikasi adalah proses
penyampaian pesan yang bertujuan untuk memberi tahu,
memengaruhi, atau mengubah sikap, pandangan, dan perilaku
orang lain. Proses ini bisa berlangsung secara langsung (tatap
muka) maupun tidak langsung (Rajab, 2014).

Tapi dalam praktiknya, tak jarang kita menemukan orang
yang sulit dipahami saat berbicara. Kata-katanya berputar-
putar, tidak jelas arah pembicaraannya, hingga akhirnya
menimbulkan salah paham. Lalu, bagaimana agar apa yang
kita sampaikan bisa mudah dimengerti dan benar-benar
didengar oleh orang lain?

Salah satu jawabannya dengan berkomunikasi secara
asertif. Menurut Burgon dan Huffner (2002), komunikasi asertif
adalah gaya komunikasi dua arah dimana seseorang
menyampaikan pendapat, perasaan, atau keinginannya dengan
tegas dan lugas, tanpa menyakiti atau menyinggung perasaan
orang lain, baik secara langsung maupun tersirat.

Gaya komunikasi ini penting karena menciptakan ruang
dialog yang sehat: kita didengar tanpa harus mengintimidasi,
dan lawan bicara pun merasa dihargai. Komunikasi pun jadi
lebih singkat, jelas, dan efektif. Lantas, mengapa komunikasi
asertif menjadi penting? Karena di tengah dunia yang serba
cepat dan penuh tekanan ini, menyampaikan pesan dengan
jujur namun tetap menghargai orang lain adalah kunci untuk
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membangun hubungan yang kuat baik di lingkungan pribadi
maupun profesional.

Bersikap asertif diyakini sebagai salah satu cara paling
efektif dalam menyelesaikan masalah interpersonal. Pipas dan
Jaradat (2010) menyebutkan bahwa komunikasi asertif
menciptakan ruang dialog yang terbuka, memungkinkan setiap
orang menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan pilihan
mereka dengan cara yang saling menghormati. Sementara itu,
Lange dan Jakuboswski (1976) menegaskan bahwa sikap asertif
melibatkan kemampuan seseorang untuk menyatakan pikiran,
perasaan, dan keyakinannya secara jujur, langsung, dan tepat
tanpa merendahkan atau melanggar hak orang lain.

Keterampilan ini bukan hanya membantu dalam
menghindari kesalahpahaman, tetapi juga memperkuat relasi,
mengurangi stres yang muncul akibat konflik, dan
menciptakan suasana suportif ketika seseorang sedang
menghadapi masa sulit. Perilaku asertif dipandang sebagai
bentuk penghargaan, baik terhadap diri sendiri maupun orang
lain. Dengan sikap ini, seseorang dapat mendorong
keterbukaan, menjaga kendali diri, dan meningkatkan rasa
percaya diri.

Modul Four: How to Behave More Assertively, Fursland dan
Nathan (2008) menguraikan enam pendekatan dalam
komunikasi asertif. Pendekatan pertama disebut basic assertion,
yaitu ketika seseorang menyampaikan kebutuhan, atau
perasaan, dengan jelas. Misalnya saat seseorang berkata, “Saya
belum pernah memikirkan itu sebelumnya, saya butuh waktu
untuk memikirkan idemu.” Ini menunjukkan kejujuran dan
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kesediaan untuk mempertimbangkan pandangan orang lain,
tanpa merasa terpaksa atau ditekan. Pendekatan kedua adalah
empathic assertion, yang menggabungkan pengakuan atas
perasaan atau kebutuhan orang lain dengan penyampaian
keinginan pribadi. Sebagai contoh, seseorang bisa berkata,
“Saya paham bahwa Anda ingin yang terbaik untuk
penyelesaian tugas kelompok kita, tetapi kita sudah
menyelesaikan itu dan tidak memiliki cukup waktu untuk
mengubahnya.” Di sini, empati tetap dihadirkan tanpa
mengorbankan posisi atau batasan diri. Lalu ada consequence
assertion, yang digunakan ketika seseorang melanggar
kesepakatan atau aturan. Dalam situasi seperti ini, seseorang
menyampaikan peringatan disertai konsekuensi logis dari
tindakan tersebut, seperti mengatakan, “Jika Anda dengan
sengaja tidak menghadiri diskusi kita lagi, saya tidak punya
pilihan selain tidak mencantumkan nama Anda dalam tugas
kelompok kita.” Pendekatan ini tetap menjaga komunikasi
yang tegas tanpa harus bersikap agresif. Pendekatan
selanjutnya adalah discrepancy assertion, yang muncul saat
terdapat ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan. Ini
penting untuk mengklasifikasi apakah terjadi kesalahpahaman.
Contohnya, “Sebelumnya kita sudah sepakat untuk
menyelesaikan tugas ini sebelum tanggal 1, tapi mengapa kamu
belum mengerjakannya sampai sekarang? Apakah kamu bisa
menjelaskan alasannya?” Kalimat ini membuka ruang
klarifikasi tanpa menghakimi. Ada pula negative feelings
assertion, yang  digunakan ketika seseorang ingin
menyampaikan rasa kecewa atau marah, tapi tetap dengan cara
yang terkendali dan tidak menyakiti. Misalnya, “Saya sangat
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khawatir karena kamu hilang tanpa kabar. Akan lebih tenang
rasanya bila kamu mengabariku agar aku tahu.” Dengan cara
ini, perasaan negatif tersampaikan, namun tetap dalam bingkai
komunikasi yang sehat dan penuh rasa hormat. Terakhir,
dikenal metode broken record, sebuah strategi di mana seseorang
mengulang pernyataan yang sama secara konsisten untuk
mempertahankan pendiriannya. Misalnya ketika seseorang
diminta meminjamkan uang, dan ia tetap bersikap tegas
dengan berkata, “Maaf, saya tidak bisa. Keadaan ekonomi saya
sedang tidak stabil,” meskipun diminta berulang Kkali.
Mengulang kalimat dengan tenang ini membantu menjaga
ketegasan tanpa harus terlibat dalam debat panjang yang
melelahkan.

Semua bentuk komunikasi asertif ini bertujuan agar
seseorang dapat menyampaikan apa yang dirasakan dan
dipikirkan secara jujur, tanpa mengabaikan perasaan atau hak
orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan sosial,
keterampilan ini menjadi bekal penting dalam membangun
relasi yang sehat, terbuka, dan saling menghargai.

D. KETERAMPILAN KOMUNIKASI ASERTIF
DAN PENOLAKAN SEKSUAL

Berdasarkan survei yang dilakukan Youth Center Pilar
PKBI Jawa Tengah tahun 2010 mengenai perilaku seksual
remaja, ditemukan 79% remaja yang berpacaran pernah
bergandengan tangan, 53% berpelukan, 53% mencium pipi,
35% mencium bibir, 18% mencium leher, 11% melakukan
perabaan pada payudara dan alat kelamin, serta 8% telah
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melakukan hubungan seksual atau intercourse (PILAR PKBI,
2010). Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa pada tahun yang
sama, sebanyak 51% remaja di wilayah Jabodetabek diketahui
telah melakukan hubungan seks pranikah (Antara News, 2013).
Sumber lain menunjukan bahwa remaja di Indonesia masih

sangat minim dalam pengetahuan seksualitas (lihat gambar 2).
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Gambar 2. Persentase Remaja Melakukan Hubungan Seks berdasarkan
Kelompok Umur
Sumber: Setiawati, 2024

Belakangan ini, marak terjadi kasus kehamilan di luar
nikah yang melibatkan remaja. Kondisi ini sering kali berujung
pada pernikahan dini yang sebetulnya belum siap mereka
jalani, baik secara emosional maupun sosial. Fenomena ini
mencerminkan rendahnya kemampuan remaja dalam
menghindari perilaku seks bebas, serta lemahnya pemahaman
dan kontrol diri dalam menghadapi tekanan lingkungan dan
pergaulan (lihat gambar 3 dan 4).
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Pemerintah menetapkan batas usia minimal untuk
menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang
merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Dalam aturan baru ini, usia paling rendah untuk
menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19
tahun. Kebijakan ini hadir sebagai upaya negara untuk
menekan angka pernikahan dini serta melindungi hak-hak

perempuan dari dampak negatif pernikahan di usia muda.

82023 @2024

40%

30%

49,01% [ 4958%
25,08%
20%
10
ﬂ

0% 10-15th 1618 th 19-24 th 25+ th

®

Usia

Gambar 3. Persentase Perempuan Menurut Usia Perkawinan Pertama
Sumber: BPS, 2024
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Gambar 4. Persentase Perempuan Berstatus Pernah Hamil Menurut Umur
Kehamilan Pertama
Sumber: BPS, 2024

Atas data paparan masalah seksualitas di indonesia,
maka keterampilan komunikasi asertif khususnya dalam hal
penolakan seksual sangat penting. Komunikasi asertif
merupakan cara untuk mengatakan "tidak" terhadap ajakan
melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Melalui
kemampuan ini, remaja diharapkan mampu menolak godaan
atau tekanan untuk terlibat dalam perilaku seks bebas. Tak
hanya itu, komunikasi asertif juga membentuk cara
berkomunikasi yang sopan, jelas, dan tetap menghargai
perasaan serta keinginan pribadi, tanpa harus menyakiti orang
lain.

Melihat tingginya paparan remaja terhadap isu-isu
seksual di Indonesia, keterampilan komunikasi asertif terutama
dalam hal penolakan terhadap ajakan seksual menjadi sangat
penting. Komunikasi asertif adalah kemampuan untuk
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menyatakan "tidak" secara tegas terhadap ajakan melakukan
hubungan seksual sebelum menikah. Dengan keterampilan ini,
remaja diharapkan mampu menolak tekanan atau bujukan
untuk terlibat dalam perilaku seks bebas. Selain itu,
komunikasi asertif juga membentuk pola interaksi yang sopan,
jelas, serta menghargai perasaan dan kehendak pribadi, tanpa
menyinggung atau menyakiti pihak lain.

Berikut beberapa langkah komunikatif asertif yang
direkomendasikan dalam komunikasi Asertif untuk Merespon
Pelecehan Seksual UPT LBK UNJ] (2021):

1. Beri peringatan tegas: Katakan langsung kepada pelaku
untuk berhenti, hindari mendekat, dan ungkapkan apa yang
membuatmu merasa tidak nyaman

2. Minta bantuan dari orang di sekitar: Jika situasi terasa
berbahaya, ajak orang lain untuk ikut dan jelaskan apa yang
sedang terjadi

3. Dokumentasikan kejadian jika aman: Pertimbangkan untuk
mengambil foto/video atau meminta saksi
mendokumentasikan, dan catat detail penting seperti lokasi
dan waktu.

4. Tenangkan korban (bila kamu jadi saksi): Yakinkan korban
bahwa apa yang dialami bukan salahnya dan tunjukkan
dukungan emosional

5. Laporkan insiden: Dorong untuk menyampaikan kejadian
ini kepada pihak berwenang atau petugas di lokasi tersebut

6. Dokumentasi lanjutan: Pastikan segala dokumentasi
disetujui korban dan digunakan hanya untuk tujuan resmi,
bukan untuk dipublikasikan secara tak bertanggung jawab.
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7. Tegur pelaku secara sopan: Jika aman, sampaikan bahwa
perilaku pelaku tidak pantas dan minta mereka untuk pergi

Keterampilan komunikasi asertif perlu dilatih secara
berkelanjutan. Di tengah maraknya perilaku seksual yang
menyimpang saat ini, kemampuan ini menjadi aspek penting
yang patut mendapat perhatian serius. Pelatihan komunikasi
asertif merupakan modal dasar yang seharusnya ditanamkan
dalam diri setiap individu, terutama dalam membentuk
perilaku dan membangun relasi sosial yang sehat. Sejalan
dengan itu, beberapa penelitian menunjukkan adanya
hubungan positif antara kemampuan asertif dengan perilaku
seksual pranikah. Rona (2012) menemukan bahwa terdapat
hubungan signifikan antara konsep asertif dengan perilaku
seksual pranikah pada siswa SMA di Malang. Penelitian lain
oleh Rahardjo (2013) juga menunjukkan adanya keterkaitan
antara sikap asertif dan perilaku seksual pranikah pada
mahasiswi di Jakarta.

E. NILAI-NILAI MORAL DAN BUDAYA DALAM
PENCEGAHAN SEKSUAL

Nilai-nilai moral dan budaya memiliki peran yang sangat
penting dalam wupaya pencegahan kekerasan seksual.
Pendidikan moral dan budaya yang kuat dapat membentuk
individu yang sadar akan pentingnya menghormati sesama,
menjaga batasan pribadi, serta menolak segala bentuk
kekerasan. Dalam hal ini, edukasi seksual menjadi bagian
penting dari proses pembelajaran yang sistematis dan
menyeluruh, yang tidak hanya membahas aspek biologis
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seperti anatomi, fisiologi, dan reproduksi, tetapi juga
mencakup relasi interpersonal, kesehatan seksual dan
reproduksi, serta nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam

perilaku seksual.

Di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural,
pendekatan edukasi seksual berbasis nilai-nilai budaya lokal
menjadi sangat strategis. Penelitian yang dilakukan oleh
Nurdin (2020) menunjukkan bahwa dalam konteks lokal,
pembahasan seputar seksualitas kerap dianggap tabu oleh
siswa, orang tua, pendidik, dan masyarakat. Namun, justru
dari nilai-nilai lokal seperti rasa malu, kesopanan, dan
penghormatan terhadap tubuh, kita dapat memperkuat
pemahaman akan pentingnya menjaga integritas tubuh sebagai
bagian dari penghargaan terhadap martabat manusia. Nilai-
nilai ini juga membantu siswa memahami konsep "batas tubuh
pribadi”, pentingnya "persetujuan”, serta menghargai batasan

orang lain.

Di berbagai daerah, nilai-nilai budaya lokal bahkan
memberikan narasi yang kuat dalam perlindungan terhadap
anak-anak dan perempuan. Nilai-nilai tersebut secara
kontekstual dipahami sebagai seruan moral dan etis untuk
menjaga diri dan lingkungan sekitar. Wulandari (2022), dalam
penelitiannya di SDIT Al-Wathoniyah Sumenep, menegaskan
pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan seksual
yang disesuaikan dengan budaya lokal. Pendekatan yang
digunakan mencakup penggunaan bahasa ibu, pemanfaatan
lingkungan sekitar sebagai media belajar, serta penekanan
pada keteladanan guru dan keterlibatan keluarga. Melalui cara
ini, pendidikan seksual tidak disampaikan secara vulgar atau
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umum, melainkan melalui nilai-nilai lokal seperti
penghormatan terhadap diri, menjaga kehormatan, serta
memahami batasan dalam bergaul.

Secara budaya, perempuan kerap ditempatkan dalam
posisi yang inferior dibandingkan laki-laki. Pandangan ini
tidak hanya ditemukan di negara-negara berkembang, tetapi
juga masih melekat di sejumlah negara maju. Salah satu
penyebabnya adalah konstruksi sosial yang mengasumsikan
bahwa laki-laki secara kodrati memiliki kekuatan fisik yang
lebih besar daripada perempuan. Akibat dari konstruksi
semacam ini, tidak jarang kekerasan terhadap perempuan
terjadi, khususnya dalam konteks relasi personal seperti rumah
tangga atau hubungan pasangan. Kekerasan ini menjadi
refleksi dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan
perempuan, yang diperkuat oleh budaya patriarki yang telah

berlangsung secara turun-temurun.

Penelitian Marinda (2022) mengungkap bahwa maraknya
penyimpangan dan kekerasan seksual terhadap perempuan
dan anak disebabkan oleh dua faktor, yakni: Faktor internal
merujuk pada penyebab yang berasal dari dalam diri pelaku.
Salah satu penyebab utamanya adalah tidak adanya moralitas
dalam diri individu. Moral merupakan fondasi penting dalam
kehidupan manusia. Melalui moral, seseorang diajarkan untuk
memperlakukan sesama secara manusiawi, dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, cinta, dan kasih sayang.
Ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual secara
sadar, hal tersebut mencerminkan kerapuhan atau bahkan
ketiadaan moral dalam dirinya. Faktor eksternal antara lain

berkaitan dengan konstruksi budaya yang mendukung
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ketimpangan gender. Dalam banyak masyarakat, anak laki-laki
dibesarkan dengan doktrin untuk menjadi sosok yang kuat,
berani, dan tidak toleran terhadap kelemahan. Pola asuh seperti
ini melanggengkan pemikiran bahwa laki-laki harus dominan
dan perempuan berada di posisi yang lebih rendah. Budaya
patriarki ini diwariskan secara turun-temurun, membentuk
struktur sosial yang menganggap laki-laki lebih superior.
Padahal, secara sosial maupun hukum, laki-laki dan
perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai subjek
hukum yang dilindungi dan dihormati hak-haknya.

Seksualitas perempuan kerap dikendalikan, dibatasi,
bahkan ditundukkan melalui hegemoni sistem patriarki.
Dominasi ini dilestarikan lewat berbagai kanal kekuasaan
seperti agama, hukum, pranata sosial, hingga budaya, yang
secara sadar atau tidak telah menetapkan standar moralitas
berdasarkan perspektif laki-laki. Dalam kerangka tersebut,
laki-laki berperan sebagai pihak yang menentukan apa yang
dianggap baik dan buruk, tidak hanya bagi individu, tetapi
juga bagi kelompok sosial secara luas. Moralitas semacam ini
terus direproduksi untuk melanggengkan kepentingan
dominasi patriarki, dan menjadi kerangka nilai yang

membentuk tatanan masyarakat.

Padahal, seksualitas semestinya dipandang sebagai
bagian dari hak pribadi yang melekat pada setiap individu,
termasuk Perempuan hak atas tubuh dan pikiran mereka
sendiri. Seks tidak seharusnya menjadi ruang penghakiman
moral, melainkan dapat dieksplorasi dan didiskusikan secara
terbuka, mendalam, dan setara, sebagai bagian dari pengakuan
atas otonomi dan martabat manusia.
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STRATEGI MEMBUAT MEDIA
KAMPANYE KEKERASAN
SEKSUAL

A. PENGANTAR
D aibes, F. (2017) menyampaikan bahwa kampanye anti

kekerasan seksual memerlukan dukungan yang kuat

dari masyarakat sehingga dalam praktiknya
diperlukan dialog untuk menciptakan perubahan. Sistem ini
memerlukan strategi komunikasi yang baik sehingga
menciptakan peluang baru untuk mengadvokasi penolakan
terhadap tindakan kekerasan seksual. Pemilihan alat
kampanye ini sangat penting bagi audiens yang luas dan
beragam serta tentunya dapat meningkatkan kesadaran secara
nyata bagi berbagai pihak. Buku ini menyajikan 10 langkah
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strategis dalam menyikapi tantangan kampanye kekerasan
seksual di masyarakat.

Pada tahap ini  strategi kampanye  harus
mempertimbangkan target jangkauan audiens serta bagaimana
cara terbaik untuk mengkomunikasikan isu sensitif seperti
kekerasan seksual tanpa memperburuk stigma atau
mempermalukan korban. Menciptakan perubahan perlu
dukungan publik secara menyeluruh dan keyakinan yang
mendalam sehingga publik harus tergerak dan berkomitmen
dalam mewujudkan usulan tersebut. Model komunikasi yang
cocok vyaitu ownership communication model atau model
komunikasi dengan menargetkan kepemilikan dan tindakan
melalui dialog untuk menciptakan perubahan bagi
pendengarnya. Dalam konteks kampanye anti kekerasan
seksual, model ini dapat meyakinkan audiens untuk terlibat
secara aktif memahami bukti dan alasan di balik kampanye.

Kampanye ini memerlukan proses dan tahapan yang
panjang, namun yang paling utama adalah audiens dapat
mengenali dan memahami isu yang sedang dibicarakan. Dalam
tahap ini, perlu paparan terkait ide dan bukti yang jelas terkait
kekerasan seksual sehingga audiens dapat memahami isu
tersebut. Selanjutnya pelibatan audiens dengan memposisikan
mereka sebagai pembuat ide dan memberikan kepemilikan ide
tersebut pada mereka. Setelah itu, biarkan mereka bertindak
sesuai dengan usulan yang mereka kemukakan. Tentunya cara
penyampaiannya harus hati hati tidak hanya informatif namun
juga emosional sehingga memotivasi audiens untuk melakukan
tindakan nyata.
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B. LANGKAH LANGKAH MEMBUAT MEDIA
KAMPANYE

Menurut Daibes, F. (2017) pembuatan media kampanye
dapat dilakukan melalui:

1. Menetapkan Isu

Untuk merancang strategi kampanye anti kekerasan
seksual yang efektif, langkah pertama yang perlu dilakukan
adalah menetapkan isu apa yang menjadi poin utama dalam
pembahasan. Definisi isu ini dapat dijeloaskan secara runtut
dengan dampak yang dihasilkan dari isu tersebut. Kekerasan
seksual sendiri memiliki dampak yang sangat signifikan yang
merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.
Dampak yang paling nyata terjadi yaitu rendahnya partisipasi
ekonomi perempuan karena sering kali korban kekerasan
merasa tidak aman atau terhambat dalam bekerja atau
mengejar pendidikan. Kerugian ini juga berkontribusi pada
penurunan kualitas hidup korban karena mengalami trauma
fisik maupun psikis yang tidak dapat sembuh dalam waktu
singkat.

Selain dampak yang dihasilkan, penting juga untuk
memahami konteks spesifik dimana kekerasan seksual terjadi.
Misalnya kekerasan seksual dapat terjadi di rumah, sekolah,
tempat kerja, atau bahkan penjara. Di rumah kekerasan seksual
bisa terjadi disebabkan orang terdekat seperti saudara atau
anggota keluarga. Sedangkan di sekolah atau di tempat kerja,
kekerasan seksual dapat terjadi disebabkan guru, teman
sebaya, atau bisa juga atasan. Setiap konteks memerlukan
strategi dan pendekatan yang berbeda, karena tiap kondisi
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relasi korban dan pelaku memerlukan penanganan yang
berbeda pula.

Selanjutnya, hal yang perlu dipertimbangkan adalah jenis
pelaku dan korban kekerasan seksual. Pelaku kekerasan
seksual sering kali adalah orang orang yang memiliki
kedekatan emosional atau hubungan kekuasaan dengan
korban, seperti pasangan intim, anggota keluarga, teman
sebaya, atau atasan. Disisi lain, korban memiliki berbagai latar
belakang namun anak anak dan perempuan sering kali menjadi
kelompok paling rentan dalam kasus ini. Pemahaman terkait
peran yang terlibat baik pelaku dan korban membantu
menciptakan pesan yang lebih tepat sasaran dan relevan
dengan situasi yang dialami oleh audiens dengan latar
belakang yang beragam.

Dalam kasus kekerasan seksual, lingkup permasalahan
bisa bersifat lokal, nasional, atau bahkan politis dan sosial.
Secara lokal, isu ini bisa terjadi di dalam komunitas komunitas
tertentu yang mungkin kurang mendapat perhatian dari pihak
yang berwenang. Namun secara nasional, kekerasan seksual
adalah masalah yang melibatkan kebijakan dan pengaturan
hukum, seperti gagalnya pemerintah dalam menerapkan
rencana aksi nasional yang berkaitan dengan gender, atau
perlindungan bagi perempuan dan anak. Dalam masyarakat
sendiri, kekerasan mungkin bisa menjadi hal yang lumrah
sehingga mereka lebih terbiasa atau cenderung menerima yang
menambah tantangan dalam mengubah norma sosial. Untuk
itu, penting dalam memahami ruang lingkup isu agar
kampanye bisa merespon dengan cepat, tepat, dan baik di
tingkat kebijakan, sosial, maupun budaya.
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2. Menetapkan Tujuan

Penetapan tujuan dalam kampanye anti kekerasan
seksual memerlukan pendekatan yang jelas dan terstruktur
agar dapat merespon berbagai aspek yang mempengaruhi
permasalahan ini. Hal pertama yang perlu disiapkan adalah
meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan seksual.
Tujuan ini dapat diukur dari seberapa besar perubahan
persepsi masyarakat mengenai isu kekerasan seksual, termasuk
memahami bentuk bentuk kekerasan seksual yang mungkin
kurang diperhatikan seperti pelecehan di tempat kerja atau
kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencapai tujuan ini
kampanye dapat dilakukan menggunakan media massa, iklan
publik, dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang
membangun pemahaman lebih luas terkait dampak kekerasan
seksual.

Selanjutnya, perlu dorongan untuk memulai perdebatan
publik tentang kekerasan seksual. Diperlukan adanya diskusi
terbuka terkait isu ini agar masyarakat dan orang awam merasa
lebih nyaman membicarakan kekerasan seksual dan
pentingnya menyadari peran setiap individu dalam
mencegahnya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan seminar,
forum, atau diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak,
termasuk korban, aktivis, pembuat kebijakan, dan tokoh
masyarakat. Output dari kampanye ini harus mengubah
persepsi tertentu yang memperkuat masalah ini, sehingga
dapat mendekonstruksi nilai nilai yang dianggap normal. Cara
penyampaian kampanye ini dapat dilakukan dengan
menggunakan cerita cerita pribadi korban atau pelibatan tokoh
publik dengan pandangan yang sudah mapan.
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Tujuan ini harus sejalan dengan perspektif korban yaitu
meningkatkan akses mereka terhadap dukungan dan sumber
daya. Kampanye harus memastikan bahwa korban kekerasan
seksual memiliki informasi yang cukup mengenai hak hak
mereka dan akses ke layanan pendukung seperti konseling,
perlindungan hukum, dan tempat berlindung. Hal ini
bertujuan untuk mengurangi hambatan yang dihadapi korban
dalam mencari bantuan dan mengatasi stigma yang sering kali
melekat pada mereka. Di sisi lain, untuk pelaku, kampanye
juga harus bertujuan untuk mengubah perilaku negatif dan
pola pikir yang mendukung kekerasan seksual. Semua itu
dapat dicapai dengan memfokuskan pada pendidikan untuk
pelaku  potensial, memberikan pemahaman tentang
konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan mereka, serta
mengedukasi mereka tentang pentingnya kesetaraan gender
dalam hubungan interpersonal.

Di tingkat yang lebih sistemik, kampanye dapat berfokus
pada memasukkan isu kekerasan seksual ke dalam agenda
pemerintah. Hal ini berarti memobilisasi masyarakat dan
pemangku kepentingan untuk meminta kebijakan yang lebih
baik dalam melindungi korban kekerasan seksual. Kampanye
dapat bertujuan untuk mengadopsi dan menerapkan
rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap korban
kekerasan seksual, termasuk pengesahan hukum yang lebih
ketat dan penyediaan layanan dukungan yang lebih baik. Salah
satu tujuan penting adalah untuk mengembangkan kebijakan
yang adil gender yang melindungi korban kekerasan seksual
dan memperkuat perlindungan hukum, serta menghentikan
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kebijakan diskriminatif gender yang mungkin ada di beberapa
wilayah atau lembaga.

3. Menetapkan Waktu yang Tepat

Dalam merancang kampanye anti kekerasan seksual,
waktu peluncuran adalah faktor penting yang dapat
menentukan sejauh mana kampanye tersebut dapat
menjangkau audiens dan efektif dalam mempengaruhi
perubahan. Terdapat beberapa momen kunci di mana waktu
yang tepat untuk meluncurkan kampanye anti kekerasan
seksual. Salah satu momen penting adalah ketika media atau
publikasi menyoroti isu ini. Jika ada liputan media yang
signifikan mengenai kasus kekerasan seksual tertentu atau tren
yang lebih luas, hal ini dapat menarik perhatian publik dan
membuat isu ini lebih relevan. Memanfaatkan momen seperti
ini dapat memperkuat dampak kampanye, karena media telah
membuat isu ini lebih terlihat dan lebih diperbincangkan.

Pertimbangan penting lainnya adalah ketika jumlah
orang yang terpengaruh mencapai massa kritis. Jika statistik
atau kasus yang menonjol menunjukkan bahwa kekerasan
seksual mempengaruhi sebagian besar populasi, hal ini
menciptakan rasa urgensi. Massa kritis ini bisa memobilisasi
lebih banyak orang untuk bertindak dan mendesak perubahan.
Misalnya, jika laporan atau survei menunjukkan lonjakan
insiden kekerasan seksual di area tertentu atau di kalangan
populasi tertentu, ini bisa menjadi sinyal waktu yang tepat
untuk meminta respons masyarakat yang lebih luas. Kesadaran
publik biasanya meningkat ketika orang mulai menyadari
seberapa besar dampak masalah ini.
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Waktu politik juga memainkan peran penting. Jika ada
peluang politik, seperti pemilu yang akan datang atau sesi
legislatif, ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mendorong
perubahan kebijakan. Politikus dan pejabat pemerintah
mungkin lebih terbuka terhadap proposal atau inisiatif baru
ketika ada tekanan publik menjelang peristiwa politik. Selain
itu, tanggal-tanggal tertentu seperti hari internasional untuk
penghapusan kekerasan terhadap perempuan atau pelecehan
seksual dapat menjadi platform yang baik untuk menyatukan
upaya dan membawa bersama-sama aktivis gender dan
organisasi dalam dorongan yang seragam untuk perubahan.
Tanggal-tanggal ini sering kali sudah menarik perhatian
publik, sehingga memberikan kesempatan berharga untuk
meluncurkan kampanye dan menciptakan momentum.

Namun, perlu ditekankan bahwa jika waktu yang tepat
tidak ditemukan, lebih baik untuk menunggu dan membangun
kasus yang lebih baik untuk kampanye tersebut. Jika tidak
dapat menemukan waktu yang tepat untuk meluncurkan
kampanye, menunggu dan mempersiapkan pesan yang lebih
kuat serta memperkuat basis dukungan dapat memastikan
kampanye diluncurkan pada waktu yang optimal. Dengan
menunggu waktu yang tepat, kampanye memiliki kesempatan
terbaik untuk sukses dan dapat memberikan dampak yang
lebih besar ketika diluncurkan pada momen yang paling
menguntungkan.

4. Mengembangkan Profil Audiens

Langkah keempat dalam merancang kampanye anti
kekerasan seksual adalah mengembangkan profil audiens yang
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mendalam. Profil audiens ini sangat penting karena kampanye
yang efektif harus bisa berbicara langsung kepada audiens yang
tepat dengan pesan yang relevan dan dapat dipahami. Dalam
konteks kekerasan seksual, audiens yang menjadi target bisa
sangat bervariasi, mulai dari korban kekerasan seksual, pelaku,
hingga masyarakat umum yang perlu dibangkitkan
kesadarannya. Oleh karena itu, memahami audiens adalah
langkah pertama yang penting untuk menciptakan pesan yang
tepat sasaran.

Pertama, penting untuk memahami latar belakang dan
demografi audiens. Audiens dapat dibedakan berdasarkan
faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan,
dan lokasi geografis. Misalnya, kampanye untuk mendidik
remaja tentang bahaya kekerasan seksual dan bagaimana
mengenali pelecehan mungkin memerlukan pendekatan yang
berbeda dibandingkan dengan kampanye yang ditujukan
kepada pekerja profesional di tempat kerja. Mengetahui
audiens juga membantu memilih alat komunikasi yang tepat,
apakah itu melalui media sosial, seminar, atau workshop.

Selanjutnya, kampanye harus memahami persepsi dan
sikap audiens terhadap kekerasan seksual. Sebagian besar
masyarakat mungkin memiliki pandangan yang sudah mapan
tentang kekerasan seksual, seperti menganggap bahwa
kekerasan seksual hanya terjadi di luar hubungan atau
menyalahkan korban. Oleh karena itu, kampanye perlu
mendalami keyakinan yang ada dalam audiens, untuk
kemudian menyusun pesan yang dapat menggugah atau
mengubah persepsi tersebut. Misalnya, untuk audiens yang
percaya bahwa kekerasan seksual adalah bagian dari
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kehidupan sehari-hari perempuan, kampanye dapat
mengedukasi mereka tentang fakta bahwa kekerasan seksual
adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat

diterima dalam kondisi apapun.

Penting juga untuk mempertimbangkan audiens dalam
posisi kekuasaan atau pengaruh, seperti pemangku kebijakan,
manajer di tempat kerja, atau orang tua yang memiliki peran
dalam membentuk budaya dan perilaku masyarakat.
Kampanye yang menyasar audiens seperti ini perlu berbicara
tentang perubahan kebijakan atau mengajak mereka untuk
berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dari
kekerasan seksual. Mengidentifikasi audiens ini juga
memungkinkan kampanye untuk mengajak mereka untuk
mendukung atau mempengaruhi keputusan yang memperkuat
perlindungan korban kekerasan seksual, misalnya dengan
mendorong kebijakan anti pelecehan di tempat kerja atau di
sekolah.

Dengan mengembangkan profil audiens yang tepat,
kampanye anti kekerasan seksual dapat lebih terfokus dan
efektif. Audiens yang tersegmentasi dengan baik akan
menerima pesan yang lebih relevan dengan situasi dan
kebutuhan mereka, serta lebih siap untuk berpartisipasi dalam
perubahan yang diusulkan. Mengidentifikasi siapa yang perlu
diajak bicara dan bagaimana cara terbaik untuk menjangkau
mereka adalah langkah penting untuk memastikan bahwa
kampanye dapat menciptakan dampak yang nyata dalam
mengurangi kekerasan seksual.
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5. Mempertajam Pesan Bagi Audiens

Langkah kelima dalam merancang kampanye anti
kekerasan seksual adalah mempertajam pesan bagi audiens
dengan cara yang efektif dan terukur. Pesan yang disampaikan
harus memenuhi tiga dimensi penting dalam komunikasi yang
efektif. Pertama, pesan harus mudah diakses oleh audiens,
dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah
dipahami di awal kampanye. Pada tahap ini, penyampaian
data sebaiknya bersifat surface level, memberikan gambaran
umum yang dapat dipahami oleh audiens dari berbagai latar
belakang. Seiring berjalannya waktu, pesan harus berkembang
menjadi lebih kompleks dan mendalam, dengan menyajikan
data dan argumen yang lebih rinci untuk menarik perhatian
audiens dan mendorong mereka untuk terus terlibat dalam isu
tersebut. Hal ini akan memperkuat pemahaman audiens dan
mendorong mereka untuk lebih mendalami isu kekerasan
seksual.

Selain itu, pesan yang disampaikan harus dirancang agar
lebih mudah diingat oleh audiens. Dengan menggunakan
bahasa yang sederhana dan menyertakan elemen visual yang
kuat, serta cerita atau testimoni yang relevan, pesan kampanye
akan lebih berkesan dan lebih mudah untuk diingat.
Pendekatan ini memudahkan audiens untuk merefleksikan
kembali pesan kampanye dalam konteks kehidupan sehari-hari
mereka dan membuat mereka lebih cenderung untuk
menyebarkannya ke orang lain, yang memperluas dampak
kampanye itu sendiri.
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Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa pesan
yang diberikan menawarkan solusi praktis dan bermanfaat.
Kampanye harus tidak hanya mengedukasi audiens tentang
keberadaan dan dampak kekerasan seksual, tetapi juga
memberikan cara-cara nyata bagi mereka untuk berkontribusi
pada perubahan, baik itu dengan melaporkan kekerasan,
mendukung korban, atau mengubah perilaku mereka sendiri.
Pesan yang mengandung langkah-langkah praktis ini
memungkinkan audiens merasa bahwa mereka memiliki peran
aktif dalam pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual.

Akhirnya, kampanye harus mampu menyampaikan
penolakan terhadap kekerasan seksual secara tidak langsung,
tanpa menggurui atau menuding audiens. Pendekatan yang
lebih empatik dan persuasif akan lebih efektif dalam mengubah
persepsi dan sikap terhadap kekerasan seksual. Alih-alih
menyalahkan, kampanye harus fokus pada mengubah norma
sosial yang mendukung atau membiarkan kekerasan seksual,
serta menekankan pentingnya kesetaraan dan saling
menghormati dalam hubungan interpersonal. Dengan
menyusun pesan yang memenuhi ketiga dimensi ini,
kampanye anti kekerasan seksual dapat menciptakan dampak
yang lebih besar, mendorong perubahan perilaku, dan
memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya masyarakat
yang lebih aman dan adil.

6. Memilih Alat Komunikasi

Memilih alat komunikasi yang tepat adalah langkah
penting dalam merancang kampanye anti kekerasan seksual.
Berdasarkan gambar yang diunggah, alat komunikasi terbagi
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dalam empat kategori utama: tulisan, lisan, audiovisual, dan
teknologi informasi & komunikasi. Pemilihan alat ini harus
mempertimbangkan audiens yang ingin dijangkau dan pesan
yang akan disampaikan. Sebagai contoh, kampanye yang
bertujuan mengedukasi ahli hukum atau pejabat pemerintah
dapat menggunakan alat seperti presentasi konferensi, rapat
tatap muka, atau materi tulisan yang lebih teknis seperti
laporan dan riset. Alat ini memungkinkan penyampaian pesan
yang lebih mendalam dan berbasis data untuk mendorong
perubahan kebijakan atau hukum terkait kekerasan seksual.

Selain itu, tipe informan yang terlibat dalam kampanye
juga mempengaruhi pemilihan alat komunikasi. Informan
dalam kampanye anti kekerasan seksual bisa berupa korban,
aktivis, ahli hukum, pejabat pemerintah, atau tokoh
masyarakat yang memiliki pengaruh. Setiap tipe informan
membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam hal alat
komunikasi. Misalnya, untuk menjangkau publik umum dan
meningkatkan kesadaran akan kekerasan seksual, alat seperti
media sosial dan video edukasi akan sangat -efektif.
Berdasarkan gambar, alat ini dapat mengedukasi audiens
dengan cara yang mudah diakses, cepat, dan visual. Video
penjelasan animasi atau dokumenter juga bisa digunakan
untuk menggugah perasaan audiens, menceritakan pengalaman
korban, dan mengajak mereka untuk lebih peduli terhadap
masalah ini. Media sosial, seperti Instagram, Facebook, atau X,
memungkinkan kampanye untuk menjangkau audiens yang
lebih luas dan lebih muda, dengan biaya yang lebih rendah
namun dengan efektivitas yang tinggi. Artikel di media massa
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seperti koran atau press release juga dapat membantu
menyebarkan pesan kepada audiens yang lebih umum.

Kampanye berbasis audio visual dapat memanfaatkan
iklan di televisi atau radio untuk menjangkau audiens yang
lebih luas, terutama mereka yang mungkin tidak terjangkau
oleh media digital. Misalnya, kampanye yang mengedukasi
tentang hak-hak korban atau cara melaporkan kekerasan
seksual bisa disiarkan melalui program radio atau berita
televisi yang memiliki audiens besar. Selain itu, alat seperti
poster atau spanduk juga efektif untuk menarik perhatian dan
menyebarkan pesan kepada masyarakat yang lebih luas di
ruang publik. Dengan menggunakan media cetak, kampanye
bisa menjangkau audiens yang lebih luas, seperti yang terlihat
dalam Kkategori untuk general publicc, yang sering
menggunakan alat komunikasi seperti poster, spanduk, atau ¢-
shirt untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya
menghentikan kekerasan seksual.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, tipe
informan, dan karakteristik audiens, kampanye anti kekerasan
seksual dapat disesuaikan dengan lebih baik untuk mencapai
dampak yang maksimal. Dengan anggaran terbatas, kampanye
digital dan media sosial dapat digunakan sebagai sarana utama
karena lebih terjangkau dan dapat menjangkau banyak orang
dalam waktu singkat. Sedangkan, kampanye yang melibatkan
testimoni korban atau aktivis bisa lebih mengandalkan media
berbasis audio visual yang lebih mendalam dan emosional,
seperti video dokumenter atau cerita dalam media sosial. Oleh
karena itu, memilih alat komunikasi yang tepat adalah kunci
untuk memastikan pesan kampanye dapat diterima dan
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dipahami oleh audiens yang relevan, serta mendorong
perubahan yang signifikan.

7. Memilih Pengirim Pesan

Langkah ketujuh dalam merancang kampanye anti
kekerasan seksual adalah memilih pengirim pesan yang tepat.
Pemilihan messenger yang kredibel dan memiliki pengaruh
besar dapat meningkatkan keberhasilan kampanye. Selain
mempertimbangkan reputasi dan keterampilan masing-masing
messenger, penting juga untuk menyesuaikan mereka dengan
audiens yang akan dijangkau. Dalam konteks kampanye anti
kekerasan seksual, messenger bisa berupa korban, aktivis, ahli
hukum, pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat yang
dianggap memiliki kredibilitas tinggi dalam masyarakat.

Korban kekerasan seksual sering kali menjadi pembicara
yang sangat efektif karena pengalaman langsung mereka dapat
membangkitkan empati dan memotivasi audiens untuk
bertindak. Cerita pribadi dari korban dapat membuat masalah
ini lebih terasa nyata dan mendalam bagi audiens. Namun,
selain pengalaman, reputasi korban sebagai seseorang yang
dapat dipercaya dalam menyampaikan cerita mereka juga
sangat penting agar pesan yang dibawa dapat diterima dengan
baik. Penggunaan testimoni korban melalui video, media
sosial, atau kampanye berbasis cerita dapat sangat kuat dalam
meningkatkan kesadaran dan membangkitkan dukungan.

Di sisi lain, aktivis atau tokoh masyarakat yang sudah
dikenal luas seringkali memiliki reputasi yang kuat dan
memiliki pengaruh besar dalam komunitas atau media. Mereka
bisa menjadi messenger yang efektif untuk membawa pesan
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yang lebih luas, termasuk perubahan sosial dan kebijakan.
Tokoh agama atau pemerintah juga dapat berperan besar
dalam memberikan penjelasan tentang aspek hukum atau
moral terkait kekerasan seksual. Oleh karena itu, memilih
messenger yang memiliki keterampilan berbicara di depan
umum, serta kemampuan untuk mempengaruhi opini publik,
sangat penting untuk menyampaikan pesan yang lebih teknis
atau untuk mendorong kebijakan yang mendukung.

Namun, jika mengalami kesulitan dalam menemukan
pembicara yang sempurna, strategi yang efektif adalah
membagi peran messenger secara strategis di antara berbagai
orang berdasarkan kapasitas mereka. Salah satu caranya adalah
melibatkan anggota tim dalam organisasi yang memiliki
keahlian tertentu, atau bekerja dengan mitra tambahan yang
dapat mengisi kekosongan kapasitas yang ada. Misalnya, satu
orang dapat berfokus pada kampanye digital, sementara yang
lain menangani pertunjukan di media massa, atau mungkin
seorang aktivis berpengaruh fokus pada penyuluhan
komunitas. Dengan cara ini, dipastikan bahwa setiap aspek
kampanye mendapat perhatian yang memadai, dan peran
pengirim pesan disesuaikan dengan keahlian dan reputasi

masing-masing.

C. PENUTUP

Dalam merancang strategi kampanye anti kekerasan
seksual, setiap langkah harus dilakukan dengan cermat dan
terencana. Kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk
menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mendorong
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perubahan perilaku dan sikap masyarakat terhadap kekerasan
seksual. Dari langkah awal yang melibatkan pemahaman
mendalam tentang masalah hingga memilih pengirim pesan
yang tepat, semua elemen harus saling terhubung dan
mendukung tujuan akhir kampanye.

Setiap strategi memiliki peran penting dalam
menciptakan dampak yang lebih besar. Pemilihan pesan yang
jelas dan relevan, alat komunikasi yang sesuai dengan audiens,
serta pengirim pesan yang kredibel adalah aspek yang harus
dipertimbangkan dengan seksama. Masing-masing langkah
harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik itu
keterbatasan anggaran, karakteristik audiens, atau peran yang
dimainkan oleh masing-masing pihak dalam kampanye. Hal ini
memastikan bahwa pesan kampanye tidak hanya didengar,
tetapi juga dapat menggerakkan audiens untuk bertindak.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa keberhasilan
kampanye ini sangat bergantung pada keterlibatan semua
pihak, baik itu individu, komunitas, maupun pemerintah.
Kampanye ini tidak hanya mengenai penyebaran informasi,
tetapi juga tentang menciptakan perubahan sosial yang dapat
mengurangi angka kekerasan seksual di masyarakat. Oleh
karena itu, strategi yang diterapkan harus melibatkan berbagai
pihak dan memanfaatkan berbagai platform komunikasi yang

dapat menjangkau audiens secara luas.

Kampanye anti kekerasan seksual juga harus mampu
menciptakan ruang bagi penyintas untuk berbicara dan berbagi
pengalaman mereka. Dalam hal ini, suara korban sangat
penting dalam membangun kesadaran dan empati dari
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audiens. Namun, di sisi lain, penguatan kebijakan dan hukum
yang berpihak pada korban juga menjadi bagian yang tak kalah
penting dalam mendorong perubahan yang lebih struktural.

Secara keseluruhan, kampanye anti kekerasan seksual
yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang dan
strategi yang komprehensif. Dengan melibatkan berbagai
elemen yang saling mendukung, kampanye ini dapat mencapai
tujuan untuk mengurangi kekerasan seksual, memberikan
perlindungan lebih baik bagi korban, serta menciptakan
masyarakat yang lebih peduli dan responsif terhadap isu ini.
Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dengan baik,
perubahan sosial yang diinginkan dapat tercapai secara lebih
efektif dan berkelanjutan.
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uku ini menegaskan bahwa kekerasan seksual

bukanlah masalah individu semata, melainkan

persoalan sosial dan struktural yang berakar pada relasi
kuasa, ketimpangan gender, serta budaya patriarki. Isu
kekerasan merupakan permasalahan yang kompleks dan
mendesak, sehingga tidak cukup ditangani dengan lembaga
formal. Kehadiran komunitas memiliki peran strategis dalam
mencegah dan menangani kekerasan melalui pendekatan yang
kolaboratif, inklusif,dan berbasis kebutuhan korban.

Strategi pencegahan oleh komunitas dapat dilakukan
secara komprehensif, melalui penguatan kapasitas perempuan,
pelatihan pembinaan, pembuatan informasi dan kemitraan.
Selain itu, media kampanye secara digital menjadi penting.
Sedangkan, untuk strategi penanganan oleh komunitas dapat
dilakukan melalui komunikasi asertif.

Secara keseluruhan, buku ini saling melengkapi dari
pemahaman konsep dasar, analisis akar masalah, strategi
pencegahan, strategi penanganan, hingga penguatan peran
komunitas. Dengan menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan,

Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas | 135



keadilan gender, dan keberpihakan pada korban, buku ini
diharapkan menjadi pijakan praktis sekaligus inspiratif untuk
membangun masyarakat yang lebih aman, adil, dan bebas dari
kekerasan seksual.
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